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IKTISAR EKSEKUTIF 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 BBPOM di Manado merupakan 

wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029.  

Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 merupakan tahun awal 

pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 

mempunyai makna strategis sebagai momentum pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

untuk mencapai target akhir Renstra BBPOM di Manado Tahun 2025-2029. Kinerja yang 

belum tercapai perlu didorong upaya percepatan dan yang telah tercapai perlu 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga seluruh target kinerja yang tertuang 

dalam Restra BBPOM di Manado Tahun 2025-2029 dapat tercapai di akhir Tahun 2025. 

KINERJA ORGANISASI  

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada kriteria Nilai Kinerja Periodik Triwulan 1 

Tahun 2025 sebesar 101,59%, NKO Periodik BBPOM di Manado masih dalam kategori 

Istimewa dengan notifikasi    . NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja 

secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja 

periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang 

memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. BBPOM di Manado memiliki  9 sasaran 

kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja. Pencapaian sasaran kegiatan 

Triwulan 1 Tahun 2025 dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja yang merupakan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan hasil 4 (empat) indikator kinerja yang 

ditetapkan dengan kriteria ñSangat Baikò, 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan 

dengan kriteria ñBaikò, 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria ñCukupò, 

1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria ñKurangò, 6 (enam) indikator 

kinerja yang ditetapkan dengan kriteria ñTidak Dapat Disimpulkanò, 3 (tiga) indikator 

kinerja yang ditetapkan dengan keterangan dikeluarkan dari Penilaian NKOò, serta 6 

(enam) indikator kinerja yang ñRealisasi belum dapat diukurò di Triwulan 1 Tahun 2025. 
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Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai 

berikut:  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realisasi capaian 25 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja adalah sebagai berikut : 

a. 4 (empat) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 

100% < x Ò 110%) terdiri dari :  

1. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 106,38% dari 

target 94,00%. 

2. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 82,50% atau tercapai 103,13% dari 

target 80,00%. 

3. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di Manado realisasi 95,95% atau tercapai 107,52% dari target 

89,24%. 

1. BBPOM  di  Manado  meningkatnya  efektivitas  pengawasan  Sediaan  Farmasi  dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan NKO sebesar 108,50%.

2. BBPOM  di  Manado  meningkatnya  efektivitas  Pengawasan  Sarana  Produksi 

Pangan Fortifikasi dengan NKO 100%.

3. BBPOM di Manado menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan NKO 110%.

4. BBPOM  di  Manado  Meningkatnya  efektivitas  KIE  di  wilayah  kerja  BBPOM  di 

Manadodengan NKO sebesar 101,88%.

5. BBPOM  di  Manado  meningkatnya  pendampingan  UMKM  dalam  pemenuhan 

standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 107.90%.

6. BBPOM  di  Manado  terlaksananya  Penyidikan  Kejahatan  Sediaan  Farmasi  dan 

Pangan Olahan yang efektif dengan NKO sebesar 57,15%.

7. BBPOM di Manado terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan 

Farmasi  dan  Pangan  Olahan  yang  efektif  di  wilayah  kerja  BBPOM  di  Manado 

dengan NKO sebesar 83,34%.

8. BBPOM   di   Manado   meningkatnya   Layanan   Publik  yang  Prima  , realisasinya  

belum dapat diukur.

9. BBPOM   di   Manado  dalam mewujudkan   tata   kelola   pemerintah  Unit  Organisasi  

yang Optimal  realisasinya belum dapat diukur.
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4. Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan 

olahan realisasi 17,08% atau tercapai 107,90% dari target 15,83%. 

 

b. 4 (empat) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x 

Ò 100%) terdiri dari : 

1. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 80% atau tercapai 100% dari target 

80%. 

2. Indikator Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan realisasi 15% atau tercapai 100% dari target 15%.  

3. Indikator Jumlah desa pangan aman realisasi 5% atau tercapai 100% dari target 

5%. 

4. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 5% atau 

tercapai 100% dari target 5%. 

 

c. 1 (satu) Indikator bernotifikasi kuning dengan kriteria Cukup (dengan capaian 60% 

Ò x Ò 90%)  terdiri dari : 

1. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 41,67% atau tercapai 

83,34% dari target 50%.  

 

d. 1 (satu) Indikator bernotifikasi merah dengan kriteria kurang (dengan capaian < 60%)  

terdiri dari : 

1. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di BBPOM di Manado realisasi 26,43% atau tercapai 57,15 % 

dari target 46,25% 

 

e. 

  

 

 

 

 

6  (enam)  Indikator  bernotifikasi  abu-abu  dengan  kriteria  Tidak  dapat  Disimpulkan 

(dengan capaian > 110%)  terdiri dari :

1. Indikator  Persentase  sampel  Sediaan  Farmasi  berisiko  yang  ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan realisasi 97,92% atau tercapai 113,53 % dari target 86,25%

2. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 117,65% dari target 85%
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3. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

realisasi 95,05 atau tercapai 111,82% dari target 85% 

4. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 

50,00% atau tercapai 151,52% dari target 33% 

5. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan realisasi 98,72% atau tercapai 119,75% dari target 82,44% 

6. Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 76,70 

atau tercapai 113,63% dari target 67,5 

 

f. 3 (tiga) Indikator dengan kriteria Exclude dari Penilaian terdiri dari : 

1. Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

dengan target 100% 

2. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari target 90% 

3. Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari target 89,25% 

 

g. 6 (enam) Indikator dengan kriteria Realisasi belum dapat diukur terdiri dari : 

1. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO 

2. Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado 

3. Indikator Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Manado 

4. Indikator Nilai AKIP BBPOM di Manado 

5. Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Manado 

6. Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Manado 

 

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Manado pada Triwulan 1 

Tahun 2025 antara 57,15% sampai dengan 107,90%. Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado 

sebesar 57,15% dengan kriteria  Tidak Efisien. Tingkat Efisiensi yang diperoleh sebesar 

-0,43 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya 

efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja. Penyebab ketidak efisienan 
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penggunaan sumber daya disebabkan pada Triwulan 1 Tahun 2025 Perubahan target 

akibat efisiensi membuat perhitungan persentase capaian perkara pada RAPK 

disesuaikan di awal Februari sehingga saat persentase capaian dikembalikan ke target 

awal sebelum efisiensi mengakibatkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan di 

RAPK menjadi tidak tercapai, tindak lanjut yang akan ditempuh BBPOM di Manado atas 

hal ini yaitu akan melakukan Koordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan Rorenkeu 

terkait target kinerja yang tidak tercapai yang disebabkan karena adanya efisiensi 

anggaran serta melakukan pengajuan surat usulan Revisi RAPK 2025 penyesuaian 

dengan kondisi awal sebelum efisiensi anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan , 

tembusan ke Deputi 4 dan Deputi 3  

Sedangkan persentase capaian indikator tertinggi pada indikator Persentase UMKM 

yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 107,90%  dengan Tingkat 

Efisiensi Penggunaan Anggaran sebesar 0,08 Kriteria Efisien , sehingga dapat 

disimpulkan penggunaan anggaran sepenuhnya efisien. Upaya yang telah dilakukan 

dalam mendukung pencapaian ini adalah pelaksanaan tahapan pendampingan 

terlaksana sesuai juknis. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara daring diikuti 

oleh lebih banyak UMK pangan olahan, sehingga seleksi calon UMKM yang akan 

ditetapkan sebagai target pendampingan menjadi lebih mudah serta komunikasi ke unit 

pengampu dilakukan lebih aktif sehingga kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha bisa 

diselesaikan.  

 

KINERJA ANGGARAN  

Postur APBN BBPOM di Manado Tahun 2025 sebesar Rp. 36.476.620.000,00 yang 

telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Manado Nomor : SP 

DIPA- 063.01.2.432901/2025 tanggal 02 Desember 2024. Menindaklanjuti arahan 

Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 

November 2024 dalam rangka efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 

2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. 

Untuk mengawal arahan Presiden serta dalam rangka mendukung efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, langkah 

strategis yang dilakukan BBPOM di Manado dalam menghadapi dinamika kebijakan 

pemerintah disepanjang triwulan 1 Tahun 2025 adalah dengan menindaklanjuti surat 
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dari Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 

Februari 2025  hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri 

Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, selanjutnya BBPOM di 

Manado melakukan revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang bersumber 

dari RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 sesuai 

Surat Sestama Nomor : B-PR.05.03.2.03.25.145  tanggal 10 Maret 2025 hal Revisi 

Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025.  

Sehubungan dengan usulan relaksasi (buka blokir) anggaran Badan POM sesuai 

dengan surat Kepala Badan nomor B-PR.05.03.1.2.03.25.84 Tanggal 21 Maret 2025 Hal 

Permohonan ReIaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025, BBPOM di Manado 

menyampaikan usulan revisi pemanfaatan kembali blokir anggaran pada Rincian Output 

(RO) sebesar Rp. 5.270.617.000,00 sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan pada 

masing-masing Rincian Output (RO) tanpa mengubah peruntukan anggaran yang sudah 

tertera di DIPA (revisi yang dilakukan hanya menghapus tanda (*) blokir anggaran).  

Sehubungan dengan telah disahkannya revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke 3 

Kewenangan Direktorat Jendral Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 10 April sehingga 

pagu anggaran BBPOM di Manado untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target 

kinerja di Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 35.802.820.000,00 dengan rincian Belanja 

Pegawai sebesar Rp. 6.769.291.000,00 dan Belanja barang sebesar Rp. 

19.344.041.000,00 serta Belanja modal sebesar Rp. 9.689.488.000,00, dari total Pagu 

sebesar Rp. 35.802.820.000,00  rincian pagu per jenis belanja yang dapat dimanfaatkan 

untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.769.291.000,00, Belanja Barang sebesar Rp. 

13.465.033.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.224.373.000,00  
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BAB I   PENDAHULUAN  
 
 

1.1. LATAR BELAKANG  

 

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM melalui Keputusan 

Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang 

Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Transformasi Nasional Menuju 

Indonesia Emas 2045 dalam konteks transformasi nasional PJP POM menjabarkan 

aspek yang relevan dalam pengawalan keamanan efektivitas dan kualitas Obat dan 

Makanan yang beredar di Indonesia untuk merespon perubahan pasar dan kebutuhan 

masyarakat yang dinamis, adapun aspek dimaksud mencakup: 

 

Pengurangan 
stunting: fortifikasi 
pangan, penerapan 
gizi seimbang

Dukungan pada 
angka harapan hidup 
pengurangan 
penyakit tidak 
menular 
(degeneratif) melalui: 
regulasi gula garam 
lemak (GGL), kualitas 
obat life saving yang 
tinggi, kualitas gizi 
makanan yang tinggi, 
KIE pada 
masyarakat, Program 
PJAS berkelanjutan. 
Penurunan TBC, 
kusta, penyakit 
menular yang masih 
existing dalam jangka 
panjang melalui 
kualitas obat yang 
tinggi.

Pengendalian produk 
yang memberikan 
dampak negatif: 
pengawasan rokok 
dan produk 
tembakau sejenis, 
usulan cukai gula 
dan minyak

Transformasi 
Sosial Hilirisasi ekonomi

ÅPenciptaan produk 
unggulan (Obat dan 
Makanan) dengan 
nilai tambah tinggi 
berorientasi ekspor
ÅPeningkatan 

produktivitas 
UMKM Obat dan 
Makanan

Ekonomi Sirkular
ÅPengawalan 

pengelolaan 
potensi biodiversity 
dalam 
pemanfaatan 
bioteknologi
ÅBlue economy & bio 

economy
ÅDigitalisasi POM 

dalam mendukung 
perekonomian 
nasional
иDukungan POM 

dalam 
meningkatkan 
pariwisata 
berorientasi ekspor 
melalui obat dan 
makanan yang 
berdaya saing

Transformasi 
Ekonomi Manajemen ASN

ÅManajemen talenta 
ASN optimal
ÅSistem manajemen 

ASN berbasis merit
ÅTalenta digital
ÅASN yang sejahtera

Regulasi
иReguasi yang 

robust namun 
adaptif

Government / 
Birokrasi

¶Penyederhananan 
birokrasi
¶Collaborative & 

transparent 
governance 
berbasis digital
ÅManajemen risiko 

dan evidence 
based policy
ÅSinkronisasi urusan 

konkuren POM di 
wilayah
ÅPelayanan publik 

berkualitas tinggi
иmasyarakat sipil 

yang bermakna
иZero corruption

Transformasi 
Tatakelola
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Tahun 2025-2029 , Rencana Strategis BPOM menjadi subsistem pembangunan 

nasional dengan mengacu pada RPJMN 2025-2029, sehingga dirumuskan arah 

kebijakan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di 

bidang Obat dan Makanan meliputi:  

1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk 

mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk 

dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;  

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan secara online dan offline;  

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan 

keberpihakan pada UMKM;  

4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;  

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar 

negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;  

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis 

kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan; dan  

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan. 

 Menjadi kewajiban BBPOM di Manado mengawal dan menghadirkan informasi 

kinerja yang diamanahkan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan gambaran 

kepada pihak terkait termasuk masyarakat atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam 

periode tertentu khususnya dalam periode Rencana Strategis 2025-2029. 
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1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI  

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 

05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai 

terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan.BBPOM di Manado merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas 

teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan BBPOM di Manado berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang Secara 

teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BBPOM 

di Manado dikategorikan sebagai BBPOM. Selain mengatur tentang kategori Balai dan 

struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang 

sejak tahun 2022 telah resmi sebagai Satuan Kerja mandiri. 

 

Adapun total catchment area di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 

15 Kabupaten/Kota, diampu oleh BBPOM di Manado sebanyak 12 kabupaten/kota dan 

3 Kabupaten /Kota 

merupakan catchment 

area Loka POM di 

Kabupaten Kepulauan 

Sangihe.  Adapun 

kabupaten/kota dengan 

masing-masing 

catchment area adalah 

sebagai berikut: 

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

Badan POM dikoordinasikan oleh BBPOM di Manado dan Loka POM di Kepulauan 

Sangihe sesuai wilayah kerja masing-masing, namun BBPOM di Manado masih tetap 

diamanahkan sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan pada 

tingkat Provinsi. 

BBPOM di Manado

1. Kota Manado

2. Kota Kotamobagu

3. Kota Tomohon

4. Kota Bitung

5. Kab. Minahasa

6. Kab. Minahasa Utara

7. Kab. Minahasa Selatan

8. Kab. Minahasa Tenggara

9. Kab. Bolaang Mongondow

10. Kab. Bolaang Mongondow Utara

11. Kab. Bolaang Mongondow Timur

12. Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Loka POM di Kab. 
Kepulauan Sangihe 

1. Kab. Kepulauan Sangihe

2. Kab. Kepulauan Talaud

3. Kab. Kepulauan Siau 
Tanggulandang Biaro
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TUGAS POKOK 

FUNGSI 

Dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  

 

     

 

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  

 

a.  Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

b.  Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ 

fasilitas pelayanan kefarmasian;  

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarans/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat 

dan Makanan;  

e.  Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;  

f.  Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;  

g.  Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;  

i.  Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

j.  Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

l.  Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

 
 
Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Sebagaimana gambar struktur organisasi sebagai berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Manado 
 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai ASN BBPOM di Manado sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 

sebanyak 73 orang dan 10 orang PPPK. Sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada Gambar 1.2 

  

 

  

   

  

                      

 

 

Gambar 1. 2 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. 1 Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

Sumber Daya Lainnya 

 

¶ Kantor BBPOM Manado memiliki 

aset luas tanah total 5850 m2 yang 

memiliki 2 Gedung Kantor Utama 

yaitu Gedung Kantor Toar 

(Administrasi) dengan luas 

bangunan 1628 m2 dan Gedung 

Kantor Lumimuut (Laboratorium) 

luas bangunan 1841 m2 serta luas 

bangunan lainnya di luar gedung 

utama yaitu 442 m2., kemudian 

didukung laboratorium dan peralatan 

yang memadai sesuai standar 

Laboratorium Badan POM dan 

metode analisis terkini. BBPOM di 

Manado memiliki laboratorium 

pengujian kimia, dan laboratorium 

pengujian mikrobiologi termasuk 

didalamnya terdapat fasilitas 

pengujian bioteknologi dengan 

standar laboraorium BSL ï 2 yang 

selama ini digunakan untuk 

pengujian DNA dan pengujian 

sampel specimen COVID ï 19 serta 

pengujian sterilitas dengan 

menggunakan isolator. 

Laboratorium BBPOM di Manado 

UPT 

Tingkat Pendidikan 

S3 S2 Apt 
S1 

Lain 
D3 SMF 

SLTA 
Umum 

Total 

BBPOM di Manado         

Kepala  1      1 

Bagian TU  1  17 4 1 1 24 

Fungsi Pengujian  1 10 21 1 1  34 

Fungsi Pemeriksaan  4 3 5  1  13 

Fungsi Penindakan  1 2 3    6 

Fungsi Informasi dan 
Komunikasi 

 1 2 1  1  5 

TOTAL  9 17 47 5 4 1 83 
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juga telah dilengkapi dengan fasilitas 

pengujian obat antineoplastik (obat 

kemoterapi) dengan menggunakan 

cytotoxic cabinet. 

¶ Selain itu BBPOM di Manado dalam 

mewujudkan visi, misi dan tujuannya 

telah membangun dan memelihara 

sistem manajemen mutu 

berdasarkan standar ISO 9001:2015 

dan telah tersertifikasi untuk seluruh 

bisnis prosesnya serta laboratorium 

BBPOM di Manado telah 

terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 

dengan dengan nomor sertifikat LP-

232-IDN. Pada tahun 2022 telah 

dilakukan Audit Surveilen ISO 

17025:2017 oleh KAN-BSN pada 

tanggal 25-26 Juli 2022 dengan 

rekomendasi dapat 

mempertahankan sertifikat. Pada 

tanggal 26-27 Oktober 2023 

dilakukan audit reakreditasi  ISO 

17025:2017 oleh KAN-BSN dan 

berhasil mempertahankan serifikat 

yang berlaku sampai 23 April 2029 

dan keduanya direkomendasikan 

dapat mempertahankan Sertifikasi 

tersebut. 

Pada Tahun 2023, BBPOM di 

Manado juga telah berhasil 

mendapatkan sertifikat ISO 

37001:2016 dalam implementasi 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

yang dipertahankan hingga saat ini. 

¶ Kantor Loka POM di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe dengan tanah 

seluas 799 m2  merupakan hibah 

tanah dari Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe kepada  Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

dengan Nomor : 028/23/2190 dan 

Nomor : B-PL.03.07.112.8.9.3690 

tanggal 30 Agustus 2019 tentang 

Berita Acara Serah Terima Hibah  

¶ Barang Milik Daerah. Pada tahun 

2020 tersertifikat Hak Pakai Nomor 

00003 dengan luasan sebesar 799 

m2 dan telah tuntas dilakukan 

penilaian wajar atas tanah dan 

bangunan. Pengelolaan BMN yang 

berada pada Loka POM di 

Kabupaten Kepulauan Sangihe 

(aset maupun persediaan) yang 

sebelumnya dikelola oleh BBPOM di 

Manado, pada Triwulan 3 tahun 

2022 telah dilakukan transfer keluar 

kepada Loka POM di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe.  
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1.4. ISU STRATEGIS 

  

 Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat 

dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan 

sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market 

control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan 

masyarakat (community empowerment). 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak 

bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor 

terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan 

pengawasan Obat dan Makanan. BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis 

dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat 

industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola 

penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan 

kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar, sehingga 

paradigma pengawasan berubah dari watchdog control menjadi proactive 

control, dengan mendorong penerapan Risk Management   Program. 

 BBPOM di Manado sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan 

utama di Tahun 2025 berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam 

Dokumen Rencana Kinerja tahun 2025, yaitu melaksanakan program 

pengawasan Obat dan Makanan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-

market di seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara meliputi sertifikasi 

sarana produksi dan sarana distribusi obat, pengawasan sarana produksi, 

sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan 

Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.  

 BBPOM di Manado sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti 

kegiatan atau pilar lembaga, yakni: 
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1.4.1. Analisis Lingkungan Strategis  

BBPOM di Manado selaku UPT Badan POM selaras dengan penerjemahan Arah 

Kebijakan BPOM melalui perumusan strategi pengawasan Obat dan Makanan 2024-

2029 yang meliputi: 

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) mencakup pre-market 

dan post market yang berbasis risiko. 

2. Optimalisasi pemanfataan sarana prasarana, kajian, pengujian, database 

pengawasan. 

3. Optimalisasi pengelolaan SDM sumber daya manusia kompeten, profesional, gesit 

dan adapatif yang akan berkontribusi pada pengembangan birokrasi yang tangkas, 

4. Peningkatan kolaborasi dengan Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan 

Makanan 

5. Pengelolaan sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan 

efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran  

6. Meningkatkan kemampuan menghadapi permintaan konsumen dan perkembangan 

yang bisa muncul secara tiba-tiba melalui Vision, Understanding, Clarity dan 

organisasi yang agile 

7. Optimaliisasi IT dalam rangka  transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui 

integrasi SPBE 

8. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 

9. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Manado 

termasuk peningkatan pelayanan publik 

10. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk 

mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan 
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Makanan  

11. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat 

dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum. 

 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan strategi dimaksud, terdapat 

aspek internal maupun eksternal yang berkembang di lingkungan BBPOM di Manado, 

diantaranya sebagai berikut. 

 

A. INTERNAL 

Sumber Daya Manusia 

Dalam penyusunan ABK sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh pegawai yang 

dibutuhkan sebanyak 107 orang. Dengan jumlah pegawai eksisting sampai dengan awal 

tahun 2025 sebanyak 83 orang (Laki-laki 25 orang; Perempuan 58 orang) sehingga 

pemenuhan terhadap ABK ASN di lingkungan BBPOM di Manado sampai dengan saat 

ini adalah sebesar 77,57%. Dalam rangka untuk mengatasi gap tersebut, BBPOM di 

Manado salah satunya diisi oleh PPNPN. 

Dari segi kompetensi, kualitas SDM BBPOM di Manado diakui di lingkungan 

pemerintah daerah dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan sehingga memberi 

keyakinan saat menjalankan program, namun demikian dengan tantangan yang 

semakin kompleks, BBPOM di Manado harus melakukan peningkatan kompetensi SDM 

dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan 

lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Manado perlu 

penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin 

berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Selain itu, BBPOM 

di Manado juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga 

tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta memberikan soft competency 

untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah. 
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Infrastruktur dan Fasilitas 

Laboratorium yang Memadai  

 
BBPOM di Manado dilengkapi 

dengan infrastruktur dan fasilitas 

pengawasan yang memadai memiliki 

peranan penting dalam mendukung 

operasional BBPOM di Manado yang 

efektif dan efisien. Laboratorium 

pengujian berperan sangat strategis 

utamanya dalam hal mendeteksi serta 

memvalidasi mutu dan keamanan produk-

produk yang beredar di masyarakat, hasil 

pengujian laboratorium dibutuhkan cepat 

agar jika hasil pengujian tidak memenuhi 

syarat dapat dilakukan penarikan produk 

atau tindakan yang terkait sehingga 

masyarakat terhindar dari obat yang tidak 

memenuhi syarat ataupun palsu.  

Untuk itu diperlukan peningkatan 

kemampuan pengujian baik pemenuhan 

standar peralatan laboratorium yang 

andal dan efisien, standar kompetensi 

SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) 

pengujian. Dengan demikian akan 

meningkatkan jenis pengujian dan jenis 

serta jumlah produk yang diuji. Untuk 

menjawab tuntutan ini diperlukan 

instrumen yang menggunakan teknologi 

yang kompleks. Namun pengadaan, 

pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan 

kebutuhan operasional untuk instrumen 

yang demikian membutuhkan biaya yang 

mahal dan kompetensi penguji yang 

andal dari penguji dalam menggunakan 

instrumen tersebut.  

Ketersediaan baku pembanding 

untuk beberapa kategori atau sampel 

menjadi salah satu kendala dalam 

pemenuhan SRL pangujian. 

Keterbatasan sumber daya maka 

peningkatan kemampuan pengujian tidak 

dapat dilakukan sekaligus. 

BBPOM di Manado ditunjuk 

sebagai Koordinator regionalisasi 

Laboratorium - Regional Manado yang 

telah dijalankan uji coba sejak pada tahun 

2021 menjadi bagian dalam evaluasi dan 

perencanaan pelaksanaan 

implementasinya pada tahun 2023 hingga 

saat ini. 

Sesuai Asessment GLP, rata-rata 

pemenuhan peralatan sesuai dengan 

standar minimal laboratorium Tahun 2024 

BBPOM di Manado adalah dengan rincian 

pada gambar sebagai berikut:

90.4

92.88

81.7

Ruang Lingkup Kompetensi Peralatan

Pemenuhan Standar 
Kemampuan Laboratorium

Gambar 1. 3 Prosentase 
Pemenuhan Standar Minimal 

Peralatan Laboratorium 

 



  

  

12 
 

Kualitas Pelayanan Publik yang Prima 

Pelayanan  publik  merupakan aspek 

krusial dalam pemerintahan dan 

Pembangunan. Pelayanan yang   

berkualitas   tinggi   dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap  

pemerintah  dalam hal ini BBPOM di 

Manado melalui kemudahan pelayanan 

termasuk perizinan, simplifikasi dan 

deregulasi persyaratan registrasi, 

digitalisasi perizinan, pemberian 

bimbingan dalam pemenuhan 

persyaratan keamanan, mutu dan gizi 

pangan olahan serta pengembangan 

media komunikasi secara elektronik 

memberikan dampak terhadap 

meningkatnya jumlah permohonan dan 

pemberian rekomendasi dan izin edar 

yang memenuhi SLA. 

Pelayanan publik yang 

disediakan oleh BBPOM di Manado telah 

berpredikat ñPelayanan Primaò namun 

terus didorong konsistensinya  

Pengembangan inovasiï inovasi 

perlu terus dilakukan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

termasuk penguatan sarana dan 

prasarana gedung layanan publik, 

pelayanan terpadu bersama Pemerintah 

Daerah melalui Mal Pelayanan Publik, 

peningkatan pelayanan publik inklusif 

mengakomodasikan bagi kelompok 

rentan, serta aplikasi ï aplikasi 

pemberian informasi dan layanan publik 

yang memudahkan masyarakat, pelaku 

usaha dan lintas sector. 

 

Anggaran   

Postur APBN BBPOM di Manado Tahun 

2025 sebesar Rp. 36.476.620.000,00 

yang telah disahkan sebagaimana 

tertuang dalam DIPA BBPOM di Manado 

Nomo: SP DIPA- 063.01.2.432901/2025 

tanggal 02 Desember 2024. 

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden 

RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 

Oktober 2024 dan tanggal 6 November 

2024 dalam rangka efisiensi Perjalanan 

Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025 

telah dilakukan pemblokiran anggaran 

secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran 

Kemenkeu. 

 Untuk mengawal arahan Presiden 

serta dalam rangka mendukung efisiensi 

dan efektifitas pelaksanaan anggaran 

DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, 

langkah strategis yang dilakukan 

BBPOM di Manado dalam menghadapi 

dinamika kebijakan pemerintah 

disepanjang triwulan I Tahun 2025 

adalah dengan menindaklanjuti surat 

dari Sekretaris Utama Badan POM RI 

Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 

04 Februari 2025  hal Penyampaian Data 

Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran 

Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja 

Pelaksanaan APBN TA 2025, 

selanjutnya BBPOM di Manado 
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melakukan revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang bersumber dari 

RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 sesuai Surat 

Sestama Nomor : B-PR.05.03.2.03.25.145  tanggal 10 Maret 2025 hal Revisi 

Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Berdasarkan surat tersebut pagu 

BBPOM di Manado pagu anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan pencapaian target kinerja di Triwulan I Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 

35.802.820.000,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.769.291.000,00 dan 

Belanja barang sebesar Rp. 19.344.041.000,00 serta Belanja modal sebesar Rp. 

9.689.488.000,00. 

 

B. EKSTERNAL  

Kondisi Geografis dan Demografis 

Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 123o 07ô hingga 127o 10ô Bujur Timur dan 

00o 15ô hingga 05o 34ô Lintang Utara. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas 15.069 

km2, Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan yang selain 

daratan juga memiliki 258 pulau besar dan kecil. Beberapa kabupaten di wilayah 

tersebut berbatasan langsung dengan negara Filipina dan Laut Pasifik. Berdasarkan 

sumber BPS tahun 2025, Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah penduduk 2.701.780 

jiwa, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebagaimana pada gambar 1.5. 

Gambar 1. 4 Wilayah Kerja BBPOM di Manado 
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Perkembangan Teknologi dan Revolusi Sosial (Society 5.0) 

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di 

sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. yang 

terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen 

dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk 

obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah 

menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya 

sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka 

berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce 

berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan 

kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali 

membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap 

produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, 

kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform 

seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk 

memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user 

generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik 

memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan 

Gambar 1. 5 Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin 
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membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-

commerce. 

harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan 

yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk 

yang dihasilkan. Untuk implementasi atas adaptasi dalam pengawasan secara daring 

salah satu yang dapat dilaksanakan seperti dikeluarkannya Peraturan Badan POM 

Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara 

daring.  Penguatan digitalisasi dalam rangka percepatan dan memudahkan proses 

pelayanan publik menjadi tantangan sekaligus peluang untuk selaras dengan 

peningkatan kepuasan pelanggan BBPOM di Manado dan sekaligus meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha   atas kewajibannya dalam mematuhi ketentuan/peraturan 

yang telah ditetapkan pemerintah selaku regulator dalam rangka perlindungan 

masyarakat. 

Dengan demikian, BBPOM di Manado bagian dari pengawasan secara nasional 

Kuantitas dan Jenis Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi  

 
Tabel 1. 2 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi 

No. Jenis Sarana 
Jumlah 
Sarana 

1. Industri Farmasi 0 

2. Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus  
(unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca) 

7 

3. Industri Obat Tradisional (IOT) 0 

4. Industri ekstrak bahan alam (IEBA) 0 

5. Industri Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1 

6. Industri Mikro Obat Tradisional (UMOT) 3 

7. Industri farmasi yang memproduksi suplemen Kesehatan 0 

8. Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi 0 

9. Industri pangan yang memproduksi suplemen Kesehatan 0 

10. Industri kosmetika 0 

11. Industri farmasi yang memproduksi kosmetik 0 

12. Industri Pangan (MD) 174 

13. Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) 316 

14. Pedagang Besar Farmasi (PBF) 40 

15. Apotek 417 

16. Toko Obat berizin 123 

17. Instalasi Farmasi 13 

18. Rumah Sakit 48 
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Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi 

Sulawesi Utara meliputi industri kecil obat tradisional, industri pangan MD serta industri 

rumah tangga pangan. Untuk sarana distribusi meliputi sarana distribusi obat yaitu 

Pedagang Besar Farmasi serta Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota, sarana distribusi 

obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan.  

Selain sarana distribusi obat, juga terdapat sarana pelayanan kefarmasian 

meliputi Apotek, Toko Obat, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan, Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di 

wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

 

1.4.2. Isu Strategis  

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Manado 

antara lain terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. 

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu ñMemperkuat pembangunan 

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi 

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitasò, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita 

lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. 

BBPOM di Manado berperan dalam upaya mewujudkannya dalam beberapa 

aspek mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap 

pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi. 

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dari program pemerintah yang menyentuh 

langsung ke masyarakat luas yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-

anak dan kelompok rentan. Sehingga secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Manado 

tahun 2025-2029 mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai 

pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan 

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

19. Puskesmas 149 

20. Balai Pengobatan/Klinik 83 

21. Kantor Kesehatan Pelabuhan 3 

22. Fasilitas distribusi obat bahan alam 229 

23. Fasilitas distribusi kosmetik 744 

24. Klinik Kecantikan 13 

25. Fasilitas distribusi suplemen Kesehatan 163 

26. Sarana peredaran pangan olahan 3815 
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Reformasi Birokrasi  

Tujuan reformasi birokrasi adalah 

menciptakan birokrasi pemerintah yang 

profesional dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih 

dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik, 

netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan 

kode etik aparatur negara. Tahun 2023 

BBPOM di Manado telah mendapatkan 

predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) 

dan secara berkelanjutan melakukan 

penguatan dalam rangka 

mempersiapkan sebagai unit kerja 

dengan predikat Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) yang 

dapat mengusulkan pada tahun 2025, 

sehingga diperlukan upaya penguatan 

internal dalam pengembangan SDM 

yang berkualitas yang berlandaskan 

budaya organisasi serta publikasi 

kepada eksternal melalui sosialisasi 

program pengawasan Obat dan 

Makanan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat antara lain 

kemudahan akses informasi. Penerapan 

Reformasi Birokrasi dilakukan melalui 

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 

secara menyeluruh.  

Upaya perubahan dan 

peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi 

berkelanjutan menjawab tantangan 

dalam menerapkan sistem manajemen 

yang relevan yaitu ISO 37001:2016.  

 

Transformasi Industri dan Masyarakat  

Revolusi industri 4.0 (generasi 

keempat) ini ditandai dengan 

kemunculan superkomputer, robot pintar, 

kendaraan tanpa pengemudi, editing 

genetik dan perkembangan 

neuroteknologi yang memungkinkan 

manusia untuk lebih mengoptimalkan 

fungsi otak. Revolusi industri keempat, 

menjadi lompatan besar bagi sektor 

industri, dimana teknologi informasi dan 

komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. 

Tidak hanya dalam proses produksi, 

melainkan juga di seluruh rantai nilai 

industri sehingga melahirkan model 

bisnis yang baru dengan basis digital 

guna mencapai efisiensi yang tinggi dan 

kualitas produk yang lebih baik. Untuk itu, 

sektor industri nasional perlu banyak 

pembenahan terutama dalam aspek 

penguasaan teknologi yang menjadi 

kunci penentu daya saing di era Industry 

4.0 karena sistem siber-fisik 

berkomunikasi dan bekerja sama satu 

sama lain dengan manusia secara 

bersamaan.  

Industri 4.0 memberikan dasar 

teknologi s yang kuat dalam mewujudkan 

visi Society 5.0, yaitu perubahan dalam 

masyarakat yang lebih besar melalui 

pemanfaatan teknologi yang canggih 

demi kesejahteraan manusia dan 

lingkungan. Hal ini melibatkan aplikasi 

teknologi dalam berbagai bidang 

antaranya pendidikan, kesehatan, 

energi, transportasi, dan 
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sbagainya.Terlebih berkenaan dengan 

kemajuan di bidang industri dan 

perdagangan harus diimbangi dengan 

pengembangan SDM tenaga pengawas 

untuk lebih memahami bahwa 

ketersediaan data tidak hanya hitam di 

atas putih, dalam bentuk dokumen, 

namun bisa dalam bentuk data base 

dengan sistem paperless. Peningkatan 

Efektifitas pengawasan tidak lepas dari 

digitalisasi pengawasan dan pelayanan. 

 

Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2017  

Keterlibatan stakeholder 

khususnya di lingkup Pemerintahan 

masih dalam berkolaborasi dengan 

BPOM masih terus dikawal sebagaimana 

amanah Permendagri Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Peningkatan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Daerah dimana hal ini 

sebagai bentuk tindak lanjut 

diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 

Tahun 2017 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengawasan Obat dan 

Makanan.  Diharapkan dapat 

memperkuat kinerja BPOM dalam 

pengawasan Obat dan Makanan melalui 

peningkatan sinergisme kemitraan 

dengan Kementerian maupun lintas 

sektor terkait di daerah. Perlu adanya 

landasan hukum yang kuat dalam 

koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk 

itu peraturan Gubernur yang mengatur 

mekanisme koordinasi, pembinaan, 

pengawasan dan tindaklanjut perlu 

disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi 

terkait atas rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh BBPOM di Manado 

sangat berpengaruh terhadap peredaran 

Obat dan Makanan yang tidak memenuhi 

ketentuan perundang-undangan.  

 

Trend Penyebaran Informasi dan 

Transaksi Perdagangan melalui Media 

Sosial dan Online  

Pembangunan ekonomi desa/ 

kelurahan merupakan subsistem dari 

pembangunan ekonomi 

kabupaten/kota dan merupakan 

subsistem dari pembangunan ekonomi 

provinsi yang berlanjut sebagai 

penopang perkembangan ekonomi 

secara nasional. Kurang lebih 80 % 

penduduk berada di pedesaan, maka 

pembangunan ekonomi harus 

melibatkan langsung atau tidak 

langsung penduduk perdesaan.  

Dengan berkembangnya 

ekonomi desa akan menurunkan angka 

kemiskinan. Untuk itu Badan POM 

menginisiasi program Gerakan 

Keamanan Pangan Desa (GKPD), 

sebagai salah satu prasyarat 

peningkatan kesehatan keluarga 

secara mandiri. Program ini sarat 

dengan keterpaduan dan koordinasi 

karena melibatkan semua pihak terkait 

baik jajaran pemerintahan daerah 

maupun tatanan masyarakat termasuk 

pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di 

perdesaan.  
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Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan memberdayakan masyarakat 

desa melalui kader-kader yang selama 

ini telah terbentuk, seperti kader PKK, 

kader karang taruna, komunitas 

sekolah, pelaku usaha (ritel), dan 

pedagang kreatif lapangan.  

   Sepanjang Tahun 2020-2024 

BBPOM di Manado telah 

mengintervensi 57 desa dari 1.840 

desa/kelurahan yang ada di Provinsi 

Sulawesi Utara melalui program 

Gerakan Keamanan Pangan Desa.  

Kecilnya jumlah desa yang 

diintervensi ini disebabkan karena 

keterbatasan sumber daya, sehingga 

diperlukan kerjasama dengan lintas 

sektor terkait agar dapat ikut serta 

menggalakkan sosialisasi tentang 

Keamanan Pangan dan mereplikasi 

Desa Pangan Aman di seluruh desa 

yang ada. Selain itu, kendala terkait 

mobilitas kader desa dimana tidak 

menjamin kader dimaksud akan tinggal 

di desa seterusnya dan adanya 

pergantian kepengurusan desa dan 

program tidak tersampaikan kepada 

kepengurusan periode selanjutnya, 

serta keterbatasan anggaran.  

Masyarakat sebagai sub sistem 

pengawasan Obat dan Makanan 

mempunyai peran penting dalam 

memilih dan menggunakan produk 

sehingga menjadi konsumen yang 

cerdas sehingga kesehatannya tetap 

terjaga serta partisipasi aktif 

masyarakat dalam memberikan 

informasi produk ï produk yang 

kemungkinan dapat merugikan 

kesehatan menjadi prioritas untuk 

segera ditindaklanjuti. 

Strategi pelaksanaan Gerakan 

Keamanan Pangan Desa perlu dilakukan 

improvisasi melalui mekanisme 

pelaksanaannya yang lebih terintegrasi 

atau tidak bersifat parsial pada 

Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu sejak 

tahun 2020 hingga saat ini pelaksanaan 

program GKPD, PJAS dan Pasar Aman 

dilaksanakan secara terintegrasi dalam 1 

(satu) kabupaten/kota yang sama. antara 

lain terus mensosialisasikan 

pemanfaatan situs dan sosial media 

resmi BBPOM di Manado, Halo BPOM 

1500533, edukasi kampanye Cek KLIK 

menggunakan aplikasi BPOM Mobile, 

dan aplikasi Cek BPOM serta saluran 

komunikasi dan edukasi yang dimiliki. 

 

Pengawalan Reformasi Birokrasi 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN )  

Sistem Kesehatan Nasional 

(SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dibentuk sebagai bentuk tanggung 

jawab pemerintah dalam menjamin 

kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh 

rakyat Indonesia untuk dapat hidup 

sehat, produktif dan sejahtera. Terdapat 

berbagai perubahan dalam bidang Obat 

dan Makanan sejak era Reformasi 

Birokrasi SKN dan JKN, sebagaimana 
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yang kita ketahui bahwa seluruh 

masyarakat Indonesia wajib menjadi 

peserta JKN. Hal tersebut tentu 

berdampak pada peningkatan kebutuhan 

obat untuk pengobatan peserta JKN. 

Industri farmasi sebagai penyedia obat-

obatan berlomba-lomba memproduksi 

obat ñmurahò untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh masyarakat 

Indonesia. Namun, obat-obat yang 

ñmurahò diharapkan tidak selaras dengan 

mutu dan keamanan yang disajikan pada 

produk tersebut sehingga berdampak 

negatif bagi masyarakat. Mengantisipasi 

dampak yang dapat merugikan 

masyarakat dari penerapan JKN, 

BBPOM di Manado meningkatkan peran 

dalam memberikan jaminan obat yang 

aman, bermutu dan bermanfaat serta 

mengantisipasi adanya penggunaan 

obat palsu dan pendistribusian obat dari 

jalur illegal Kontribusi pada reformasi 

SKN dan JKN yang perlu dilaksanakan 

diantaranya adalah: 

a. Pengambilan contoh/sampling 

terhadap produk obat yang beredar di 

masyarakat, dilaksanakan dengan 

memberikan porsi yang lebih besar 

untuk obat yang ditujukan untuk 

pasien JKN yaitu 50% untuk kategori 

obat yang disampling secara acak 

(Random) dan 40% dari jumlah 

sampel komoditi obat secara 

keseluruhan. 

b. Keterlibatan Badan POM termasuk 

juga BBPOM di Manado dalam 

Sosialisasi Bahaya Anti Microbial 

Resistance (AMR) dan pengawasan 

untuk pengendalian AMR. 

c. Penguatan farmakovigilans obat dan 

vaksin, sampling dan pengujian obat 

dan vaksin Covid-19, peningkatan 

akses vaksin Covid-19 dan vaksin 

pneumonia (PCV) melalui intensifikasi 

pengawasan distribusi dalam rangka 

menjaga mutu vaksin. 

d. Pengawalan pengembangan dan 

pendampingan UMKM pangan olahan 

dan industri Obat Tradisional spesifik 

lokal. 

e. Penguatan kapasitas dan 

kemampuan uji laboratorium 

termasuk peningkatan jejaring 

laboratorium (Regionalisasi 

Laboratorium). 

f. Penyempurnaan sistem informasi 

yang andal dalam pengawasan Obat 

dan Makanan. 

 

Dukungan Terhadap UMKM  

BPOM fokus pada peningkatan 

regulatory assistance untuk memperkuat 

dukungan terhadap industri obat dan 

makanan. Langkah ini bertujuan 

mempercepat hilirisasi produk melalui 

reliance serta mendorong 

pengembangan produk- produk inovatif 

dengan memberikan bimbingan dan 

pendampingan yang intensif kepada 

pelaku usaha. Dalam implementasinya, 

BPOM mengedepankan keberpihakan 
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pada UMKM untuk memberikan 

kemudahan dalam memenuhi standar 

regulasi, memperkuat daya saing, dan 

memperluas akses pasar. 

 Peningkatan daya saing UMKM 

diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan positif untuk perekonomian 

Indonesia, khusus pada Provinsi 

Sulawesi Utara memiliki letak geografis 

strategis di kawasan Indonesia bagian 

timur dengan sumber daya alam yang 

melimpah, dengan memanfaatkan 

kondisi ini Provinsi Sulawesi Utara 

diharapkan dapat menjadi pintu gerbang 

bagi masyarakatnya untuk berekspansi 

pada pasar dunia dan semakin 

berkontribusi dalam sumbangan devisa. 

Untuk mendukung UMKM 

Sulawesi Utara yang semakin dikenal 

luas dan dapat berekspansi ke luar, 

BBPOM di Manado terus berusaha 

mendukung UMKM Sulawesi Utara 

menghasilkan produk-produk lokal yang 

bermutu, berkualitas dan terjamin 

keamanannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitasi Pendampingan UMKM 

yang dilakukan secara kontinu dan 

konsisten, terutama untuk mengangkat 

produk-produk lokal spesifik dari 

Sulawesi Utara bekerja sama dengan 

lintas sektor terkait, lembaga-lembaga 

lainnya (LSM, CSR) bahkan akademisi 

terus bersinergi dengan tujuan 

mengangkat UMKM Sulawesi Utara. 

Kehadiran BBPOM di Manado di 

fasilitas-fasilitas pelayanan publik, media 

sosial bahkan program jemput bola 

menjadi strategi yang relevan 

dilaksanakan oleh BBPOM di Manado 

yang diharapkan membuat pelaku usaha 

khususnya UMKM dapat merasakan 

kehadiran BBPOM di Manado di tengah 

masyarakat. 

Optimalisasi Tingkat Literasi 

informasi masyarakat untuk mendorong 

peran serta masyarakat dalam 

pengawasan Obat dan Makanan 

terutama lingkup peningkatan daya saing 

UMKM perlu adanya intervensi melalui 

mengawal penyediaan informasi kepada 

masyarakat pelaku usaha terkait produk 

Obat dan Makanan.
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Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)  

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan 

diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Salah satu implementasinya yakni 

adanya kewajiban pencantuman ñKeterangan Tidak Halalò untuk produk yang 

mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan) yang 

akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan pre-market dan post-market 

produk. Langkah ï langkah strategis yang dilakukan BBPOM di Manado antara lain:  

pemberian kawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan, serta ketersediaan 

alternatif obat �³�O�L�I�H���V�D�Y�L�Q�J�´ dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang 

ñtidak direstuiò atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud. 

 
Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pengawasan Obat dan 
Makanan  

  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, dan Instruksi Presiden 

Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 

yang mengamanatkan kepada 9 Menteri, Kepala Badan POM, Gubernur, serta Bupati 

dan Walikota untuk meningkatkan efektivitas serta penguatan pengawasan Obat dan 

Makanan.  

Salah satu implementasi atas amanah Undang-Undang dan peraturan-peraturan 

diatas adalah melalui alokasi DAK atau Dana Alokasi Khusus dengan tujuan untuk 

mendanai program khusus/kegiatan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. Program yang dimaksud adalah program yang menjadi 

prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 

bersangkutan. Pada tahun 2025, alokasi  

anggaran DAK Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai tahun ke-5 dengan 

9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan anggaran DAK Non 

Fisik.  

 

Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi  

Penguatan dalam perencanaan strategis dan strategi pencapaiannya 

merupakan salah satu komponen yang dibangun dalam peningkatan maturitas SPIP. 

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu Penilaian atas Penetapan Tujuan, 

Penilaian Struktur dan Proses, dan Penilaian atas Pencapaian Tujuan serta Manajemen 

Risiko. Tujuan penyelenggaraan SPIP dalam sebuah organisasi adalah pelaksanaan 
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kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Keadilan dan Kesetaraan.  

    Hal yang sering disalah artikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa 

gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan 

perempuan. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender 

berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada 

pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau 

dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat 

seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat 

emosional, ragu-ragu, pasif, lemah. Isu gender merupakan permasalahan yang 

diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi 

adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan 

adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas 

sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi 

yang tidak adil gender. Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah 

banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup.  

Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas dan sensitifas gender 

sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender BBPOM di 

Manado dan penajaman implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif 

Gender, sebagai langkah awal untuk memastikan ketersediaan data terpilah yang 

mutakhir sebagai bagian dari data dukung perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaan kegiatan yang responsif gender.dalam upaya tersedianya data terpilah 

pada kegiatan di lingkungan BBPOM di Manado. Data terpilah jenis kelamin dan gender 

adalah data SDM yang berpartisipasi di lingkungan BPOM, yang terdiri dari pelaku 

pembangunan dan penerima manfaat pembangunan yang dipilah menurut variabel jenis 

kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sedangkan variabel gender seperti 

umur, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, jabatan, dan kondisi spesifik terkait 

hamil, menyusui, berkebutuhan khusus, pemulihan pasca sakit keras, dan lainnya 

sesuai karakteristik keberagaman peserta pertemuan. Penyediaan data terpilah jenis 

kelamin dan gender melalui kegiatan pertemuan seperti rapat, sosialisasi, penyebaran 

informasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), bimbingan teknis, dan pelatihan yang 

dihadiri internal maupun eksternal BBPOM di Manado baik secara luring maupun daring.  
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Program Makan Bergizi  Gratis (MBG)  

Program MBG merupakan salah satu program prioritas yang diusung Presiden RI 

Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 

melalui misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) (Asta Cita ke-4). 

Program ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi 

permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 

lima tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan 

kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi. 

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, 

penyelenggaraan upaya pemenuhan gizi nasional utamanya dikawal oleh Badan Gizi 

Nasional (BGN). Dalam hal ini BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG 

melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan 

oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Diantara yang perlu dilakukan yaitu 

mengupayakan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang 

berperan dalam penyediaan pangan. BPOM dan BGN juga akan bersama-sama 

melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 

(SPPG). 

 

Efisiensi Anggaran  

Upaya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih produktif dan efektif telah 

dilaksanakan sejak awal TA 2025 oleh Pemerintah baik dalam konteks Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Oleh karenanya terjadi penyesuaian alokasi anggaran, indetifikasi 

belanja yang dapat disederhanakan serta pelaksanaan kegiatan skala prioritas yang 

memberikan dampak langsung kepada masyarakat. 

Adaptasi terhadap postur anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang telah dilakukan 

menjadi tantangan yang sangat menjadi perhatian dikarenakan perlu adanya 

penyesuaian baik lingkup yang terkait dengan eksternal maupun internal. Pada lingkup 

yang berkenaan dengan eksternal secara umum seperti perubahan mekanisme 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan di masyarakat maupun Pelaku Usaha. 

Lingkup Internal berkenaan dengan pengelolaan operasional dalam program dukungan 

manajemen sehingga roda organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tetap terus 

berjalan dengan seoptimal mungkin. 



  

  

23 
 



  

  

25 
 

BAB II PERENCANAAN KINERJA  
 

 
2.1.  RENCANA STRATEGIS  

2.1.1 Visi  

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat 

dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-

2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas 

dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah 

melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM 

berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: 

Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, 

maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah: 

 

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju 

menuju Indonesia Emas 2045�  ́

 

 Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam 

regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat 

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara 

produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. 

 

2.1.2    Misi  

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang 

akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun 

dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden 

terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar 

berikut: 



  

  

26 
 

 

Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita) 

 

2.1.3 Tujuan  

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang 

akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun 

dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden 

terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar 

2.1. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu ñMemperkuat pembangunan 

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi 

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitasò, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita 

Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. 

 

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM 

tahun 2025-2029 adala sebagai berikut: 

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun 

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 
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3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

   

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BBPOM di Manado 

telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 ï 2029. Tujuan-

tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang 

ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BBPOM di Manado sebagai Unit Pelaksana 

Teknis BPOM. Berikut adalah tujuan BBPOM di Manado untuk periode 2025 - 2029, 

mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan 

usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: 

Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Manado dalam memastikan bahwa 

semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar 

keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam 

perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk 

yang aman dan berkualitas. 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Manado bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai 

pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen 

menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang 

informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan 

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan 

Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Manado 

berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan 

usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan 

mewujudkan kemandirian bangsa. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Manado dalam 



  

  

28 
 

melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui 

pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat 

membahayakan kesehatan publik. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta 

Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, Balai Besar POM di Manado 

berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, 

dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan 

berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini 

diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Manado dalam 

memberikan layanan publik yang prima 

 

 Secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Manado tahun 2025-2029 ini 

mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan 

makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan 

masyarakat. 

Diharapkan BBPOM di Manado mampu mencapai sasaran strategis secara efektif 

dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan 

manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas 

hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratis dan terpercaya karena komoditas/produk yang diawasi BBPOM di 

Manado tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk 

toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, 

dan mutu.  

Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan 

informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan 

kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan 

kerja di daerah, Balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis 

pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan 

dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya 

Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap yang dilanjutkan pada tahun 2025. 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, 

maka Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu  

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Aman dan Bermutu 
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3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan 

Keberpihakan pada UMKM. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta 

Layanan Publik yang Prima 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Manado, maka BBPOM di 

Manado menggunakan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (Dua puluh Lima) 

indikator yang dilengkapi dengan target kinerja  

 
2.2  RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  

 Rencana Kinerja Tahunan yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja 

yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan 

dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-

langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan 

rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan  

 Sejalan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) 2025- 

2029 serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan BPOM, maka Unit Organisasi Eselon I, Eselon II, Satuan Kerja dan UPT 

perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dengan 

memperhatikan ketentuan untuk penetapan  Sasaran, indikator, dan Target Unit 

Pelaksana Teknis mengacu exercise Rancangan Awal Renstra 2025-2029 hal ini sesuai 

dengan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.06.02.2.09.24.724 tanggal 13 

September 2024 hal Permintaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 

 

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Tahun 2025 

No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja 
Target 

(%) 

1 

Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan produk 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

1 Persentase Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar 

100 

2 Persentase sarana pelayanan 
kesehatan yang telah melaporkan 
KTD/ESO ke BPOM 

26 

3 Persentase pangan olahan dalam 
kemasan yang diperiksa dan diuji 

100 
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No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja 
Target 

(%) 

sesuai standar 

4 Persentase sampel KLB keracunan 
pangan yang diuji sesuai standar 

100 

5 Persentase PIRT yang diperiksa dan 
diuji sesuai standar 

100 

2 

Meningkatnya 
tindaklanjut  
rekomendasi hasil 
pengawasan oleh 
lintas sektor 

6 Persentase rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang disampaikan 
ke stakeholder tepat waktu  

100 

3 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan sarana 
produksi dan 
distribusi Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan 

7 Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

100 

8 Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

9 Persentase sarana distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

10 Persentase sarana distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

11 Persentase iklan sediaan Farmasi  
dan Pangan Olahan yang diawasi  
sesuai ketentuan 

100 

4 

Meningkatnya  
Efektifitas 
Pengawasan  
Sarana Produksi  
Pangan Fortifikasi 

12 Persentase sarana produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 100 

5 

Menguatnya Lab 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 
BBPOM di Manado sesuai Standar 
Kemampuan Laboratorium 

68,7 

6 

Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah 
kerja BBPOM di Manado 

98,50 

15 Jumlah sekolah pangan jajanan anak 
usia sekolah (PJAS) aman 

11 

16 Jumlah desa pangan aman 4 

17 Jumlah pasar pangan aman berbasis 
komunitas 

1 

7 

Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

18 Persentase UMKM yang didampingi 
dan memperoleh rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, Kos yang baik 
dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 

81 
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No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja 
Target 

(%) 

8 

Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang efektif 
di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

19 Persentase Keberhasilan Penyidikan 
Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di BBPOM di Manado 

96,2 

9 

Terlaksananya 
kegiatan 
pemantauan siber 
dan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang efektif 

20 Jumlah Laporan Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diselesaikan oleh BBPOM di 
Manado 

14 

10 
Layanan Publik 
BBPOM di Manado 
yang Prima 

21 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di 
Manado 4,7 

11 

Terwujudnya 
Tatakelola 
Pemerintah Unit 
Organisasi yang 
Optimal 

22 Nilai Pembangunan ZI BBPOM di 
Manado 

95,1 

23 Nilai AKIP BBPOM di Manado 85,26 

24 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Manado 

91 

25 Indeks Manajemen Risiko BBPOM  
di Manado 

3,4 

 

  

2.3  PERJANJIAN KINERJA (PK)  

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, 

dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang 

menerima amanah/tanggung jawab/kinerja Kepala BBPOM di Manado dengan pihak 

yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja Kepala BPOM RI. 

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) salah satu yang wajib dilakukan 

adalah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi PK (RAPK) 

setelah terbitnya DIPA. Pada tahun pertama Periode Renstra penetapan target kinerja 

mengacu pada Rancangan Renstra sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.  

Perjanjian Kinerja  memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada 

tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 

ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Manado.  
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Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja 2024  

No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya efektivitas 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

1 Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

86,25 

2 Persentase fasilitas pelayanan 
kesehatan yang telah 
melaporkan KTD/ESO 

26 

3 Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85 

4 Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar oleh BBPOM di 
Manado 
 

100 

5 Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85 

6 Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh stakeholder 

98 

7 Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 
 

94 

8 Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90 

9 Persentase fasilitas distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

89,25 

10 Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

80 

11 Persentase iklan sediaan 
farmasi dan pangan olahan 
yang diawasi sesuai ketentuan 

82,44 

2 

Meningkatnya Efektifitas 
Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan 
Fortifikasi 

12 Persentase cakupan sarana 
produksi pangan fortifikasi 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

80 
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No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja Target 

3 

Menguatnya Lab 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

13 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan BBPOM di 
Manado sesuai Standar 
Kemampuan Laboratorium 

68,7 

4 
Meningkatnya efektivitas 
KIE di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

14 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

89,24 

15 Jumlah sekolah yang 
melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan 

11 

16 Jumlah desa pangan aman 4 

17 Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 

1 

5 

Meningkatnya 
pendampingan UMKM 
dalam pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

18 Persentase UMKM yang 
didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP CPPOB 
pangan olahan 

91 

6 

Terlaksananya 
Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

19 Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
di BBPOM di Manado 

93 

7 

Terlaksananya kegiatan 
deteksi kejahatan di 
bidang Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
efektif diwilayah kerja 
BBPOM di Manado 

20 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai standar 

90 

8 
Layanan Publik BBPOM di 
Manado yang Prima 

21 Indeks Pelayanan Publik 
BBPOM di Manado 

4,7 

9 
Terwujudnya Tatakelola 
Pemerintah Unit 
Organisasi yang Optimal 

22 Nilai Pembangunan ZI BBPOM 
di Manado 94,4 

23 Nilai AKIP BBPOM di Manado 
82,2 

24 Nilai Kinerja Anggaran 
BBPOM di Manado 5 

25 Indeks Manajemen Risiko 
BBPOM di Manado 3,04 

 

 Postur APBN BBPOM di Manado Tahun 2025 sebesar Rp. 36.476.620.000,00 

yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Manado Nomor : SP 

DIPA- 063.01.2.432901/2025 tanggal 02 Desember 2024. Menindaklanjuti arahan 
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Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 

November 2024 dalam rangka efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 

2025 telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh 

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. 

 Untuk mengawal arahan Presiden serta dalam rangka mendukung efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, langkah 

strategis yang dilakukan BBPOM di Manado dalam menghadapi dinamika kebijakan 

pemerintah disepanjang triwulan 1 Tahun 2025 adalah dengan menindaklanjuti surat 

dari Sekretaris Utama Badan POM RI Nomor : B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 

Februari 2025  hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri 

Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, selanjutnya BBPOM di 

Manado melakukan revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang 

bersumber dari RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025 

sesuai Surat Sestama Nomor : B-PR.05.03.2.03.25.145  tanggal 10 Maret 2025 hal 

Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Berdasarkan surat tersebut pagu 

BBPOM di Manado pagu anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan pencapaian target kinerja di Triwulan 1 Tahun 2025 menjadi sebesar  Rp. 

35.802.820.000,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.769.291.000,00 dan 

Belanja barang sebesar Rp. 19.344.041.000,00 serta Belanja modal sebesar Rp. 

9.689.488.000,00 

 

Sesuai Pagu Anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya 9 sasaran 

kegiatan BBPOM di Manado Tahun 2025 dengan alokasi sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Pagu Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2025  

SASARAN KEGIATAN PAGU 

1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM 
di Manado 

2.122.608.000 

2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 5.639.000 

3 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado 13.240.764.000 

4 Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM 
di Manado 5.089.495.000 
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SASARAN KEGIATAN PAGU 

5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam 
pemenuhan standar keamanan dan mutu 

52.133.000 

6 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

702.216.000 

7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di 
wilayah kerja BBPOM di Manado 

246.473.000 

8 Layanan Publik BBPOM di Manado yang Prima 
103.739.000 

9 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi 
yang Optimal 14.913.553.000 

 

2.4  RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)  

  Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian 

kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir 

tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. 

Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja 

secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap triwulan yang digunakan untuk 

penilaian kinerja secara berkala.  

Secara rinci, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  BBPOM di Manado digambarkan dalam 

tabel 2.4  

Tabel 2. 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

No Indikator 

Target Bulanan (kumulatif) 

B01 BO2 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

1 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

86,25  86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 

2 

Persentase fasilitas 
pelayanan 
kesehatan yang 
telah melaporkan 
KTD/ESO 

           26 
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No Indikator 

Target Bulanan (kumulatif) 

B01 BO2 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

3 

Persentase sampel 
Pangan Olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

4 

Persentase sampel 
KLB keracunan 
pangan yang diuji 
sesuai standar 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

5 

Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

6 

Persentase 
keputusan/rekomen
dasi hasil 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang ditindaklanjuti 
oleh stakeholder 

10 20 33 40 47 53 63 72 78 84 90 98 

7 

Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

8 

Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

9 

Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 

10 

Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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No Indikator 

Target Bulanan (kumulatif) 

B01 BO2 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

11 

Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 82,44 

12 

Persentase 
cakupan sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

13 

Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan 
BBPOM di Manado 
sesuai Standar 
Kemampuan 
Laboratorium 

  67,5 67,5 67,5 68 68 68 68,5 68,5 68,5 68,7 

14 

Tingkat efektivitas 
KIE Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

  89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 

15 

Jumlah sekolah 
yang melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

1 2 15 35 60 72 84 90 90 95 100 11 

16 
Jumlah desa 
pangan aman 

1 2 5 30 50 70 72 74 83 95 100 4 

17 
Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis komunitas 

1 2 5 25 50 60 73 86 90 95 100 1 

18 

Persentase UMKM 
yang didampingi 
dan memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, 
Kos yang baik 

1,67 6,67 15,83 29,17 42,5 48,33 55 61,67 70,83 89,83 87,5 91 
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No Indikator 

Target Bulanan (kumulatif) 

B01 BO2 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 

dan/atau IP CPPOB 
pangan olahan 

19 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
BBPOM di Manado 

28,75 38,75 46,25 53,75 63,75 71,25 75 77,75 78,75 87,75 88,75 93 

20 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang diselesaikan 
sesuai standar 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 

21 
Indeks Pelayanan 
Publik BBPOM di 
Manado 

           4,7 

22 
Nilai Pembangunan 
ZI BBPOM di 
Manado 

           94,4 

23 
Nilai AKIP BBPOM 
di Manado 

           82,2 

24 
Nilai Kinerja 
Anggaran BBPOM 
di Manado 

           5 

25 
Indeks Manajemen 
Risiko BBPOM di 
Manado 

           3,04 

 

2.5  PENGUKURAN KINERJA  

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya 

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan 

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan 

menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah 

ditetapkan dan disahkan. 
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Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) 

dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level 

satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM 

tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, 

yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Untuk melihat kemajuan capaian 

kinerja dan anggaran BBPOM di Manado secara periodik seluruh. 

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap 

indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja 

untuk masing ï masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan 

target yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

.Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output 

dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang 

akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja 

termasuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan disahkan. 

 

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan 

tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level  organisasi dan level satker/unit 

kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, 

yang dituangkan dalam Manual  Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengukuran  kinerja yaitu: 

1. Syarat Pengukuran Kinerja: 

a. Terdapat Perjanjian Kinerja; 

b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja; 

c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja; 

d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja; 

e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan 

pada Surat Keputusan/SOP Mikro; 



  

  

40 
 

f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas; 

g. Sumber data yang valid dan mudah telusur. 

h. Dukungan sistem informasi 

2. Capaian Indikator Kinerja 

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target 

setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. 

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: 

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja 

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja 

unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja 

sebagaimana ketentuan berikut: 

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi 

menjadi 110%; dan 

2) Jika capaian kinerja setiap indikator Ò110% maka tidak dilakukan 

normalisasi. 

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

c. Capaian Perbandingan realisasi kinerja triwulanan dengan target tahunan 

dalam kategori sebagai berikut: 
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3. Mekanisme Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja 

dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di 

Manado yang disahkan oleh SK Kepala BPOM 

b) Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base 

online  pada link https://sites.google.com/view/bbpommanado-report  

c) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) 

dengan tertib. 

d) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja. 

e) Menginput capaian kinerja, analisis pencapaian target kinerja serta simpulan 

kondisi sebelum dan sebelum rencana aksi  pada Aplikasi DIKI MO LAPOR  yang 

dapat di akses pada link https://dikimolapor.bpommanado.id/. Dimana aplikasi ini 

merupakan inovasi mandiri yang dibangun oleh BBPOM di Manado secara rutin 

setiap bulan yang telah diverifikasi oleh Ketua Tim dan  penanggungjawab data 

Balai. 

f) Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput 

data setiap bulan pada aplikasi SAKTI yang akan terintegrasi pada aplikasi 

SMART DJA, monev Bappenas 

g) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui 

tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new . Data realisasi indikator 

kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi 

internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga 

tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja. 

h) Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin 

untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan 

kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir 

tahun. 

i) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa 

data yang diinput: 

1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan 

manual indikator kinerja; 

2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan 
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3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan. 

j) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan 

kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan 

manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS. 

 

2.5.1 Nilai Kerja Organisasi  

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi  

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari: 

a) NKO Periodik 

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. 

NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik 

tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang 

memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang 

digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja 

periodik pegawai.  

b) NKO tahunan 

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun 

anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola 

distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 

2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 

komponen yaitu: 

(1) Capaian Perjanjian Kinerja 

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja 

unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja. 

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di Manado 

merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan diterbitkan oleh  inspektorat 

yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah dengan 

faktor koreksi dari capaian kinerja yang dinormalisasi sebagai berikut : 
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> 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Predikat NKO  

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) 

Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel 

berikut. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dalam implemetasi atas pengukuran kinerja di BBPOM di Manado, masing-masing 

fungsi/bagian menyampaikan perkembangan rencana aksinya setiap bulan. Tujuan 

monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya capaian kinerja. 

3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ 

sasaran. 

4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran. 

5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan. 

6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja. 

7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.   
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

 

Dalam memantau Nilai Kinerja Organisasi (NKO), BBPOM di Manado melakukan 

pengukuran kinerja secara periodik diukur dari pencapaian indikator kinerja seluruh 

sasaran kegiatan berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi pada 

Perjanjian Kinerja (PK). NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian 

kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja 

yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Sedangkan NKO Tahunan 

merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 

Tahun 2024 tentang Peniliaian Kinerja Organisasi, NKO Tahunan terdiri dari 2 

komponen yaitu Capaian Perjanjian Kinerja yang dilakukan normalisasi 110% jika 

capaian kinerja > 110% dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP), untuk komponen hasil evaluasi AKIP ini menjadi faktor koreksi dari hasil 

normalisasi capaian PK. NKO periodik dan tahunan digunakan untuk menetapkan 

sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai 

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi 

SIMETRIS yang terintegrasi antara e-Planning dan e-Performance melalui 

https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/  dan melalui Aplikasi DIKI Mo Lapor 

https://dikimolapor.bpommanado.id/ yang dibangun secara mandiri oleh BBPOM di 

Manado. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual indikator kinerja yang telah 

disusun dan disepakati , serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pencapaian kinerja.  

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang 

Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bahwa Terdapat 3 (tiga) 

indikator kinerja UPT dengan manual indikator kinerja dan kertas kerja perhitungan 

capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas 

akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase Sarana Distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase sarana 

produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga 

ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan 1 
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Tahun 2025 dan selanjutnya dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO) pada aplikasi SIMETRIS e-Performance 

BBPOM di Manado pada Triwulan 1 Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja 

Organisas) sebesar 101,59% dengan kriteria ñIstimewaò dengan notifikasi         Nilai 

Kinerja Organisasi (NKO) periodik digunakan untuk menetapkan sebaran (pola 

distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.  

 

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Kinerja Organisasi Periodik  
Triwulan 1 Tahun 2025  

No Sasaran Kegiatan No Indikator 
Target 
2025 

Target 
Triwulan 

1 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

Normalisasi 
Capaian 
Kinerja 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Manado 

1 Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

86.25 86.25 97.92 113.53 110 

2 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan yang 
telah melaporkan KTD/ESO 

26 - - - - 

3 Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85 85 100.00 117.65 110 

4 Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar 

100 100 - - Exclude  

5 Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85 85 95.05 111.82 110 

6 Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

98 33 50.00 151.52 110 

7 Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

94 94 100.00 106.38 106.38 
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No Sasaran Kegiatan No Indikator 
Target 
2025 

Target 
Triwulan 

1 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

Normalisasi 
Capaian 
Kinerja 

8 Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

90 90 - - Exclude  

9 Persentase fasilitas distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

89.25 89.25 - - Exclude  

10 Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 
  

80 80 82.50 103.13 103.13 

11 Persentase iklan sediaan 
farmasi dan pangan olahan 
yang diawasi sesuai 
ketentuan 
  

82.44 82.44 98.72 119.75 110 

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan 
Fortifikasi  

12 Persentase cakupan sarana 
produksi pangan fortifikasi 
yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan  

80 80 80.00 100.00 100.00 

3 Menguatnya Lab 
Pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Manado 
  

13 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan BBPOM 
di Manado sesuai Standar 
Kemampuan Laboratorium 

68.7 67.5 76.70 113.63 110 

4 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
wilayah kerja BBPOM 
di Manado 

14 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja 
BBPOM di Manado  

89.24 89.24 95.95 107.52 107.52 

15 Jumlah sekolah yang 
melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan  

11 15 15.00 100.00 100.00 

16 Jumlah desa pangan aman 4 5 5.00 100.00 100.00 

17 Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 

1 5 5.00 100.00 100.00 
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No Sasaran Kegiatan No Indikator 
Target 
2025 

Target 
Triwulan 

1 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

Normalisasi 
Capaian 
Kinerja 

5 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

18 Persentase UMKM yang 
didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP CPPOB 
pangan olahan  

91 15.83 17.08 107.90 107.90 

6 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
Olahan yang efektif di 
wilayah kerja BBPOM 
di Manado 
  

19 Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di BBPOM di Manado 

93 46.25 26.43 57.15 57.15 

7 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 
BBPOM di Manado 
  

20 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai standar 

90 50 41.67 83.34 83.34 

8 Layanan Publik 
BBPOM di Manado 
yang Prima 
  

21 Indeks Pelayanan Publik 
BBPOM di Manado 

4.7 - - - - 

9 Terwujudnya 
Tatakelola 
Pemerintah Unit 
Organisasi yang 
Optimal 

22 Nilai Pembangunan ZI 
BBPOM di Manado 

94.4 - - - - 

23 Nilai AKIP BBPOM di 
Manado 

82.2 - - - - 

24 Nilai Kinerja Anggaran 
BBPOM di Manado 

5 - - - - 

25 Indeks Manajemen Risiko 
BBPOM di Manado 

3.04 - - - - 

Total Capaian PK 1625.41 

Nilai Kinerja Organisasi 101.59 

Predikat NKO Istimewa 
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Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado
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A.   PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3.2 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko  
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

 

Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja 
BBPOM di Manado 

Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

86,25 97,92 113,53 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan menggambarkan kondisi obat yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi 

Utara. Definisi dari sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, 

suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling menggunakan metode targeted 

atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko 

sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada 

sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan 

sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat 

tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. 

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi 

Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam 

pedoman atau SOP terkait. Sampel Sediaan Farmasi mencakup sampel yang 

disampling oleh BBPOM di Manado di tahun berjalan. Sampel Sediaan Farmasi yang 

dimaksud adalah Sediaan Farmasi yang disampling oleh BBPOM di Manado sesuai 

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 

2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, 

walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya 

sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Kriteria Sediaan Farmasi 

Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:      

Pada  Tahun  2025  BBPOM  di  Manado  telah  meningkatkan  efektivitas  pengawasaan 

�6�H�G�L�D�D�Q���)�D�U�P�D�V�L���G�D�Q���3�D�Q�J�D�Q���2�O�D�K�D�Q���G�L���Z�L�O�D�\�D�K���N�H�U�M�D���%�%�3�2�0���G�L���0�D�Q�D�G�R�´ �G�H�Q�J�D�Q���1�.�2

(Nilai  Kinerja  Organisasi) sebesar  108,50%  yang  diukur  berdasarkan  pencapaian  

rata-rata capaian 11 indikator kinerja sebagai berikut :

IKSK.1.1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai
  ketentuan
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1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor 

izin edar yang sudah habis masa berlaku)      

2) Produk kedaluwarsa     

3) Produk rusak      

4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan      

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian 

 

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = 

(A + B + C + D) / 4 

Keterangan: 

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

 

Berdasarkan tabel diatas realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 yaitu sebesar 97,92% dari target yang 

ditetapkan 86,25%, sedangkan capaian diperoleh sebesar 113,53% dengan kriteria 

ñTidak Dapat Disimpulkanò. Pada Renstra baru ini, batasan maksimal capaian sangat 

baik adalah 110%, apabila realisasi lebih dari 110% maka capaian indikator menjadi 

tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya dimana 

batasan maksimal capaian indikator sangat baik adalah 120%. 

Selain itu, indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-

2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi 

baseline target awal Renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun 

pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan. 

Perhitungan indikator ini tidak lagi memperhitungkan hasil pengawasan penandaan 

maupun hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun lebih menekankan 

kepada kesesuaian sampling, pengawasan penandaan dan pengujian dengan pedoman 

yang berlaku, baik Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium 

ataupun pedoman atau SOP lainnya yang terkait. 
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B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3.3 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

86,25 97,92 113,53 - - - - - - - - - 

Tidak Dapat Disimpulkan    

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  

 

Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan merupakan salah satu indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra 

2025-2029, Pada periode renstra s2020-2024 terdapat beberapa indikator terkait dengan 

pengawasan post market baik sampling, pengawasan penandaan maupun pengujian 

sediaan farmasi yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat,  Persentase Obat yang 

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar. Akan tetapi perhitungan indikator pada renstra baru ini 

berbeda dengan cara perhitungan indikator tersebut, sehingga capaian pada tahun 2025 

ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Pada perhitungan indikator sebelumnya itu hasil pengawasan penandaan yang 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS) akan mempengaruhi capaian indikator UPT. Pada renstra yang baru ini, 

efektifivitas pengawasan yang dilakukan oleh UPT dalam melakukan pengawasan 

terhadap sediaan farmasi lebih mengutamakan pada ketepatan tahapan pelaksaanaan 

sampling mulai dari perencanaan hingga pengawasan penandaan serta tahapan 

pelaksanaan pengujian yang sesuai dengan parameter uji dan timeline yang ditetapkan. 

Selain itu, kesesuaian pelaporan hasil pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan akan 

memberikan pengaruh kepada capaian indikator ini. 
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C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

 
Tabel 3. 4 Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  
 

Indikator Kinerja 
Sasaran Kegiatan 

Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

86,25 97,92 113,53 

Tercapai/Melampaui 
 
 
 

 

Pada Triwulan 1 Tahun 2025, realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 97,92% dan realisasi ini 

dapat melampaui target akhir Tahun 2025 yaitu sebesar 86,25% sehingga diperoleh 

capaian sebesar 113,53% dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Pada tahun 2025, 

terdapat penurunan batasan kriteria capaian sangat baik dari 120% menjadi 110%. 

Capaian BBPOM di Manado pada triwulan 1 ini telah melebihi 110% sehingga masuk 

dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini dikarenakan pada triwulan 1 ini proses 

penyamplingan dan pengujian masih optimal dan belum mengalami kendala dalam 

pelaksanaan, sehingga realisasi kinerja dari BBPOM di Manado untuk indikator 

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini 

melampaui jauh melebihi target yang ditetapkan. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini, capaian dari indikator Persentase sampel 

Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini telah optimal, 

walaupun realisasi jauh melampaui dari target yang ditetapkan. Pada periode Renstra 

yang baru ini, telah ditetapkan breakdown target dari tahun 2025-2029. Penetapan target 

ini juga telah disepakati oleh unit pengampu indikator. Namun, karena indikator ini 

merupakan indikator yang baru maka penetapan target Renstra ini tidak dilakukan 

berdasarkan baseline data pada periode Renstra sebelumnya. Selain tu, definisi 

operasional manual IKU dan tools perhitungan indikator juga mengalami beberapa 

perubahan pada akhir Triwulan 1 Tahun 2025 sehingga ketika dilakukan perhitungan 

realisasi pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini realisasi melebihi target dengan gap yang cukup 

besar (>110%).  

 



  

  

53 
  

Dengan adanya isu efisiensi pada bulan februari, jumlah sampel pada Triwulan 1 

Tahun 2025 belum menggambarkan kondisi yang normal/yang sesungguhnya karena 

BBPOM di Manado telah mengajukan penurunan target sesudah efisiensi sehingga 

realisasi sampel pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini lebih sedikit daripada renlak sebelum 

efisiensi. Tentunya ini berdampak pada capaian indikator yang melebihi dari target yang 

ditetapkan. 

Adapun faktor penyebab utama yang menjadi tonggak keberhasilan dari capaian 

kinerja untuk Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan adalah perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan 

farmasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pedoman-pedoman yang berlaku. 

BBPOM di Manado telah melakukan penetapan rencana sampling untuk produk sediaan 

farmasi untuk tahun 2025 dari bulan Januari hingga Desember. Selain itu, BBPOM di 

Manado juga konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

sampling dan realisasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian 

rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan. Selain itu, dilakukan juga 

monitoring terhadap timeline pengujian dan pemantauan terhadap pemenuhan terhadap 

Parameter Uji Kritis (PUK) pengujian pada setiap bulan serta melakukan koordinasi di 

Region Manado terhadap perencanaan dan pelaporan hasil sampling dan pengujian baik 

melalui SIPT, whatsapp group maupun melalui link bit.ly yang telah disediakan.  

Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025, BBPOM di Manado telah melakukan 

sampling terhadap produk sediaan farmasi sebanyak 113 sampel dengan rincian 38 

sampel obat, 28 sampel obat bahan alam, 1 sampel obat kuasi, 5 sampel suplemen 

kesehatan dan 41 sampel kosmetik. Pelaksanaan sampling ini telah sesuai dengan 

jumlah dan bahkan melebihi dari target jumlah sampel yang ditetapkan sampai dengan 

triwulan 1 yaitu sebanyak 112 sampel. Dari 113 sampel sediaan farmasi yang disampling, 

108 sampel telah disampling dan diperiksa sesuai dengan ketentuan dan 5 sampel 

komoditi kosmetik belum sesuai dengan ketentuan yaitu kategori sampling yang telah 

ditetapkan. Dari hasil pengawasan penandaan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 

terdapat 5 sampel komoditi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga 

pada laporan akhr dilaporkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun pengawasan 

penandaan label kemasan ini dilakukan dengan melakukan penilaian pada label 

kemasan sampel. Pada proses perizinan produk sebelum diedarkan, untuk produk Obat, 

Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan terdapat persetujuan label 

kemasan oleh Badan POM. Label yang disetujui adalah label yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain harus lengkap memuat informasi 
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seperti nama dan merk produk, komposisi produk, nama dan alamat produsen atau 

pendaftar, kode produksi dan tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, serta memuat 

klaim-klaim yang jujur, obyektif, tidak menyesatkan, dan lain-lain. Label kemasan yang 

telah disetujui untuk produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen 

Kesehatan dapat diakses oleh petugas pengawas Badan POM di seluruh Indonesia. 

Label kemasan yang telah disetujui tersebut menjadi acuan penilaian petugas terhadap 

pengawasan penandaan label kemasan sampel.  

Selain pengawasan penandaan label kemasan untuk sampel komoditi seperti 

tersebut di atas, juga dilakukan pengawasan penandaan label kemasan untuk komoditi 

kosmetik. Terdapat perbedaan pada teknis pengawasan label kemasan untuk sampel 

kosmetik, karena untuk produk kosmetik tidak ada persetujuan label kemasan pada saat 

proses registrasi izin edar (Notifikasi). Penilaian label kemasan kosmetik dilakukan tanpa 

membandingkan dengan label kemasan yang disetujui, namun dilakukan penilaian 

terhadap kelengkapan label sesuai ketentuan, serta penilaian terhadap klaim-klaim yang 

dicantumkan dalam label kemasan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 

30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik dan Peraturan BPOM 

Nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetik. Seperti yang telah 

disebutkan di atas, bahwa label kemasan harus memuat klaim-klaim yang jujur, obyektif, 

dan tidak menyesatkan 

Dari 113 sampel yang  disampling, seluruhnya telah selesai dilakukan pengujian 

sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan pada pedoman sampling dan pengujian 

tahun 2025 dan hasil uji seluruh sampel telah dilaporkan kepada direktorat terkait melalui 

SIPT. Hasil pengujian yang telah dilaporkan melalui SIPT terdapat 1 sampel disimpulkan 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Penetapan Kadar Vitamin C pada komoditi suplemen 

kesehatan. Hasil pengujian ini telah dilaporkan kepada direktorat terkait dengan 

melampirkan Catatan Pengujian (CP)/Lampiran Catatan Pengujian dan formulir 

penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS). Untuk pemenuhan terhadap waktu 

pengujian dan pelaporan dari 113 sampel sediaan farmasi tersebut, seluruhnya 

memenuhi kriteria ketepatan waktu sampling, pengujian dan pelaporan untuk masing-

masing komoditi sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman sampling dan 

pengujian. Adapun waktu pengujian yang ditetapkan untuk komoditi kedeputian 2 di 

pedoman sampling untuk tahun 2025 ini mengalami percepatan yang signifikan menjadi 

15 hari kerja, dibandingkan periode sebelumnya yaitu 30 hari kerja. 

Dari segi kesesuaian jumlah laporan tindak lanjut untuk sediaan farmasi, terdapat 

39 surat dari masing-masing direktorat pengawasan terkait untuk tindak lanjut 
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pengawasan produk sediaan farmasi dengan rincian 1 surat dari Direktorat Pengawasan 

KMEI ONAPPZA, 17 surat dari Direktorat Pengawasan OTSK terkait obat bahan alam, 3 

surat dari Direktorat Pengawasan OTSK terkait suplemen kesehatan dan 18 surat dari 

Direktorat Pengawasan Kosmetik. Dari 39 surat yang dikirimkan dari masing-masing 

direktorat, 37 surat telah dilakukan tindak lanjut oleh fungsi pemeriksaan BBPOM di 

Manado dan telah dilaporkan kembali kepada direktorat terkait. Terdapat 2 surat untuk 

komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan yang belum dilakukan tindak lanjut. 

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa pada Triwulan 1 Tahun 2025 

BBPOM di Manado telah mengoptimalkan efektivitas kinerja pengawasan terhadap 

produk sediaan farmasi baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan 

dengan memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan. Walaupun 

dengan adanya isu efisiensi dan relaksasi yang menyebabkan beberapa kali pergantian 

rencana pelaksanaan sampling dan pengujian, namun BBPOM di Manado dengan cepat 

menanggapi dan melakukan perubahan ataupun penyesuaian pada pelaksanaan 

sampling dan pengujian. Bahkan untuk lingkup Regional Manado juga telah dilakukan 

koordinasi untuk pembahasan dan penetapan langkah-langkah antisipatif dan melakukan 

perubahan renlak sampling dan pengujian di Regional Manado bersama UPT yang 

menjadi anggota. Hal ini tentu dapat memberikan dampak yang signifikan dalam 

mengoptimalkan pencapaian target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.  

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Di tahun 2025 ini, realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Manado sebesar 97,92 % jauh melampaui 

dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 86,25 %. Capaian ini juga 

ditentukan dari strategi sampling dan pengujian sesuai dengan perencanaan serta sesuai 

dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025. Konsistensi dalam penerapan 

sampling sesuai pedoman dan pengujian sesuai dengan standar ISO 17025;2017, juga 

turut mendukung tercapainya target indikator ini. Lebih dari pada itu, ketepatan waktu 

sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan juga menjadi kunci penting dalam 

mengoptimalkan realisasi indikator kinerja.  

Perubahan timeline waktu pengujian pada tahun 2025 ini berdasarkan Pedoman 

Sampling dan Pengujian Tahun 2025, terdapat percepatan yang cukup signifikan untuk 

batas waktu penyelesaian pengujian sampel sediaan farmasi pada kedeputian 2 sebesar 
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15 Hari Kerja (HK) dari sebelumnya adalah 30 Hari Kerja (HK), terhitung dari tanggal 

Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Laporan Hasil Uji (LHU). Selain itu, berdasarkan 

Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, telah diatur timeline waktu pengujian untuk 

seluruh kedeputian adalah sebanyak 15-20 HK, terhitung dari tanggal SPK hingga 

tanggal verifikasi laporan oleh kepala unit ke pusat. Perubahan yang cukup signifikan ini 

membutuhkan strategi tepat untuk dapat menunjang persentase pemenuhan timeline 

waktu pengujian. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, BBPOM di Manado telah mulai 

mengembangkan proses pembuatan Lampiran Catatan Pengujian secara online guna 

meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam proses pembuatan laporan hasil 

pengujian. Inovasi yang dikawal ini adalah PROKSIMAT (Pelaporan dan Monitoring Hasil 

Uji Secara Cermat). Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan 

akuntabilitas dalam proses pengujian sampel. 

Selain itu, komitmen dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta 

menindaklanjuti rekomendasi triwulan sebelumnya yang merupakan hasil monitoring dan 

evaluasi triwulan sebelumnya turut andil dalam kunci pencapaian target indikator kinerja. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan 1 Tahun 2025 dalam rangka 

menunjang pencapaian target diantaranya : 

1. Adanya penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara 

konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Manado, 

2. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Manado baik 

pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) 

oleh penyelia ataupun penguji senior, 

3. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, 

baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, 

dan lain-lain), 

4. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan 

persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium, 

5. Pelaksanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium BBPOM 

di Manado, 

6. Monitoring terhadap timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan 

serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya, 

7. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, serta 

tersedianya sampel obat sesuai dengan kriteria pedoman sampling tahun 2025, 

8. Pelaksanakan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada 

awal tahun 2025, 
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9. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan 

dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait. 

10. Pelaksanaan uji banding antar laboratorium maupun uji profisiensi untuk komoditi 

Obat, Obat Tradisional ï Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Mikrobiologi sebagai 

bentuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian di laboratorium, 

11. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region 

Manado baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian 

Region Manado maupun melalui SIPT, 

12. Pelaksanaan penginputan hasil uji melalui SIPT, 

13. Pelaksanaan perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian, 

14. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan 

memperlancar proses pengujian, 

15. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin 

validitas hasil pengujian, 

16. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi implementasi sistem regionalisasi di 

Regional Manado dan pembahasan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian 

di Regional Manado sebelum dan sesudah efisiensi. 

 

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat 

mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, 

kendala tersebut antara lain  :   

1. Adanya blokir anggaran di awal tahun 2025 untuk anggaran belanja modal, belanja 

operasiona dan non operasional lainnya yang menghambat dan mengakibatkan 

belum optimalnya pengadaan untuk kebutuhan sampling dan pengujian sampel 

sediaan farmasi, 

2. Pengadaan yang baru efektif di akhir maret 2025 ini memiliki dampak pada beberapa 

reagensia, media maupun suku cadang yang membutuhkan waktu yang cukup 

panjang dalam proses indent sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya 

pemenuhan sarana dan prasarana pengujian sampel sediaan farmasi. 
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F.   EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai 
ketentuan 

112.726.377 112.726.377 100,00 113,53 0,14 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

dapat disimpulkan efisien. Hal ini dikarenakan proporsi realisasi anggaran sebanding 

dengan capaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 Tahun 2025. Realisasi anggaran pada 

Triwulan 1 Tahun 2025 untuk indikator ini sesuai dengan breakdown Rencana Penarikan 

Dana (RPD) yang ditargetkan pada periode ini yaitu 100,00% dengan capaian indikator 

sebesar 113,53%. Pada Triwulan 1 Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pengadaan 

baik pengadaan sampel sediaan farmasi maupun pengadaan reagensia dan media 

untuk pengujian laboratorium yang dapat menunjang pencapaian indikator. 

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria 

efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta 

pengujian sampel Obat dan Makanan, pengadaan sampel Obat dan Makanan serta 

pengadaan reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, suku 

cadang dan kebutuhan pengujian lainnya untuk menunjang kelancaran proses 

pengujian. Selain itu, proses revisi anggaran juga dapat dilakukan untuk pemenuhan 

kebutuhan pengujian dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh laboratorium.  

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran baik pengadaan peralatan laboratorium maupun kebutuhan 

pengujian dan pengadaan sampel. Pada Desember 2024, BBPOM di Manado telah 

memulai proses pengadaan peralatan laboratorium untuk TA 2025, dan beberapa alat 
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telah berkontrak seperti KCKT UV-PDA, KCKT UV-FLR-ELSD, Meja Instrumen dan 

GCMS. Akan tetapi, dikarenakan ada blokir anggaran tidak hanya pada belanja modal 

namun juga untuk belanja operasional dan non operasional, maka kontrak belanja modal 

peralatan laboratorium tersebut harus mengalami pembatalan kontrak. 

Selain pada belanja modal, efisiensi tersebut mengharuskan untuk mengajukan 

revisi penurunan target rincian output untuk jumlah sampel sediaan farmasi yang 

disampling, diperiksa dan diuji pada tahun 2025 ini disesuaikan dengan proporsi 

anggaran. Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah sampling 

dan pengujian sampel sediaan farmasi. BBPOM di Manado langsung menindaklanjuti 

surat tersebut dan mengajukan pengusulan revisi buka blokir sesuai dengan arahan 

pada surat tersebut. Adapun pengajuan buka blokir yang diusulkan adalah sebesar 

100% untuk anggaran sesuai pada pagu awal yang dimiliki untuk RO 3165.QIA.002 yaitu 

Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa 

Sesuai Standar oleh UPT yaitu usulan relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp. 

359.847.000,- sehingga pagu DIPA menjadi Rp. 685.528.000,-. Dengan adanya proses 

relaksasi tentunya target output untuk sampel sediaan farmasi akan kembali seperti 

target semula yaitu 805 sampel.  

Untuk belanja modal juga terdapat relaksasi sesuai dengan surat edaran 

Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi 

Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Hal ini tentu akan sangat menunjang 

capaian dari indikator sampel sediaan farmasi karena adanya relaksasi untuk 

pengadaan sampel, kebutuhan operasional laboratorium dan juga anggaran belanja 

modal. Pada bulan maret, BBPOM di Manado juga telah kembali melakukan pengadaan 

dan berkontrak kembali untuk alat-alat laboratorium yang telah mengalami pembatalan 

kontrak sebelumnya. Selain itu juga telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan 

kebutuhan pengujian di laboratorium dan kebutuhan sampling sampel sediaan farmasi 

sesuai jumlah besaran pemanfaatan blokir yang ada.  

Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya 

hanya dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya 

Manusia (SDM) juga menjadi perhatian karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) 

lingkup BBPOM di Manado sd  Triwulan 1 Tahun 2025 ini masih terjadi gap cukup besar 

untuk pemenuhan SDM di Laboratorium Regional Manado. Dengan adanya perluasan 
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kapasitas dari Laboratorium Regional Manado, tentunya dukungan SDM yang kompeten 

tentunya juga akan meningkatkan efisiensi dalam mencapai indikator kinerja. Tidak 

hanya dalam jumlah personil pengujian namun dukungan kualitas penguji juga 

merupakan hal penting yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berbagai jenis pelatihan baik 

internal maupun eksternal terus diupayakan dan direncanakan untuk menunjang hasil 

capaian kinerja BBPOM di Manado. 

Sumber daya terkait pemenuhan sarana prasarana di internal BBPOM di Manado 

dalam hal dasar terkait kebutuhan integrasi pengukuran kinerja secara elektronik yang 

belum optimal dari BPOM hingga saat ini menjadi kendala tersendiri, yang mana hal 

tersebut perlu dieskalasikan hingga ke tingkat pusat. Hal ini dikarenakan, proses 

perhitungan capaian kinerja yang masih sampai saat ini dilakukan secara manual dapat 

menyebabkan ketidakefisienan waktu dalam melakukan pengukuran kinerja, perbedaan 

interpretasi cara perhitungan antar UPT serta berpotensi terjadinya kesalahan penyajian 

data kinerja. Sebagai contoh untuk indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini, sampai saat ini proses perhitungan 

hasil capaian sesuai dengan perhitungan pembilang dan penyebut sesuai dengan 

manual IKU masih dilakukan secara manual dengan menggunakan database dan form 

pemantauan internal. SIPT belum dapat mengakomodir proses penarikan data untuk 

keperluan perhitungan realisasi indikator pada setiap periode. Kedepannya tentunya 

diharapkan dapat ditunjang oleh sarana prasarana SIPT untuk dapat terintegrasi kepada 

kebutuhan penyajian data indikator kinerja. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN 

KINERJA) 

Sebagai upaya mempertahankan nilai capaian realisasi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi 

indikator kinerja pada anggota tim, 

2. Melakukan finalisasi renlak sampling tahun 2025 Regionalisasi Laboratorium 

Regional Manado secara daring melalui zoom meeting, 

3. Melaksanakan rapat sampling dan pengujian pedoman sampling tahun 2025 

BBPOM Manado,  

4. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2024 

dengan jumlah sesuai target yang direncanakan, 
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5. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 

2024 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan, 

6. Pemenuhan timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan 

dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian sesuai dengan 

target yang ditetapkan, 

7. Kegiatan pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin 

validitas hasil pengujian laboratorium, 

8. Melakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang 

menjadi anggota region manado pada program regionalisasi, 

9. Melaporkan hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui SIPT, 

10. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai lain anggota region manado 

terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT, 

11. Melakukan perencanaan pengadaan terkait kebutuhan laboratorium baik reagensia, 

baku pembanding, suku cadang, BHP, dll, 

12. Pengadaan alat laboratorium TA 2025 dengan adanya penambahan anggaran 

belanja modal, 

13. Melakukan koordinasi dengan teknisi terkalit perbaikan GCMS. 

14. Melaksanakan rapat perubahan renlak sampling dan pengujian Regional Manado 

post efisiensi anggaran, 

15. Melaksanakan penyesuaian renlak sampling dan pengujian pedoman sampling 

tahun 2025 BBPOM Manado pasca relaksasi anggaran, 

16. Mengikuti rapat koordinasi bersama Regional Jayapura dan Regional Makassar 

terkait pembahasan renlak pengujian dan melakukan perhitungan beban kerja 

pengujian obat untuk sampel dari Regional Jayapura. 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat 

diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan 

dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus 

menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian 

kinerja.  

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 
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kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukkan dan 

pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Terutama untuk 

indikator baru pada target renstra 2025-2029 ini perlu dilakukan reviu dan analisis 

terhadap target seperti indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini realisasi jauh 

melampaui target yang ditetapkan.  

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti terdapat beberapa resiko terkait kegiatan sampling dan pengujian 

yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain: 

1. Alat laboratorium berisiko mengalami kerusakan yang dapat mengganggu 

pemenuhan pencapaian timeline waktu pengujian. 

2. Pengujian parameter uji kritis baik kimia maupun mikrobiologi tidak dapat dipenuhi 

sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025, 

3. Kerusakan fasilitas gedung laboratorium, 

4. Proses penerimaan sampel baik dari sisi waktu pemrosesan maupun pemenuhan 

persyaratan kondisi sampel yang diterima yang berpotensi menyebabkan 

keterlambatan proses pengujian sampel ke laboratorium, 

5. Terpaparnya bahan kimia pengujian sitotoksik terhadap penguji, 

6. Ketersediaan baku pembanding, baku kontrol, reagen dan media untuk pengujian 

baik uji rutin, PK3, uji profisiensi, uji kolaborasi dan uji banding. Hal ini dapat 

mengganggu dalam pemenuhan timeline waktu pengujian termasuk pada akurasi 

perencanaan pengadaan barang yang dibutuhkan, 

7. Potensi kerusakan sampel pada proses pengiriman sampel Regional Manado 

sehingga berpengaruh pada penurunan mutu sampel. 

 

 

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau 

dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:  

1. Pengelolaan pemeliharaan berkala utilitas pendukung seperti kelistrikan yang 

pelaksanaanya didukung melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal 

(MIDAL V.2), 
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2. Pemantauan terhadap pemenuhan parameter uji kritis sesuai dengan pedoman 

sampling dan pengujian tahun 2025, 

3. Komunikasi dan koordinasi dengan petugas admin sampel, 

4. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik internal 

BBPOM di Manado seperti petugas sampling, admin sampel, dengan pihak eksternal 

pada cakupan laboratorium regional dilakukan melalui monitoring evaluasi secara 

periodik,  

5. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pengujian sitotoksik yang memadai dan 

pembuatan SOP pengujian sitotoksik untuk menghindari resiko paparan, 

6. Pembuatan sistem yang terkait stok baku pembanding, baku kontrol, reagen dan 

media yang dapat diakses oleh user di laboratorium. Pengadaan reagen 

berdasarkan stok dan pemakaian, 

7. Penyampaian kepada petugas sampling di Regional Manado untuk melakukan 

pengemasan sampel yang baik dan mampu untuk melindungi sampel dalam proses 

pengiriman. 

 

IKSK.1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 6 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

Sasaran Kegiatan 
 

Indikator Kinerja 

Target 
Triwulan 1 

Realisasi  

Triwulan 1 

% 

Capaian 
Kriteria 

 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan  

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja BBPOM 

di Manado 

Persentase 

fasilitas 

pelayanan 

kesehatan yang 

telah 

melaporkan 

KTD/ESO 

- - - - 

 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan 

ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, 

dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau 

masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). 

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang 

terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat 

tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 
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tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon 

terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis 

yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi 

penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Tenaga 

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta 

memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Tenaga 

Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta 

memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi 

kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan 

Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan). Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun 

berjalan.  KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang 

dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan 

mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh 

UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu 

fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan 

Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans. 

 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM 

= (A / B) x 100% 

Keterangan: 

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE 

Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan Diuji meliputi pengujian 

sampel di laboratorium. 
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B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE 

Farmakovigilans oleh UPT BPOM. 

 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

pada priode triwulan 1 tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena 

indikator kinerja tersebut dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sebagaimana 

tercantum dalam Manual IKU yang telah disepakati. Pada triwulan 1 tahun 2025 kegiatan 

yang dilaksanakan yaitu perencanaan kegiatan KIE meliputi waktu pelaksanaan, jumlah 

peserta, dan sasaran peserta KIE sebagaimana surat yang disampaikan kepada 

Direktur Pengawasan keamanan , Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor dan Zat Adiktif pada tanggal 26 Februari 2025. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 7 Perbandingan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 
KTD/ESO triwulan 1 Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  

 
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada 

priode triwulan 1 tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena indikator 

kinerja tersebut dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sebagaimana tercantum dalam 

Manual IKU yang telah disepakati. Berdasarkan manual IKU, perhitungan indikator 

kinerja berdasarkan persentase pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan Kesehatan 

yang telah dilakukan KIE. Pada triwulan 1 tahun 2025 belum dilaksanakan KIE KTD/ESO 

(Farmakovigilans), sehingga belum dapat dilakukan pengukuran indikator kinerja. 
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C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

Tabel 3. 8 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja  
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang telah melaporkan 

KTD/ESO 

26 - - - 

 

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

pada priode triwulan 1 tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena 

indikator kinerja tersebut dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sebagaimana 

tercantum dalam Manual IKU yang telah disepakati. 

 

D.   ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada 

priode triwulan 1 tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena indikator 

kinerja tersebut dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sebagaimana tercantum dalam 

draft Manual IKU yang telah disepakati.  

KIE terkait dengan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat 

direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 2 yaitu pada bulan Mei tahun 2025. 

Dengan peserta adalah Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas, serta Klinik yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado 

sejumlah 45 peserta. Setelah dilaksanakannya KIE, diharapkan peserta Saryankes aktif 

melakukan pelaporan KTD/ESO yang terjadi pada pasien. Target peserta yang 

melaporkan KTD/ESO setelah pelaksanaan KIE yaitu sejumlah 26% dari total peserta 

KIE. 

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya target 

indikator kinerja yaitu perlu dilaksanakannya KIE yang tepat sasaran, dengan pemberian 

materi yang aplikatif dan juga pemilihan narasumber yang sesuai sehingga dapat mudah 

dipahami oleh peserta. Membangun komunikasi yang baik dengan pada peserta KIE 

sehingga memudahkan dalam koordinasi dengan penanggung jawab pelaporan 

KTD/ESO. Selain itu secara aktif melakukan follow up kepada Saryankes baik secara 

online dan/atau tatap muka langsung dengan penanggung jawab pelaporan KTD/ESO. 
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Serta, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memantau 

progress dari realisasi indikator kinerja. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Pada triwulan 1 tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 

melaporkan KTD/ESO adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi telah dilaksanakan 

pada saat dialog kinerja tanggal 28 Februari 2025 

2. Perencanaan kegiatan KIE meliputi waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan 

sasaran peserta KIE sebagaimana surat yang disampaikan kepada Direktur 

Pengawasan keamanan , Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor dan Zat Adiktif pada tanggal 26 Februari 2025. 

3. Usulan perubahan Focal Point Farmakovigilans Balai Besar POM di Manado yang 

ditujukan kepada Direktur Pengawasan keamanan , Mutu dan Ekspor Impor Obat, 

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
yang telah 
melaporkan 
KTD/ESO 
 

- - - - - - 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk menunjang pencapaian indikator 

kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada 

priode triwulan 1 tahun 2025 belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena indikator 

kinerja tersebut dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sebagaimana tercantum dalam 

draft Manual IKU yang telah disepakati. Penggunaan sumber daya anggaran rencana 
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akan dimanfaatkan pada kegiatan KIE yang akan diselenggarakan pada triwulan 2 tahun 

2025. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, Balai Besar POM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan KIE Farmakovigilans 

(KTD/ESO). Pagu anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja persentase 

fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar Rp. 

42.550.000. Namun dengan adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat digunakan 

menjadi Rp. 9.234.000.  

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM 

nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Namun, untuk anggaran KIE Farmakovigilans 

bukan termasuk salah satu yang dilakukan relaksasi. Sehingga, kegiatan KIE 

farmakovigilans yang rencana akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025 selain 

akan memanfaatkan anggaran tersebut, juga akan dipenuhi dari RO fungsi pengawasan 

yang telah dilakukan relaksasi. 

Berdasarkan pengukuran efisiensi terhadap SDM, perlu adanya peningkatan 

kompetensi SDM yang berkaitan dengan Farmakovigilans. Sehingga, terkait dengan 

keterbatasan tersebut rencana akan mengundang narasumber dari Badan POM yang 

lebih kompeten dalam pada pelaksanaan Farmakovilans/pelaporan KTD/ESO, serta 

praktisi dari sarana pelayanan Kesehatan yang berpengalaman dalam pelaporan 

KTD/ESO.   

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN 

KINERJA) 

Pada triwulan 1 tahun 2025 indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dilakukan pengukuran, hal ini 

karena indikator kinerja dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025. Namun, dalam 
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pemenuhan indikator kinerja akan dilaksanakan beberapa hal pada triwulan 2 tahun 

2025, antara lain sebagai berikut :  

1. Melaksanakan Kegiatan KIE farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan 

pada bulan Mei 2025. 

2. Melakukan pendekatan persuasif koordinatif untuk memastikan pelaporan 

KTD/ESO oleh sarana pelayanan kesehatan memenuhi target yang ditetapkan. 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

 Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan 

termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan 

solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

 BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. 

 
I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan 

yang telah melaporkan KTD/ESO terdapat risiko Penerapan farmakovigilans (KTD/ESO) 

yang dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik. Terkait 

dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian dan atau 

dampak risiko dengan aktivitas pengendalian melakukan Peningkatan kompetensi 

petugas terkait pelaporan farmakovigilans. Sehingga dengan aktivitas pengendalian 

tersebut dapat mendukung tercapainya target indikator kinerja persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. 
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IKSK.1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai      

ketentuan 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3.10 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja  

Target  
Triwulan 1 

Realisasi  
Triwulan 1 

% 
Capaian  

Kriteria 
 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

di wilayah kerja 

BBPOM di 

Manado 

 

Persentase 

sampel 

Pangan 

Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai 

ketentuan  

85 100 117,65 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

menggambarkan kondisi obat yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Definisi 

dari Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri 

rumah tangga yang disampling menggunakan evaluasi dan kajian risiko sesuai 

Pedoman Sampling. Tindak lanjut  Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai 

Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. 

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan 

pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: kesesuaian target 

sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan kesimpulan; ketepatan 

waktu pengambilan sampel; dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian. Tindak 

lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain : Tindak 

Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian, 

Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi , Pemeriksaan 

Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB 

terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS, Koordinasi pusat dan lintas 

UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS, Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ 

rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk 

melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk 

memastikan produk tidak beredar. Sampel Pangan Olahan mencakup sampel yang 

disampling oleh BBPOM di Manado di tahun berjalan. Sampel Pangan Olahan yang 
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dimaksud adalah obat yang disampling oleh BBPOM di Manado sesuai dengan Surat 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun 

sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai 

dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Kriteria Pangan Olahan Tidak 

Memenuhi Syarat, meliputi:      

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor 

izin edar yang sudah habis masa berlaku)      

2) Produk kedaluwarsa     

3) Produk rusak      

4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan      

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian 

 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 

20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F 

 

Keterangan: 

A. Kesesuaian Target Sampel  

B. Kesesuaian Parameter Uji 

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel 

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian 

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya 

 

Pada Triwulan I tahun 2025, realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%, telah melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian 117,65%, 

yang dikategorikan sebagai "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada renstra baru ini, batasan 

maksimal capaian sangat baik adalah 110%, apabila realisasi lebih dari 110% maka 

capaian indikator menjadi tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan periode 

renstra sebelumnya dimana batasan maksimal capaian indikator sangat baik adalah 

120%. 

Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode 

renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk 

menjadi baseline target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan 
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tahun pertama renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat 

tergambarkan. Komponen yang berpengaruh dalam perhitungan capaian indikator 

adalah kesesuaian dengan pedoman sampling, yang meliputi kesesuaian target sampel 

UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan Kesimpulan, ketepatan waktu 

pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.  

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 11 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

85 100 117,65 - - - - - - - - - 

Tidak Dapat 

Disimpulkan 
- - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  

 

Penetapan target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan 1 dengan realisasi 100 % dan % capaian 

117,65 %, namun pada periode pelaporan kinerja triwulan 1 ini belum bisa dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya karena indikator Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru dilakukan pengukurannya pada 

triwulan 1. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

Tabel 3. 12 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025  

 

Indikator Kinerja  
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase sampel 

Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 100 117,65 

Tercapai/Melampaui 
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Realisasi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan pada triwulan 1 adalah 100%, dengan % capaian sebesar 117,65 % 

dengan kriteria tercapai/melampaui. Hal ini dikarenakan pada triwulan 1 ini proses 

penyamplingan dan pengujian masih optimal dan belum mengalami kendala dalam 

pelaksanaan. Dengan demikian, realisasi dari BBPOM di Manado untuk Persentase 

sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini melampaui 

jauh melebihi target yang ditetapkan. 

 

D.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Pada triwulan 1 tahun 2025 ini, capaian dari indikator Persentase sampel Pangan 

Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini telah optimal, walaupun realisasi 

melampaui jauh dari target yang ditetapkan. Pada periode renstra yang baru ini, telah 

ditetapkan breakdown target dari tahun 2025-2029. Penetapan target ini juga telah 

disetujui oleh unit pengampu indikator. Namun, karena indikator ini merupakan indikator 

yang baru maka penetapan target renstra ini tidak dilakukan berdasarkan baseline data 

pada periode renstra sebelumnya. Selain itu, definisi operasional manual IKU dan tools 

perhitungan indikator juga mengalami beberapa perubahan pada akhir triwulan 1 tahun 

2025 sehingga ketika dilakukan perhitungan realisasi pada triwulan 1 tahun 2025 ini 

realisasi melebihi target dengan gap yang cukup besar (>110%). Adapun dengan adanya 

isu efisiensi pada bulan februari, jumlah sampel pada triwulan 1 tahun 2025 belum 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena Balai Besar POM di Manado telah 

mengajukan penurunan target sesudah efisiensi sehingga realisasi sampel pada triwulan 

1 tahun 2025 ini lebih sedikit daripada renlak sebelum efisiensi. Tentunya ini berdampak 

pada capaian indikator yang melebihi dari target yang ditetapkan. 

Adapun faktor penyebab utama yang menjadi tonggak keberhasilan dari capaian 

kinerja untuk Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan adalah perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian sampel pangan 

olahan beresiko yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pedoman-pedoman yang 

berlaku. Balai Besar POM di Manado telah melakukan penetapan rencana sampling 

untuk produk pangan olahan beresiko untuk tahun 2025 dari bulan Januari hingga 

Desember. Selain itu, Balai Besar POM di Manado juga konsisten dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan realisasi juga dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian rencana pelaksanaan sampling dan 

pengujian setiap bulan. Selain itu, dilakukan juga monitoring terhadap timeline pengujian 
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dan pemantauan terhadap pemenuhan terhadap Parameter Uji Kritis (PUK) pengujian 

pada setiap bulan serta melakukan koordinasi di Region Manado terhadap perencanaan 

dan pelaporan hasil sampling dan pengujian baik melalui SIPT, whatsapp group maupun 

melalui link bit.ly yang telah disediakan.  

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025, Balai Besar POM di Manado telah 

melakukan sampling terhadap produk pangan olahan beresiko sebanyak 37 sampel dari 

target tahunan sebanyak 400 sampel. Pelaksanaan sampling ini telah sesuai dengan 

jumlah sampel yang ditetapkan sampai dengan triwulan 1 yaitu sebanyak 37 sampel. Dari 

37 sampel pangan olahan beresiko yang disampling, semuanya telah disampling dan 

diperiksa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan penandaan label dan pengujian terhadap sampel 

yang diambil triwulan 1 tahun 2025, sebanyak 34 sampel dinyatakan Memenuhi Syarat 

(MS), sementara 3 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari 3 sampel 

yang TMS, 1 sampel TMS uji mikrobiologi dengan rincian: 1 sampel TMS pada Angka 

Coliform (Penyaringan Membran) dan Pseudomonas aeruginosa (Penyaringan 

Membran), 2 sampel tidak memenuhi syarat uji kimia  yaitu 1 sampel TMS PK Siklamat 

dan 1 sampel TMS PK Vitamin A.   

Adanya hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut telah 

dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan  ditindaklanjuti 

dengan mengirimkan surat Hasil Pengujian Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

kepada Direktorat Pengawasan terkait dilengkapi dengan Laporan Penanganan Hasil 

Uji di Luar Spesifikasi (HULS). Tindak lanjut sampel pangan olahan beresiko yang Tidak 

Memenuhi Syarat (TIE  dan/atau Rusak  dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil 

pengujian) antara lain : pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana 

Produksi , pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap 

implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk 

TMS, melakukan koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk 

TMS. Selain itu, termasuk dalam bentuk persuasif kepada pelaku usaha untuk 

melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk 

memastikan produk tidak beredar. 

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa pada triwulan 1 tahun 2025 BBPOM 

di Manado telah mengoptimalkan efektivitas kinerja pengawasan terhadap produk 

pangan olahan beresiko baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan 

dengan memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan. Walaupun 

dengan adanya isu efisiensi dan relaksasi yang menyebabkan beberapa kali pergantian 
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rencana pelaksanaan sampling dan pengujian, namun BBPOM di Manado dengan cepat 

menanggapi dan melakukan perubahan ataupun penyesuaian pada pelaksanaan 

sampling dan pengujian. Bahkan untuk lingkup Regional Manado juga telah dilakukan 

koordinasi untuk pembahasan dan penetapan langkah-langkah antisipatif dan melakukan 

perubahan renlak sampling dan pengujian di Regional Manado bersama UPT yang 

menjadi anggota. Hal ini tentu dapat memberikan dampak yang signifikan dalam 

mengoptimalkan pencapaian target indikator Persentase sampel sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.  

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Di triwulan 1 ini, realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Manado sebesar 100 % jauh melampaui dari 

target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 85 %. Capaian ini juga ditentukan dari 

strategi sampling dan pengujian sesuai dengan perencanaan serta sesuai dengan 

pedoman sampling dan pengujian tahun 2025. Konsistensi dalam penerapan sampling 

sesuai pedoman dan pengujian sesuai dengan standar ISO 17025;2017, juga turut 

mendukung tercapainya target indikator ini. Lebih dari pada itu, ketepatan waktu 

sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan juga menjadi kunci penting dalam 

mengoptimalkan realisasi indikator kinerja.  

Perubahan timeline waktu pengujian pada tahun 2025 ini berdasarkan Pedoman 

Sampling dan Pengujian Tahun 2025, terdapat percepatan yang cukup signifikan untuk 

batas waktu penyelesaian pengujian sampel sediaan farmasi pada kedeputian 2 sebesar 

15 Hari Kerja (HK) dari sebelumnya adalah 30 Hari Kerja (HK), terhitung dari tanggal 

Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Laporan Hasil Uji (LHU). Selain itu, berdasarkan 

Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, telah diatur timeline waktu pengujian untuk 

seluruh kedeputian adalah sebanyak 15-20 HK, terhitung dari tanggal SPK hingga 

tanggal verifikasi laporan oleh kepala unit ke pusat. Perubahan yang cukup signifikan ini 

membutuhkan strategi tepat untuk dapat menunjang persentase pemenuhan timeline 

waktu pengujian. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, BBPOM di Manado telah mulai 

mengembangkan proses pembuatan Lampiran Catatan Pengujian secara online guna 

meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam proses pembuatan laporan hasil 

pengujian. Inovasi yang dikawal ini adalah PROKSIMAT (Pelaporan dan Monitoring Hasil 

Uji Secara Cermat). Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan 

akuntabilitas dalam proses pengujian sampel. 
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Komitmen dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti 

rekomendasi triwulan sebelumnya yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi 

triwulan sebelumnya turut andil dalam kunci pencapaian target indikator kinerja. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang 

pencapaian target diantaranya : 

1. Adanya penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara 

konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Manado, 

2. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Manado baik 

pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) 

oleh penyelia ataupun penguji senior, 

3. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, 

baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, 

dan lain-lain), 

4. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan 

persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium, 

5. Pelaksanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium BBPOM 

di Manado, 

6. Monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan 

parameter uji kritis setiap bulannya, 

7. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, serta 

tersedianya sampel obat sesuai dengan kriteria pedoman sampling tahun 2025, 

8. Pelaksanakan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada 

awal tahun 2025, 

9. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan 

dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait. 

10. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region 

Manado baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian 

Region Manado maupun melalui SIPT, 

11. Pelaksanaan penginputan hasil uji melalui SIPT, 

12. Pelaksanaan perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian, 

13. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan 

memperlancar proses pengujian, 

14. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin 

validitas hasil pengujian, 
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15. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi implementasi sistem regionalisasi di 

Regional Manado dan pembahasan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian 

di Regional Manado sebelum dan sesudah efisiensi. 

 

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala - kendala yang dapat 

mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, 

Adapun kendala tersebut adalah : 

1. Adanya blokir anggaran di awal tahun 2025 untuk anggaran belanja modal, belanja 

operasional dan non operasional lainnya yang menghambat dan mengakibatkan 

belum optimalnya pengadaan untuk kebutuhan sampling dan pengujian sampel 

pangan olahan 

2. Kerusakan GC pada bulan februari namun perbaikan alat belum dapat dilakukan 

karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan 

3. Kerusakan alat ICPMS disebabkan karena kelembaban ruangan yang sangan tinggi 

sehingga membutuhkan pemindahan alat ke ruangan lain 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

 

Persentase sampel 

Pangan Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

 

6.908.863,5 6.908.863,5 100 117,65 0,18 
 

Efisien 
 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

pada triwulan 1 tahun 2025 masuk dalam kriteria Efisien, dengan capaian indikator 

sebesar 117,65 %. sehingga dapat disimpulkan jika anggaran 2025 sepenuhnya 

mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena sesuai dengan breakdown Rencana Penarikan 

Dana (RPD) yang ditargetkan pada periode ini yaitu 100,00%  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria 

efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta 

pengujian sampel pangan olahan beresiko, pengadaan sampel pangan olahan beresiko 
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serta pengadaan reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, 

suku cadang dan kebutuhan pengujian lainnya untuk menunjang kelancaran proses 

pengujian. Selain itu, proses revisi anggaran juga dapat dilakukan untuk pemenuhan 

kebutuhan pengujian dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh laboratorium. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, Balai Besar POM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran baik pengadaan peralatan laboratorium maupun kebutuhan 

pengujian dan pengadaan sampel. Pada Desember 2024, Balai Besar POM di Manado 

telah memulai proses pengadaan peralatan laboratorium untuk TA 2025, dan beberapa 

alat telah berkontrak seperti KCKT UV-PDA dan KCKT UV-FLR-ELSD. Akan tetapi, 

dikarenakan ada blokir anggaran tidak hanya pada belanja modal namun juga untuk 

belanja operasional dan non operasional, maka kontrak belanja modal peralatan 

laboratorium tersebut harus mengalami pembatalan kontrak. 

Selain pada belanja modal, efisiensi tersebut mengharuskan untuk mengajukan 

revisi penurunan target rincian output untuk jumlah sampel pangan olahan beresiko yang 

disampling, diperiksa dan diuji pada tahun 2025 ini disesuaikan dengan proporsi 

anggaran. Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah sampling 

dan pengujian sampel pangan olahan beresiko. Balai Besar POM di Manado langsung 

menindaklanjuti surat tersebut dan mengajukan pengusulan revisi buka blokir sesuai 

dengan arahan pada surat tersebut. Adapun pengajuan buka blokir yang diusulkan 

adalah sebesar 100% untuk anggaran sesuai pada pagu awal yang dimiliki untuk RO 

3165.QIA.001 yaitu Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT yaitu 

usulan relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp. 328.639.000,- sehingga pagu DIPA 

menjadi Rp. 449.139.000,-. Dengan adanya proses relaksasi tentunya target output 

untuk sampel makanan akan kembali seperti target semula yaitu 435 sampel.  

Untuk belanja modal juga terdapat relaksasi sesuai dengan surat edaran 

Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi 
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Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Hal ini tentu akan sangat menunjang 

capaian dari indikator sampel sediaan farmasi karena adanya relaksasi untuk 

pengadaan sampel, kebutuhan operasional laboratorium dan juga anggaran belanja 

modal. Pada bulan maret, BBPOM di Manado juga telah kembali melakukan pengadaan 

dan berkontrak kembali untuk alat-alat laboratorium yang telah mengalami pembatalan 

kontrak sebelumnya. Selain itu juga telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan 

kebutuhan pengujian di laboratorium dan kebutuhan sampling sampel sediaan farmasi 

sesuai jumlah besaran pemanfaatan blokir yang ada.  

Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya 

hanya dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya 

Manusia (SDM) juga menjadi perhatian karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) 

lingkup BBPOM di Manado sd  Triwulan 1 Tahun 2025 ini masih terjadi gap cukup besar 

untuk pemenuhan SDM di Laboratorium Regional Manado. Dengan adanya perluasan 

kapasitas dari Laboratorium Regional Manado, tentunya dukungan SDM yang kompeten 

tentunya juga akan meningkatkan efisiensi dalam mencapai indikator kinerja. Tidak 

hanya dalam jumlah personil pengujian namun dukungan kualitas penguji juga 

merupakan hal penting yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berbagai jenis pelatihan baik 

internal maupun eksternal terus diupayakan dan direncanakan untuk menunjang hasil 

capaian kinerja BBPOM di Manado. 

Sumber daya terkait pemenuhan sarana prasarana di internal BBPOM di Manado 

dalam hal dasar terkait kebutuhan integrasi pengukuran kinerja secara elektronik yang 

belum optimal dari BPOM hingga saat ini menjadi kendala tersendiri, yang mana hal 

tersebut perlu dieskalasikan hingga ke tingkat pusat. Hal ini dikarenakan, proses 

perhitungan capaian kinerja yang masih sampai saat ini dilakukan secara manual dapat 

menyebabkan ketidakefisienan waktu dalam melakukan pengukuran kinerja, perbedaan 

interpretasi cara perhitungan antar UPT serta berpotensi terjadinya kesalahan penyajian 

data kinerja. Sebagai contoh untuk indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini, sampai saat ini proses perhitungan hasil 

capaian sesuai dengan perhitungan pembilang dan penyebut sesuai dengan manual 

IKU masih dilakukan secara manual dengan menggunakan database dan form 

pemantauan internal. SIPT belum dapat mengakomodir proses penarikan data untuk 

keperluan perhitungan realisasi indikator pada setiap periode. Kedepannya tentunya 

diharapkan dapat ditunjang oleh sarana prasarana SIPT untuk dapat terintegrasi kepada 

kebutuhan penyajian data indikator kinerja. 
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN 

KINERJA) 

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan penyesuaian renlak sampling dan pengujian pedoman sampling 

tahun 2025 BBPOM Manado setelah relaksasi anggaran 

2. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 

dengan jumlah sesuai target yang direncanakan 

3. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 

2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan 

4. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan 

memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan 

5. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin 

validitas hasil pengujian laboratorium 

6. Melakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang 

menjadi anggota region manado pada program regionalisasi 

7. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian 

yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

8. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai lain anggota region manado 

terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT 

9. Melakukan pengadaan terkait kebutuhan laboratorium baik reagensia, baku 

pembanding, suku cadang, BHP, dll 

10. Melakukan perbaikan GC 

11. Melakukan pemindahan dan perbaikan ICPMS oleh teknisi 

12. Melakukan pengajuan perbaikan AC Ruang Staf Pangan pada aplikasi MIDAL 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat 

diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan 

dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus 

menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian 

kinerja.  

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 
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sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukkan dan 

pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Terutama untuk 

indikator baru pada target renstra 2025-2029 ini perlu dilakukan reviu dan analisis 

terhadap target seperti indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang pada triwulan 1 tahun 2025 ini realisasi jauh 

melampaui target yang ditetapkan.  

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase sampel pangan olahan 

beresiko yang ditindaklanjuti terdapat beberapa resiko terkait kegiatan sampling dan 

pengujian yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain: 

1. Alat laboratorium berisiko mengalami kerusakan yang dapat mengganggu 

pemenuhan pencapaian timeline pengujian. 

2. Pengujian parameter kritis baik kimia maupun mikrobiologi tidak dapat dipenuhi 

sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 

3. Proses penerimaan sampel baik dari sisi waktu pemrosesan maupun pemenuhan 

persyaratan kondisi sampel yang diterima yang berpotensi menyebabkan 

keterlambatan proses pengujian sampel ke laboratorium 

4. Ketersediaan baku pembanding, baku kontrol, reagen dan media untuk pengujian 

baik uji rutin, PK3, uji profisiensi, uji kolaborasi dan uji banding. Hal ini dapat 

mengganggu dalam pemenuhan timeline pengujian termasuk pada akurasi 

perencanaan pengadaan barang yang dibutuhkan 

5. Potensi kerusakan sampel pada proses pengiriman sampel Regional Manado 

sehingga berpengaruh pada penurunan mutu sampel 

6. Sampel balai dan regional masuk di laboratorium tidak sesuai dengan renlak yang 

telah disepakati 

7. Kesimpulan hasil uji laboratorium masih menggunakan singkatan MS atau TMS 

dalam dokumen laporan hasil uji 

8. Pelaporan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat tidak tertib dilaporkan ke bidang 

pemeriksaan 

9. Kerusakan Fasilitas Gedung Laboratorium 

10. Pernyataan rentang suhu ruangan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan 

11. Pemalsuan Dokumen Laporan Hasil Pengujian dan Surat Rekomendasi 
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Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau 

dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:  

1. Pengelolaan pemeliharaan berkala utilitas pendukung seperti kelistrikan yang 

pelaksanaanya didukung melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal 

(MIDAL V.2), 

2. Perencanaan ketersediaan baku pembanding dan reagen untuk memenuhi 

pengujian parameter kritis 

3. Komunikasi dan koordinasi dengan petugas admin sampel 

4. Pembuatan sistem yang terkait stok baku pembanding, baku kontrol, reagen dan 

media yang dapat diakses oleh user di laboratorium. Pengadaan reagen 

berdasarkan stok dan pemakaian, 

5. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik internal 

BBPOM di Manado seperti petugas sampling, admin sampel, dengan pihak 

eksternal pada cakupan laboratorium regional dilakukan melalui monitoring evaluasi 

secara periodik 

6. Penyampaian kepada petugas sampling di Regional Manado untuk melakukan 

pengemasan sampel yang baik dan mampu untuk melindungi sampel dalam proses 

pengiriman. 

7. Koordinasi dan komunikasi dengan laboratorium regional dalam pelaksanaan 

sampling sesuai renlak yang telah disusun 

8. Sosialisasi kepada penguji untuk tidak menggunakan singkatan dalam melaporkan 

Kesimpulan hasil uji 

9. Koordinasi dengan pihak terkait dan monitoring secara berkala untuk pelaporan 

hasil uji sampel tidak memenuhi syarat ke bidang pemeriksaan 

10. Pengelolaan pemeliharaan berkala fasilitas gedung laboratorium pendukung 

melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal (MIDAL V.2) 

11. Koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini penanggung jawab ruangan untuk 

melakukan monitoring suhu ruangan laboratorium secara berkala  

12. Melakukan crosscheck hasil pengujian secara bertingkat, mulai dari penyelia 

hingga Manajer Teknis Pengujian 
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IKSK.1.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 14 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

Sasaran Kegiatan 
Indikator 
Kinerja  

Target  
Triwulan 1 

Realisasi  
Triwulan 1 

% 
Capaian  

Kriteria 
 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan  

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di 

Manado 

Persentase 

sampel KLB 

keracunan 

pangan yang 

diuji sesuai 

standar 

100,00 - - - 

 

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai 

penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai 

penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir 

sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis 

epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat 

berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh 

laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal 

BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai 

dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, 

masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, 

atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk 

PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan 

dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan 

BPOM. Sesuai standar berdasarkan:   

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 

tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian 

Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; 

dan  

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan 

pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.    

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =  

���������������[���$1, A2�����«�������$n)+ (35% x B1, B2�����«�������%n) +(35% x C1, C2�����«�������&n) 
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n 
Keterangan: 

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter 

dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100% 

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji 

dalam pedoman sampling x 100% 

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari 

hasil investigasi terkonfirmasi x 100% 

n = total sampel 

 

Target indikator kinerja terkait Persentase sampel KLB keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Indikator ini merupakan 

salah satu indikator baru pada periode renstra 2025-2029 ini. Pada triwulan 1 tahun 

2025, belum terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar, dikarenakan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang 

masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir 

pelaporan triwulan 1 pada tanggal 16 April 2025 sehingga realisasi pada triwulan 1 tahun 

2025 ini belum dapat terukur.  

Selain itu, pada triwulan 1 tahun 2025 ini belum terdapat sampel KLB keracunan 

pangan yang berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). 

Meskipun demikian, BBPOM di Manado tetap mempersiapkan kemampuan 

laboratorium untuk melakukan pengujian untuk parameter-parameter uji yang diperlukan 

untuk penanganan sampel KLB keracunan pangan. Dengan demikian diharapkan untuk 

triwulan selanjutnya dapat segera melakukan penanganan yang cepat dan tepat 

apabilan terdapat KLB keracunan pangan. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 25 Perbandingan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 
triwulan 1 Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

100 - - - - - - - - - - - 

-    
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Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar di 

BBPOM di Manado pada triwulan 1 tahun 2025 belum dapat terukur dikarenakan tools 

pengukuran kinerja dari unit pengampu belum tersedia. Selain itu, karena ini merupakan 

indikator baru pada periode renstra baru ini, maka belum ada data realisasi dan capaian 

indikator yang dapat dibandingkan dan dinilai progress capaiannya. Sangat diharapkan 

agar pada triwulan selanjutnya sudah terdapat tools pengukuran indikator Persentase 

sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dari unit pengampu agar dapat 

melakukan perhitungan indikator kinerja sesuai dengan definisi operasional indikator 

tersebut. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

Tabel 3. 16 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

 

Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar 

100,00 - - - 

 

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

di BBPOM di Manado pada triwulan 1 tahun 2025 belum dapat terukur dikarenakan tools 

pengukuran kinerja dari unit pengampu belum tersedia. Dengan demikian capaian 

indikator kinerja terhadap target tahun 2025 dan kriteria terhadap target tahun 2025 ini 

belum dapat dihitung. Untuk tetap dapat memenuhi target pada akhir tahun 2025, 

BBPOM di Manado tetap melakukan berbagai upaya agar seluruh sampel KLB 

keracunan pangan ini dapat ditangani sesuai dengan pedoman dan pengujian yang 

dilakukan juga sesuai dengan parameter uji hasil investigasi serta selaras dengan 

pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 Badan POM. 

 

D.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

pada triwulan 1 tahun 2025 ini belum dapat tergambarkan. Sebagaimana yang telah 

disampaikan sebelumnya bahwa pada indikator ini belum terdapat tools yang berasal 
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dari unit pengampu. Oleh karena itu, pada triwulan 1 ini, indikator kinerja Persentase 

sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar ini merupakan salah satu dari 

beberapa indikator yang dikeluarkan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi. Tentunya 

diharapkan agar perhitungan indikator ini dapat segera dapat dilakukan perhitungan 

agar dapat menunjang capaian dari unit kerja BBPOM di Manado. 

Penanganan kasus KLB keracunan pangan ini sebenarnya telah rutin dilakukan 

dari tahun ke tahun pada periode renstra sebelumnya. Akan tetapi, pada renstra 2025-

2029 ini barulah terdapat indikator kinerja yang dapat ditargetkan untuk penanganan 

sampel-sampel KLB keracunan pangan. Pada periode sebelumnya telah terdapat Tim 

Gerak Cepat (TGC) penanganan kasus KLB ini di BBPOM di Manado. Dengan 

dibentuknya tim tersebut telah membuat kerja sama tim yang baik antara fungsi 

pemeriksaan, fungsi infokom dan fungsi pengujian, untuk kecepatan dan ketepatan 

penanganan kasus-kasus KLB keracunan pangan. Pada triwulan 1 tahun 2025 ini juga 

telah dilakukan pembaharuan Tim Gerak Cepat (TGC) KLB BBPOM di Manado. dengan 

disahkannya Surat Keputusan Kepala BBPOM di Manado nomor  

HK.02.02.19A.03.25.69 tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Tim Kerja 

Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.  

Tentunya penanganan KLB keracunan pangan ini sangat penting pada tahun 

2025 hingga 2029 ini, dikarenakan adanya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang 

dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk anak-anak 

sekolah mulai dari PAUD hingga SMA, santri, balita, serta ibu hamil dan menyusui. 

Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada 6 Januari 2025. Program 

ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan 

kelompok rentan, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas 

menuju visi "Indonesia Emas 2045". Dengan melihat pentingnya peran Badan POM 

dalam kelancaran implementasi program tersebut, maka sejak awal tahun 2025 BBPOM 

di Manado secara rutin telah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 

(SPPG) atau Dapur MBG dan juga pemerintah daerah maupun Kementerian dan 

Lembaga terkait lainnya. Dalam koordinasi tersebut, BBPOM di Manado juga telah mulai 

melakukan pendataan jumlah dan lokasi SPPG yang ada di wilayah kerja dan juga 

dalam setiap kesempatan dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait 

keamanan pangan kepada seluruh komponen terkait terutama pengelola SPPG. 

Selain itu, koordinasi dengan tim penanganan KLB di kabupaten/kota di wilayah 

kerja dari BBPOM di Manado juga perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan 

indikator ini. Karena indikator ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam 



  

  

87 
  

penanganannya maka koordinasi merupakan titik penting yang telah dilakukan oleh 

BBPOM di Manado. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penanganan kasus KLB 

keracunan pangan sebelumnya juga telah memberikan hasil kerja sama yang baik 

antara internal BBPOM di Manado dan juga eksternal dinas terkait di wilayah kerja. 

Dengan demikian, BBPOM di Manado optimis untuk dapat memenuhi target indikator 

kinerja ini pada akhir tahun 2025 nanti. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar di 

BBPOM di Manado pada triwulan 1 tahun 2025 belum dapat terukur dan dikeluarkan 

dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Walaupun demikian, strategi penting 

dan program yang dapat secara nyata menunjang capaian indikator kinerja ini telah 

secara rutin dilakukan oleh BBPOM di Manado. Selain itu, komitmen dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti rekomendasi triwulan 

sebelumnya yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi triwulan sebelumnya 

menjadi salah satu kunci pencapaian target indikator kinerja. Adapun kegiatan-kegiatan 

yang telah dilakukan pada triwulan 1 tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian 

target indikator kinerja diantaranya : 

1. Adanya revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor POM-

03.02/CFM.03/SOP.01/IK.19A.01 terkait Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) 

Keracunan Pangan pada tanggal 20 Februari 2025, 

2. Peningkatan pelayanan publik yang prima untuk secara cepat menangani informasi 

baik dari pengaduan masyarakat terkait kasus keracunan pangan maupun laporan 

KLB keracunan pangan dari dinas setempat, 

3. Koordinasi dengan Tim Gerak Cepat penanganan KLB K di Kabupaten/Kota wilayah 

kerja BBPOM di Manado, 

4. Koordinasi dengan SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) baik terkait jumlah 

dan lokasi SPPG, KIE terkait keamanan pangan dan koordinasi bersama untuk 

penanganan KLB Keracunan Pangan pada pelaksanaan MBG di Sulawesi Utara, 

5. Pengadaan reagensia, media dan kit untuk melakukan uji cepat maupun uji 

laboratorium untuk penanganan sampel kasus KLB keracunan pangan. 
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Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat 

mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, 

kendala tersebut antara lain  :   

3. Belum adanya tools perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang diuji sesuai standar dari unit pengampu, 

4. Belum terintegrasi pada SIPT untuk mengakomodir sampel-sampel kasus KLB 

keracunan pangan, agar dapat secara terpadu proses pelaporan ke pusat. 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 

sampel KLB 

keracunan 

pangan yang diuji 

sesuai standar 

5.291.883 5.291.883 100,00 - - - 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

belum dapat disimpulkan karena capaian indikator Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar belum dapat terukur. Pada triwulan 1 tahun 2025 ini 

juga belum terdapat sampel uji kasus KLB keracunan pangan baik dari internal maupun 

eksternal. Realisasi anggaran yang baru dilakukan pada triwulan 1 tahun 2025 ini yaitu 

pada pengadaan sampel pangan dan juga pengadaan reagensia maupun media untuk 

keperluan pengujian sampel pangan. 

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria 

efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta 

pengujian sampel Obat dan Makanan, pengadaan sampel Obat dan Makanan serta 

pengadaan reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, suku 

cadang dan kebutuhan pengujian lainnya untuk menunjang kelancaran proses 

pengujian. Selain itu, proses revisi anggaran juga dapat dilakukan untuk pemenuhan 

kebutuhan pengujian dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh laboratorium. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 
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B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran baik pengadaan peralatan laboratorium maupun kebutuhan 

pengujian dan pengadaan sampel. Pada Desember 2024, BBPOM di Manado telah 

memulai proses pengadaan peralatan laboratorium untuk TA 2025, dan beberapa alat 

telah berkontrak seperti KCKT UV-PDA, KCKT UV-FLR-ELSD, Meja Instrumen dan 

GCMS. Akan tetapi, dikarenakan ada blokir anggaran tidak hanya pada belanja modal 

namun juga untuk belanja operasional dan non operasional, maka kontrak belanja modal 

peralatan laboratorium tersebut harus mengalami pembatalan kontrak. 

Selain pada belanja modal, efisiensi tersebut mengharuskan untuk mengajukan 

revisi penurunan target rincian output untuk jumlah sampel makanan yang disampling, 

diperiksa dan diuji pada tahun 2025 ini disesuaikan dengan proporsi anggaran. Akan 

tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor  B-

PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan 

Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir 

untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah sampling dan pengujian 

sampel makanan. BBPOM di Manado langsung menindaklanjuti surat tersebut dan 

mengajukan pengusulan revisi buka blokir sesuai dengan arahan pada surat tersebut. 

Adapun pengajuan buka blokir yang diusulkan adalah sebesar 100% untuk anggaran 

sesuai pada pagu awal yang dimiliki untuk RO 3165.QIA.001 yaitu Sampel Makanan 

yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT yaitu usulan relaksasi pemanfaatan blokir 

sebesar Rp. 328.639.000,- sehingga pagu DIPA menjadi Rp. 449.139.000,-. Dengan 

adanya proses relaksasi tentunya target output untuk sampel makanan akan kembali 

seperti target semula yaitu 435 sampel.  

Untuk belanja modal juga terdapat relaksasi sesuai dengan surat edaran 

Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi 

Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Hal ini tentu akan sangat menunjang 

capaian dari indikator sampel makanan karena adanya relaksasi untuk pengadaan 

sampel, kebutuhan operasional laboratorium dan juga anggaran belanja modal. Pada 

bulan maret, BBPOM di Manado juga telah kembali melakukan pengadaan dan 

berkontrak kembali untuk alat-alat laboratorium yang telah mengalami pembatalan 

kontrak sebelumnya. Selain itu juga telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan 

kebutuhan pengujian di laboratorium dan kebutuhan sampling sampel makanan sesuai 

jumlah besaran pemanfaatan blokir yang ada.  
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Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya hanya 

dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan Sarana Prasarana juga menjadi perhatian. Peningkatan kualitas personil 

penguji untuk dapat menangani dan melakukan pengujian untuk sampel KLB keracunan 

pangan juga perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan 

penanganan kasus KLB yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam 

penanganannya. Selain SDM, Sarana Prasarana juga perlu ditunjang terutama dalam 

hal proses pelaporan untuk sampel kasus KLB yang belum diakomodir di SIPT, sehingga 

belum efisien dalam pelaksanaannya. Pelaporan masih secara manual dan belum 

dilakukan secara elektronik. Tentunya diharapkan kedepannya dapat dieskalasikan ke 

tingkat pusat untuk mekanisme pelaporan hasil ujinya melalui SIPT. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi 

indikator kinerja pada anggota tim,    

2. Melakukan Pembaharuan SK Tim Gerak Cepat (TGC) KLB BBPOM di Manado, 

3. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Gerak Cepat Penanganan KLB di 

Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Manado, 

4. Koordinasi dengan SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi hal-hal 

berikut : update jumlah dan lokasi SPPG yg beroperasi, KIE untuk keamanan 

pangan, dan koordinasi bersama apabila ada KLB pada pelaksanaan MBG di 

Sulawesi Utara, 

5. Melakukan koordinasi terikait dengan ketersediaan tools pengukuran indikator 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan Kepada biro perencanaan dan keuangan serta unit pengampu, 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat 

diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan 

dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus 

menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam 



  

  

91 
  

pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian 

kinerja.  

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukkan dan 

pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Terutama untuk 

indikator baru pada target renstra 2025-2029 ini perlu dilakukan reviu dan analisis 

terhadap pemenuhan target indikator. 

 

I. MITIGASI  RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan 

yang diuji sesuai standar terdapat beberapa resiko terkait kegiatan penganan KLT 

keracunan pangan yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain: 

1. Alat laboratorium berisiko mengalami kerusakan yang dapat mengganggu 

kecepatan hasil uji sampel kasus KLB keracunan pangan, 

2. Proses penerimaan sampel kasus KLB baik dari sisi waktu pemrosesan maupun 

pemenuhan persyaratan kondisi sampel yang diterima yang berpotensi 

menyebabkan perubahan kualitas/kondisi sampel dan juga keterlambatan proses 

pengujian sampel ke laboratorium, 

3. Ketersediaan baku pembanding, baku kontrol, reagen, media dan kit untuk 

pengujian sampel kasus KLB keracunan pangan. Hal ini dapat mengganggu dalam 

pemenuhan kecepatan pengujian sampel KLB. 

 

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau 

dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya :  

1. Pengelolaan pemeliharaan berkala utilitas pendukung seperti kelistrikan yang 

pelaksanaanya didukung melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal 

(MIDAL V.2), 

2. Komunikasi dan koordinasi baik dalam anggota Tim Gerak Cepat Penanganan KLB 

Keracunan Pangan di BBPOM di Manado maupun dengan TGC pada pemerintah 

daerah yang berada di wilayah kerja, 
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3. Pembuatan sistem yang terkait stok baku pembanding, baku kontrol, reagen dan 

media yang dapat diakses oleh user di laboratorium. Pengadaan reagen 

berdasarkan stok dan pemakaian. 

 
IKSK.1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan  

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 48 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan  

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja 

BBPOM di Manado 

Persentase 

sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai 

ketentuan 

85 95,05 111,82 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi 

Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih 

menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. 

Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling 

serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya Diperiksa dan diuji 

sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan 

pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, 

ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai 

pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT 

terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE  dan/atau Rusak  dan/atau 

Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut 

atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor 

seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan 

ke Pusat jika kasus lintas wilayah. 

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B 

+ 20%C + 10%D + 10%E + 20%F 
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Keterangan: 

A =   Kesesuaian target sampel PIRT 

B =  Kesesuaian Parameter Uji 

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan 

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel 

E = Ketepatan waktu pelaporan 

F = Tindak lanjut Sampel PIRT 

 

Pada Triwulan I tahun 2025, realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 95,05%, telah melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian 111,82%, 

yang dikategorikan sebagai "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada renstra baru ini, batasan 

maksimal capaian sangat baik adalah 110%, apabila realisasi lebih dari 110% maka 

capaian indikator menjadi tidak dapat disimpulkan. Bila dibandingkan dengan periode 

renstra sebelumnya dimana batasan maksimal capaian indikator sangat baik adalah 

120%. 

Selain itu, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode 

renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk 

menjadi baseline target awal renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan 

tahun pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari BBPOM di Manado belum 

dapat tergambarkan. Komponen yang berpengaruh dalam perhitungan capaian indikator 

adalah kesesuaian dengan pedoman sampling, yang meliputi kesesuaian target sampel 

, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan 

pelaporan.  

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 59 Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

85 95,05 111,82          

Tidak Dapat Disimpulkan    

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  
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Penetapan target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan 1 dengan realisasi 95,05 % dan % capaian 

111,82 %, namun pada periode pelaporan kinerja triwulan 1 ini belum bisa dibandingkan 

dengan triwulan sebelumnya karena indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru dilakukan pengukurannya pada triwulan 1. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

Tabel 3. 20 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

 

Indikator Kinerja  
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 95,05 111,82 

 Tercapai/Melampaui 
 
 
 
 

 

Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan pada triwulan 1 adalah 95,05%, dengan % capaian sebesar 111,82 % dengan 

kriteria tercapai/melampaui. Hal ini dikarenakan pada triwulan 1 ini proses 

penyamplingan dan pengujian masih optimal dan belum mengalami kendala dalam 

pelaksanaan. Dengan demikian, realisasi dari BBPOM di Manado untuk Persentase 

sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini melampaui 

jauh melebihi target yang ditetapkan. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Pada triwulan 1 tahun 2025 ini, capaian dari indikator Persentase sampel PIRT 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini telah optimal,  walaupun realisasi 

melampaui jauh dari target yang ditetapkan. Pada periode renstra yang baru ini, telah 

ditetapkan breakdown target dari tahun 2025-2029. Penetapan target ini juga telah 

disepakati oleh unit pengampu indikator. Namun, karena indikator ini merupakan indikator 

yang baru maka penetapan target renstra ini tidak dilakukan berdasarkan baseline data 

pada periode renstra sebelumnya. Selain itu, definisi operasional manual IKU dan tools 

perhitungan indikator juga mengalami beberapa perubahan pada akhir triwulan 1 tahun 

2025 sehingga ketika dilakukan perhitungan realisasi pada triwulan 1 tahun 2025 ini 

realisasi melebihi target dengan gap yang cukup besar (>110%). Adapun dengan adanya 
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isu efisiensi pada bulan februari, jumlah sampel pada triwulan 1 tahun 2025 belum 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena BBPOM di Manado telah 

mengajukan penurunan target sesudah efisiensi sehingga realisasi sampel pada triwulan 

1 tahun 2025 ini lebih sedikit daripada renlak sebelum efisiensi. Tentunya ini berdampak 

pada capaian indikator yang melebihi dari target yang ditetapkan. 

Adapun faktor penyebab utama yang menjadi tonggak keberhasilan dari capaian 

kinerja untuk Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

adalah perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT beresiko 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pedoman-pedoman yang berlaku. BBPOM di 

Manado telah melakukan penetapan rencana sampling untuk produk PIRT beresiko 

untuk tahun 2025 dari bulan Januari hingga Desember. Selain itu, BBPOM di Manado 

juga konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

sampling dan realisasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian 

rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan. Selain itu, dilakukan juga 

monitoring terhadap timeline pengujian dan pemantauan terhadap pemenuhan terhadap 

Parameter Uji Kritis (PUK) pengujian, dan pelaporan hasil sampling dan pengujian 

melalui SIPT pada setiap bulan. 

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025, BBPOM di Manado telah melakukan 

sampling terhadap produk PIRT beresiko sebanyak 34 sampel dari target tahunan 

sebanyak 35 sampel. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yang 

menyebabkan adanya pengurangan target sampling sampai dengan triwulan 1. 

Kekurangan jumlah sampel PIRT sebanyak 1 sampel akan disampling di Triwulan 2. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang diambil triwulan 1 tahun 2025, 

sebanyak 33 sampel dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sementara 1 sampel dinyatakan 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel yang TMS merupakan sampel TMS uji 

mikrobiologi pada Angka Kapang Khamir. 

Adanya hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut telah 

dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan  ditindaklanjuti 

dengan mengirimkan surat Hasil Pengujian Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

kepada Direktorat Pengawasan terkait dilengkapi dengan Laporan Penanganan Hasil Uji 

di Luar Spesifikasi (HULS). Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat 

(TIE  dan/atau Rusak  dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan 

awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku 

usaha (IRTP). Untuk yang sarana produksi di wilayah kerja dilakukan pembinaan dengan 

cara bersurat kepada pelaku usaha dan tembusan ke Dinas Kesehatan.  
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Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa pada triwulan 1 tahun 2025 

keseluruhan sampling telah selesai dilakukan, namun karena adanya efisiensi anggaran 

yang mengharuskan perubahan jumlah target sampling, dan relaksasi yang 

menyebabkan beberapa kali pergantian rencana pelaksanaan sampling dan pengujian, 

sehingga 1 sampel yang tidak dapat tersampling di triwulan 1, akan disampling di Bulan 

April. Namun demikian, target kinerja indikator sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan dapat dicapai dengan optimal.  

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Di triwulan 1 ini, realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan BBPOM di Manado sebesar 95,05 % jauh melampaui dari target yang 

ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 85 %. Capaian ini juga ditentukan dari strategi 

sampling dan pengujian sesuai dengan perencanaan serta sesuai dengan pedoman 

sampling dan pengujian tahun 2025. Konsistensi dalam penerapan sampling sesuai 

pedoman dan pengujian sesuai dengan standar ISO 17025;2017, juga turut mendukung 

tercapainya target indikator ini. Lebih dari pada itu  kesesuaian parameter uji, ketepatan 

pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT juga 

menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan realisasi indikator kinerja.  

Perubahan timeline waktu pengujian pada tahun 2025 ini berdasarkan Pedoman 

Sampling dan Pengujian Tahun 2025, terdapat percepatan yang cukup signifikan untuk 

batas waktu penyelesaian pengujian sampel PIRT pada kedeputian 3 sebesar 15 Hari 

Kerja (HK) dari sebelumnya adalah 30 Hari Kerja (HK), terhitung dari tanggal Surat 

Perintah Kerja (SPK) hingga Laporan Hasil Uji (LHU). Selain itu, berdasarkan Petunjuk 

Teknis Regionalisasi Laboratorium, telah diatur timeline waktu pengujian untuk seluruh 

kedeputian adalah sebanyak 15-20 HK, terhitung dari tanggal SPK hingga tanggal 

verifikasi laporan oleh kepala unit ke pusat. Perubahan yang cukup signifikan ini 

membutuhkan strategi tepat untuk dapat menunjang persentase pemenuhan timeline 

waktu pengujian. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, BBPOM di Manado telah mulai 

mengembangkan proses pembuatan Lampiran Catatan Pengujian secara online guna 

meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam proses pembuatan laporan hasil 

pengujian. Inovasi yang dikawal ini adalah PROKSIMAT (Pelaporan dan Monitoring Hasil 

Uji Secara Cermat). Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan 

akuntabilitas dalam proses pengujian sampel. 
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Komitmen dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti 

rekomendasi triwulan sebelumnya yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi 

triwulan sebelumnya turut andil dalam kunci pencapaian target indikator kinerja. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka menunjang 

pencapaian target diantaranya : 

1. Adanya penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara 

konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Manado, 

2. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Manado baik 

pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) 

oleh penyelia ataupun penguji senior, 

3. Proses pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, 

baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, 

dan lain-lain), 

4. Proses pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan 

persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium, 

5. Pelaksanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium BBPOM 

di Manado, 

6. Monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan 

parameter uji kritis setiap bulannya, 

7. Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, serta 

tersedianya sampel obat sesuai dengan kriteria pedoman sampling tahun 2025, 

8. Pelaksanakan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada 

awal tahun 2025, 

9. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan 

dilaporkan hasil tindak lanjut kepada direktorat terkait. 

10. Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Region 

Manado baik melalui whatsapp group, link bit.ly pelaporan sampling dan pengujian 

Region Manado maupun melalui SIPT, 

11. Pelaksanaan penginputan hasil uji melalui SIPT, 

12. Pelaksanaan perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian, 

13. Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan 

memperlancar proses pengujian, 

14. Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin 

validitas hasil pengujian, 
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15. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi implementasi sistem regionalisasi di 

Regional Manado dan pembahasan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian 

di Regional Manado sebelum dan sesudah efisiensi. 

 

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala - kendala yang dapat 

mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, 

Adapun kendala tersebut adalah : 

1. Kerusakan GC pada bulan februari namun perbaikan alat belum dapat dilakukan 

karena keterbatasan anggaran pemeliharaan peralatan. 

2. Kerusakan alat ICPMS disebabkan karena kelembaban ruangan yang sangan tinggi 

sehingga membutuhkan pemindahan alat ke ruangan lain. 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

Indikator 
Kinerja  

Target 
Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 

sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai 

ketentuan 

6.908.863,5 6.908.863,5 100 111,82 0,12 
 

Efisien 
 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran 

pada triwulan 1 tahun 2025 masuk dalam kriteria Efisien, dengan capaian indikator 

sebesar 111,82 %. sehingga dapat disimpulkan jika anggaran 2025 sepenuhnya 

mendukung pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan karena sesuai dengan breakdown Rencana Penarikan Dana (RPD) 

yang ditargetkan pada periode ini yaitu 100,00%  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria 

efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta 

pengujian sampel PIRT beresiko, pengadaan sampel PIRT beresiko serta pengadaan 

reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan 

kebutuhan pengujian lainnya untuk menunjang kelancaran proses pengujian.  
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Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran baik pengadaan peralatan laboratorium maupun kebutuhan 

pengujian dan pengadaan sampel. Pada Desember 2024, BBPOM di Manado telah 

memulai proses pengadaan peralatan laboratorium untuk TA 2025, dan beberapa alat 

telah berkontrak seperti KCKT UV-PDA dan KCKT UV-FLR-ELSD. Akan tetapi, 

dikarenakan ada blokir anggaran tidak hanya pada belanja modal namun juga untuk 

belanja operasional dan non operasional, maka kontrak belanja modal peralatan 

laboratorium tersebut harus mengalami pembatalan kontrak. 

Selain pada belanja modal, efisiensi tersebut mengharuskan untuk mengajukan 

revisi penurunan target rincian output untuk jumlah sampel PIRT yang disampling, 

diperiksa dan diuji pada tahun 2025 ini disesuaikan dengan proporsi anggaran. Akan 

tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor  B-

PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan 

Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir 

untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah sampling dan pengujian 

sampel PIRT. BBPOM di Manado langsung menindaklanjuti surat tersebut dan 

mengajukan pengusulan revisi buka blokir sesuai dengan arahan pada surat tersebut. 

Adapun pengajuan buka blokir yang diusulkan adalah sebesar 100% untuk anggaran 

sesuai pada pagu awal yang dimiliki untuk RO 3165.QIA.001 yaitu sampel makanan 

yang diperiksa Sesuai Standar oleh UPT yaitu usulan relaksasi pemanfaatan blokir 

sebesar Rp. 449.139.000,-. Dengan adanya proses relaksasi tentunya target output 

untuk sampel makanan akan kembali seperti target semula yaitu 435 sampel.  

Untuk belanja modal juga terdapat relaksasi sesuai dengan surat edaran 

Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi 

Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Hal ini tentu akan sangat menunjang 

capaian dari indikator sampel sediaan farmasi karena adanya relaksasi untuk 

pengadaan sampel, kebutuhan operasional laboratorium dan juga anggaran belanja 

modal. Pada bulan maret, BBPOM di Manado juga telah kembali melakukan pengadaan 

dan berkontrak kembali untuk alat-alat laboratorium yang telah mengalami pembatalan 
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kontrak sebelumnya. Selain itu juga telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan 

kebutuhan pengujian di laboratorium dan kebutuhan sampling sampel sediaan farmasi 

sesuai jumlah besaran pemanfaatan blokir yang ada.  

Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya 

hanya dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya 

Manusia (SDM) juga menjadi perhatian karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) 

lingkup BBPOM di Manado sd  Triwulan 1 Tahun 2025 ini masih terjadi gap cukup besar 

untuk pemenuhan SDM di Laboratorium Regional Manado. Dengan adanya perluasan 

kapasitas dari Laboratorium Regional Manado, tentunya dukungan SDM yang kompeten 

tentunya juga akan meningkatkan efisiensi dalam mencapai indikator kinerja. Tidak 

hanya dalam jumlah personil pengujian namun dukungan kualitas penguji juga 

merupakan hal penting yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berbagai jenis pelatihan baik 

internal maupun eksternal terus diupayakan dan direncanakan untuk menunjang hasil 

capaian kinerja BBPOM di Manado. 

Sumber daya terkait pemenuhan sarana prasarana di internal BBPOM di Manado 

dalam hal dasar terkait kebutuhan integrasi pengukuran kinerja secara elektronik yang 

belum optimal dari BPOM hingga saat ini menjadi kendala tersendiri, yang mana hal 

tersebut perlu dieskalasikan hingga ke tingkat pusat. Hal ini dikarenakan, proses 

perhitungan capaian kinerja yang masih sampai saat ini dilakukan secara manual dapat 

menyebabkan ketidakefisienan waktu dalam melakukan pengukuran kinerja, perbedaan 

interpretasi cara perhitungan antar UPT serta berpotensi terjadinya kesalahan penyajian 

data kinerja. Sebagai contoh untuk indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini, sampai saat ini proses perhitungan hasil capaian 

sesuai dengan perhitungan pembilang dan penyebut sesuai dengan manual IKU masih 

dilakukan secara manual dengan menggunakan database dan form pemantauan 

internal. SIPT belum dapat mengakomodir proses penarikan data untuk keperluan 

perhitungan realisasi indikator pada setiap periode. Kedepannya tentunya diharapkan 

dapat ditunjang oleh sarana prasarana SIPT untuk dapat terintegrasi kepada kebutuhan 

penyajian data indikator kinerja. 
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Melaksanakan penyesuaian renlak sampling dan pengujian pedoman sampling 

tahun 2025 BBPOM Manado setelah relaksasi anggaran 

2. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 

dengan jumlah sesuai target yang direncanakan 

3. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 

2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan 

4. Pemenuhan timeline pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan 

memantau capaian timeline pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan 

5. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar ISO 17025 untuk menjamin 

validitas hasil pengujian laboratorium 

6. Melakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai lain yang 

menjadi anggota region manado pada program regionalisasi 

7. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian 

yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

8. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan balai lain anggota region manado 

terkait kepatuhan pengisian hasil uji pada aplikasi SIPT 

9. Melakukan pengadaan terkait kebutuhan laboratorium baik reagensia, baku 

pembanding, suku cadang, BHP, dll 

10. Melakukan perbaikan GC 

11. Melakukan pemindahan dan perbaikan ICPMS oleh teknisi 

12. Melakukan pengajuan perbaikan AC Ruang Staf Pangan pada aplikasi MIDAL 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat 

diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan 

dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus 

menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian 

kinerja.  

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 
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sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukkan dan 

pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Terutama untuk 

indikator baru pada target renstra 2025-2029 ini perlu dilakukan reviu dan analisis 

terhadap target seperti indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan, karena untuk triwulan 2 ini hanya tersisa 1 sampel, jadi tidak akan 

merubah capaian kinerja secara signifikan.  

 

I. MITIGASI  RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

terdapat beberapa resiko terkait kegiatan sampling dan pengujian yang perlu dilakukan 

mitigasi risiko antara lain: 

1. Alat laboratorium berisiko mengalami kerusakan yang dapat mengganggu 

pemenuhan pencapaian timeline pengujian. 

2. Pengujian parameter kritis baik kimia maupun mikrobiologi tidak dapat dipenuhi 

sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 

3. Proses penerimaan sampel baik dari sisi waktu pemrosesan maupun pemenuhan 

persyaratan kondisi sampel yang diterima yang berpotensi menyebabkan 

keterlambatan proses pengujian sampel ke laboratorium 

4. Ketersediaan baku pembanding, baku kontrol, reagen dan media untuk pengujian 

baik uji rutin, PK3, uji profisiensi, uji kolaborasi dan uji banding. Hal ini dapat 

mengganggu dalam pemenuhan timeline pengujian termasuk pada akurasi 

perencanaan pengadaan barang yang dibutuhkan 

5. Potensi kerusakan sampel pada proses pengiriman sampel Regional Manado 

sehingga berpengaruh pada penurunan mutu sampel 

6. Sampel balai dan regional masuk di laboratorium tidak sesuai dengan renlak yang 

telah disepakati 

7. Kesimpulan hasil uji laboratorium masih menggunakan singkatan MS atau TMS 

dalam dokumen laporan hasil uji 

8. Pelaporan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat tidak tertib dilaporkan ke bidang 

pemeriksaan 

9. Kerusakan Fasilitas Gedung Laboratorium 

10. Pernyataan rentang suhu ruangan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan 

11. Pemalsuan Dokumen Laporan Hasil Pengujian dan Surat Rekomendasi 
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Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau 

dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:  

1. Pengelolaan pemeliharaan berkala utilitas pendukung seperti kelistrikan yang 

pelaksanaanya didukung melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal 

(MIDAL V.2), 

2. Perencanaan ketersediaan baku pembanding dan reagen untuk memenuhi 

pengujian parameter kritis 

3. Komunikasi dan koordinasi dengan petugas admin sampel 

4. Pembuatan sistem yang terkait stok baku pembanding, baku kontrol, reagen dan 

media yang dapat diakses oleh user di laboratorium. Pengadaan reagen 

berdasarkan stok dan pemakaian, 

5. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik internal 

BBPOM di Manado seperti petugas sampling, admin sampel, dengan pihak 

eksternal pada cakupan laboratorium regional dilakukan melalui monitoring evaluasi 

secara periodic 

6. Penyampaian kepada petugas sampling di Regional Manado untuk melakukan 

pengemasan sampel yang baik dan mampu untuk melindungi sampel dalam proses 

pengiriman. 

7. Koordinasi dan komunikasi dengan laboratorium regional dalam pelaksanaan 

sampling sesuai renlak yang telah disusun 

8. Sosialisasi kepada penguji untuk tidak menggunakan singkatan dalam melaporkan 

Kesimpulan hasil uji 

9. Koordinasi dengan pihak terkait dan monitoring secara berkala untuk pelaporan 

hasil uji sampel tidak memenuhi syarat ke bidang pemeriksaan 

10. Pengelolaan pemeliharaan berkala fasilitas gedung laboratorium pendukung 

melalui aplikasi Monitoring Administrasi Layanan Internal (MIDAL V.2) 

11. Koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini penanggung jawab ruangan untuk 

melakukan monitoring suhu ruangan laboratorium secara berkala  

12. Melakukan crosscheck hasil pengujian secara bertingkat, mulai dari penyelia hingga 

Manajer Teknis Pengujian 
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IKSK.1.6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 226 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja 

BBPOM di Manado 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

33,00 50,00 151,52 Tidak dapat 
disimpulkan 

 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi  yang diberikan 

oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan 

tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi 

hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana  produksi, distribusi, saryanfar baik yang 

Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan 

yang dimaksud adalah pihak yang  berwenang dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, antara lain: 

¶ Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang  melakukan kegiatan usaha 

baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); 

¶ Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, 

maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)  

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa  pembinaan, peringatan, 

peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau 

tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana 

distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media 

lokal, KPID),  hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. 

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Catatan: Dasar 

penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan 

pedoman tindak lanjut pengawasan  
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Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan = (A+B)/2 

Keterangan : 

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi 

yang diberikan kepada pelaku usaha x 100% 

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi 

yang diberikan kepada lintas sektor x 100% 

 

Target Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada 

triwulan 1 tahun 2025 sejumlah 33%. Target indikator kinerja setiap bulan ditetapkan 

kumulatif, dengan peningkatan target setiap bulan. 

Realisasi kinerja pada triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat mencapai target, yaitu 

jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi pada triwulan 1 tahun 2025 

sebesar 50%, jauh di atas target yang di tetapkan pada triwulan 1 yaitu sebesar 33%, 

dengan persentase capaian sebesar 151,52 %. Sehingga, kriteria capaian ñtidak dapat 

disimpulkanò karena melebihi 110%. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN SEBELUMNYA 

Tabel 3. 237 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder  

Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

33 50,00 151,52 - - - - - - - - - 

Tidak dapat disimpulkan - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian  

Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder baru dapat dilakukan 

pengukuran periode triwulan 1 tahun 2025, sehingga belum dapat diperbandingkan. 
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C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025  

Tabel 3. 24 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan  

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder            
Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

98,00 50,00 51,02 

Perlu Upaya Keras 
 
 
 

 

Target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder setiap bulan 

ditetapkan kumulatif, dengan peningkatan target setiap bulan dan target tahunan pada 

bulan ke 12 yaitu sebesar 98%. Perbandingan realisasi pada triwulan 1 tahun 2025 

dengan target tahunan masih cukup jauh dibawah, dengan realisasi sebesar 50%, dan 

persentase capaiannya baru sebesar 51,02%. Perlu upaya keras untuk mencapai target 

tahunan yang telah ditetapkan mendekati 100%.  Namun, indikator kinerja  Persentase 

keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan pengukuran secara kumulatif, menggambarkan 

proses keberlanjutan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga 

seiring bertambahnya waktu di Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 jumlah 

rekomendasi yang diterbitkan dan jumlah tindak lanjut akan semakin banyak yang mana 

realisasi akan diupayakan dapat mendekati dan bahkan mencapai target yang 

ditetapkan di akhir tahun 2025 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA  

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada 

Triwulan 1 tahun 2025 jauh melampaui target sebesar 151,52%, sehingga kriteria 

capaian Tidak dapat disimpulkan. Target pada triwulan 1 tahun 2025 berdasarkan 

perencanaan ditetapkan target sebesar 33%. Realisasi indikator kinerja pada periode 

triwulan 1 tahun 2025 sebesar 50%, Dimana rekomendasi yang disampaikan kepada 

pelaku usaha sejumlah 34 rekomendasi telah ditindaklanjuti sejumlah 17, serta 
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rekomendasi kepada lintas sektor sejumlah 2 rekomendasi telah ditindaklanjuti 1 

rekomendasi. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator kinerja 

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan pendekatan langsung kepada 

pelaku usaha serta lintas sektor melalui penanggung jawab atau pun pemilik usaha 

untuk mendapatkan feedback dari rekomendasi yang telah disampaikan. Pendekatan 

langsung tersebut dilakukan oleh petugas yang melakukan pengawasan terhadap 

sarana produksi, sarana distribusi, serta pengawasan iklan yang dilaksanakan. Melalui 

pendekatan tersebut, beberapa hal yang menjadi kendala dalam menjawab 

rekomendasi dapat diidentifikasi dan ditemukan solusinya. 

Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dipengaruhi 

oleh indikator kinerja lainnya. Hal ini disebabkan rekomendasi yang diterbitkan 

merupakan salah satu rangkaian output dari pemeriksaan sarana, baik sarana produksi, 

pemeriksaan sarana distribusi, serta pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang merupakan indikator kinerja yang berbeda. Pada tahun 2025, indikator 

kinerja tersebut mengalami perubahan baik secara definisi operasional maupun 

perhitungan dalam mencapai target indikator kinerja. Berkaitan dengan perubahan 

definisi operasional dan cara perhitungan dalam mencapai target indikator kinerja 

pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, serta pengawasan iklan 

sediaan farmasi dan pangan olahan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah 

rekomendasi yang diterbitkan. Hal ini karena ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan 

hasil pemeriksaan serta kesesuaian penetapan sanksi dan penerbitan surat tindak lanjut 

hasil pemeriksaan menjadi salah satu penilaian dalam mencapai target pada indikator 

kinerja yang berkaitan dengan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana 

distribusi, serta pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sehingga, 

semakin banyak rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan maka akan semakin 

meningkatkan tantangan dalam mencapai target indikator kinerja. 

Disamping itu, Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

merupakan indikator kinerja yang sulit dikendalikan. Karena, indikator kinerja  

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berkaitan dengan pihak eksternal di luar 

instansi Balai Besar POM di Manado, dimana feedback dari pihak eksternal tersebut 
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yang menjadi ukuran tercapainya target kinerja. Sehingga, beberapa hal yang menjadi 

kendala dalam pemenuhan rekomendasi yang disampaikan kepada stakeholder diluar 

kendali dari Balai Besar POM di Manado. 

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan kendala-kendala dalam penetapan 

target yang optimal Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

yang menyebabkan target indikator kinerja tidak dapat tercapai secara optimal. Selain 

itu, adanya perubahan pada target setiap bulan dari yang sebelumnya flat, menjadi 

kumulatif menjadi penyebab lainnya tidak tercapainya target kinerja. Target kumulatif 

artinya target ditetapkan setiap bulan meningkat sampai dengan bulan ke 12 yang 

merupakan target tahunan. Hal tersebut menambahkan bahwa baseline realisasi tahun 

sebelumnya (tahun 2024) kurang relevan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan 

target. Namun dengan target kumulatif, menggambarkan proses keberlanjutan tindak 

lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga seiring bertambahnya waktu di 

Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 jumlah rekomendasi yang diterbitkan dan jumlah 

tindak lanjut akan semakin banyak yang mana realisasi akan diupayakan dapat 

mendekati dan bahkan mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun 2025. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / 

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Dalam mencapai target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

diciptakan beberapa inovasi, salah satunya adalah Lapor OM (Laporan Obat dan 

Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat sebagai tools pelaporan petugas yang 

melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta sebagai kertas kerja bagi ketua 

tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh petugas. 

Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian indikator kinerja dapat 

dilakukan pemantauan secara realtime. 

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada 

Triwulan 1 tahun 2025 jauh melampaui target sebesar 151,52%, sehingga kriteria 

capaian Tidak dapat disimpulkan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat 

menunjang capaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada 22 ï 24 Januari 2025 
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2. Kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi 

3. Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 

4. Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan 

5. Kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan 

6. Tools Lapor OM yang merupakan Tools yang diciptakan untuk memudahkan dalam 

monitoring pelaporan kinerja tim dan monitoring indikator kinerja 

7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan   

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti 

oleh stakeholder 

689.000 689.000 100 151,52 0,52 Efisien 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder termasuk dalam kriteria Efisien, dengan Tingkat efisiensi 

0,06. Tingkat efisiensi anggaran dapat tercapai karena persentase realisasi anggaran 

selaras dengan persentase capaian indikator kinerja. Pada triwulan 1 tahun 2025, 

penggunaan sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung 

indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu perjalanan dinas 

petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi dan pemeriksaan 

sarana produksi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan 

dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 
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APBN TA 2025, Balai Besar POM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Pagu anggaran tahun 2025 

yang dialokasikan untuk indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 

sebesar Rp. 33.404.000. Namun dengan adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat 

digunakan menjadi Rp. 19.900.000. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM 

nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut Balai 

Besar POM di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada 

PAGU awal sesuai arahan. Seiring dengan Anggaran tersebut selanjutnya akan 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan, pembinaan stakeholder, serta 

peningkatan kompetensi petugas. Revisi anggaran sehubungan dengan relaksasi 

PAGU anggaran untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025.  

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN KINERJA) 

 Sebagai upaya mengoptimalkan capaian dan realisasi sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Agenda NGEBOM ( Ngobrol Membahas Obat dan Makanan) dengan materi diskusi 

pedoman tindak lanjut. 

2. melakukan monitoring capaian di triwulan 2-4 jika capaian masih tidak dapat 

disimpulkan akan dilakukan exercise revisi target RAPK. 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

 Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Rencana aksi yang 

dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien 

untuk pencapaian kinerja. 

 BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 
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sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder. 

 

I. MITIGASI  RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

 Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh 

stakeholder terdapat risiko yaitu target rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh 

stakeholder/pemangku kepentingan belum tercapai. Terkait dengan risiko tersebut telah 

dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa 

aktivitas sebagai berikut : 

1. Dalam setiap pemeriksaan, selain meminta nomor pemilik sarana juga meminta 

nomor penanggung jawab, sehingga penanggung jawab dapat disampaikan melalui 

pesan singkat  

2. Petugas menyampaikan pembinaan secara langsung terkait penyusunan 

CAPA/TPP kepada Penanggung Jawab dan atau pelaku usaha, sekaligus 

melakukan follow up CAPA/TPP agar dapat di segera direspon  

3. Jika tidak terdapat respon dari Pelaku usaha atau penanggung jawab sarana 

terhadap surat rekomendasi yang dikirimkan oleh petugas, maka petugas tidak 

dapat mengklaim sarana yang diperiksa sebagai kinerja 

 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapainya target 

indikator kinerja persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan 
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IKSK.1.7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 

Tabel 3. 268 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 
 Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan  

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja 

BBPOM di Manado 

Persentase 

Sarana Produksi 

Sediaan Farmasi 

yang Diperiksa 

dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

94 100 106,38 Sangat 

Baik 

 
Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi mencakup berbagai jenis fasilitas, 

antara lain Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, serta Sarana 

Khusus seperti Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah 

Sakit. Selain itu, sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat 

bahan alam, dan/atau suplemen kesehatanðbaik untuk seluruh tahapan maupun 

sebagian tahapan produksiðmeliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan 

alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, dan industri suplemen 

kesehatan. Fasilitas produksi kosmetik juga menjadi objek pengawasan, termasuk 

industri kosmetik golongan A dan golongan B. Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap 

sarana-sarana tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari 

perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi, pelaporan hasil, hingga pemberian 

tindak lanjut atas hasil pengawasan. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang 

telah ditetapkan dalam pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait. 

 

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan BBPOM di Manado diperoleh dengan rumus sebagai berikut  

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan: = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan 

Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan. 
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Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja yang baru pada tahun 2025, serta 

merupakan tahun awal periode Renstra periode 2025-2029. Pada triwulan 1 tahun 2025 

telah dilaksanakan pemeriksaan sarana pada sarana 1 sarana produksi Obat Bahan 

Alam yang termasuk dalam golongan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 

Berdasarkan perhitungan realisasi dari pemeriksaan UKOT tersebut, realisasi pada 

triwulan 1 sejumlah 100%. Realisasi tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan 

yaitu 94%, dengan persentase capaian 106,38% dan kriteria ñSangat Baikò. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 
SEBELUMNYA 

Tabel 3. 27 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang  
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan  

Triwulan 1 Tahun 2025 Dengan Triwulan Sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

94 100 106,38 - - - - - - - - - 

Sangat Baik    

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan baru dilakukan pengukuran periode triwulan 1 

tahun 2025, sehingga belum dapat diperbandingkan. 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025 

Tabel 3. 28 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang  
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan  

Triwulan 1 Tahun 2025 Terhadap Target  Tahun 2025 

Indikator Kinerja  
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase Sarana 

Produksi Sediaan Farmasi 

yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

94 100 106,38 
Tercapai/Melampaui 

 
 
 

  

Target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan pada saat perencanaan flat 

setiap bulan, sehingga target tahunan dan target per triwulan sama yaitu sebesar 94%. 
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Realisasi indikator kinerja triwulan 1 tahun 2025 dapat mencapai target tahun 2025, 

dengan persentase capaian 106,38 dan kriteria Tercapai/Melampaui. Pada triwulan 1, 

output sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sejumlah 1 sarana dari target 

output tahun 2025 sejumlah 3 sarana. Sesuai dengan perencanaan, target sarana 

produksi akan direalisasikan 100% pada triwulan 2 tahun 2025. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan pengukuran kinerja terhadap output sarana 

produksi sediaan farmasi yang dilakukan pengawasan. Sarana produksi sediaan farmasi 

yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado yaitu hanya industri Obat 

Bahan Alam (OBA) yang mencakup Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha 

Kecil Obat Tradisional (UKOT). Target output sarana produksi OBA pada tahun 2025 

sejumlah 3 sarana, yaitu 2 sarana UMOT dan 1 sarana UKOT. 

Pengukuran indikator kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 dilakukan pengukuran secara 

mandiri menggunakan Tools penilaian mandiri yang telah disusun oleh unit pengampu 

serta telah disepakati bersama oleh unit pengampu, unit pelaksana teknis, serta Biro 

Perencanaan dan Keuangan. Parameter perhitungan indikator kinerja yang diukur 

meliputi kesesuaian realisasi dengan perencanaan, kesesuaian waktu pelaporan, 

ketepatan dalam pengambilan Kesimpulan hasil pemeriksaan, serta kesesuaian dalam 

tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap sarana produksi OBA yang telah 

dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2025, sejumlah 1 sarana telah dilakukan 

pengawasan. Realisasi indikator kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat tercapai dengan kriteria Sangat 

Baik. Tercapainya target indikator kinerja sarana produksi Sediaan Farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan perencanaan pemeriksaan 

sarana produksi yang tepat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta 

kompetensi dan komitmen petugas yang baik sehingga pelaksanaan sarana produksi 

OBA dilaksanakan sesuai ketentuan, dilaporkan tepat waktu, dan ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan. 

 



  

  

115 
  

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Capaian indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 dapat 

mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik. Dalam mencapai target 

indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diciptakan beberapa inovasi, salah satunya adalah 

Lapor OM (Laporan Obat dan Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat sebagai tools 

pelaporan petugas yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta sebagai 

kertas kerja bagi ketua tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan kinerja yang 

dilakukan oleh petugas. Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian 

indikator kinerja dapat dilakukan pemantauan secara realtime. Selain itu, terdapat 

inovasi Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang dibangun karena terdapat 

kebutuhan penyajian data yang tidak dapat diakomodasi pada portal pelaporan pusat 

SIPT, yaitu terkait dengan pembobotan risiko dari sarana yang dilakukan pemeriksaan 

serta penyajian data lainnya yang kurang fleksibel. Berbagai kegiatan lainnya yang 

menunjang capaian kinerja lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada 22 ï 24 Januari 2025 

2. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua tim 

kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 28 

Februari 2025 

3. Inovasi Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang merupakan inovasi 

internal dalam pelaporan hasil pemeriksaan sarana 

4. Tools Lapor OM yang merupakan Tools yang diciptakan untuk memudahkan dalam 

monitoring pelaporan kinerja tim dan monitoring indikator kinerja 

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan 
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F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 29  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Sarana Produksi 
Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 

Sarana Produksi 

Sediaan 

Farmasi yang 

Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai 

Ketentuan 

689.000 689.000 100 106,38 0,06 Efisien 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

termasuk dalam kriteria Efisien, dengan Tingkat efisiensi 0,06. Tingkat efisiensi 

anggaran dapat tercapai karena persentase realisasi anggaran selaras dengan 

persentase capaian indikator kinerja. Pada triwulan 1 tahun 2025, penggunaan sumber 

daya anggaran dimanfaatkan untuk perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan 

inspeksi sarana produksi sediaan farmasi sejumlah 1 sarana dan pemeriksaan sarana 

produksi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan 

dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Pagu anggaran yang 

dialokasikan untuk indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar Rp. 33.404.000. Namun dengan 

adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat digunakan menjadi Rp. 19.900.000. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 
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relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut Balai 

Besar POM di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada 

PAGU awal sesuai arahan. Seiring dengan Anggaran tersebut selanjutnya akan 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan, pembinaan stakeholder, serta 

peningkatan kompetensi petugas. Revisi anggaran sehubungan dengan relaksasi pagu 

anggaran untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025.  

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan 1 tahun 2025 untuk 

mempertahankan capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yaitu : 

1. Melakukan penyesuaian renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi 

setelah relaksasi anggaran. 

2. Agenda NGEBOM ( Ngobrol Membahas Obat dan Makanan) dengan materi diskusi 

pedoman tindak lanjut (April 2025). 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan 

pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase Sarana 

Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. 
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I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa risiko 

sebagai berikut :  

1. Target pemeriksaan sarana tidak tercapai 

2. Benturan kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan 

sarana distribusi 

3. Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pengawasan 

sarana produksi 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian 

dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Memberdayakan pegawai dibagian lain untuk ikut serta dalam pemeriksaan sarana. 

2. Penggunaan transportasi Alternative lainnya 

3. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai khususnya pegawai di bagian 

pemeriksaan  

4. Pemeriksaan selalu dalam bentuk tim  

5. Pengawasan dari atasan langsung yaitu dengan membentuk tim pengawasan 

dengan komposisi yang berbeda  

6. Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh ketua tim 

7. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Manado 2) Seluruh 

pegawai menandatangani Pakta Integritas  

8. Informasi melalui media social, banner, dan baliho terkait pengaduan masyarakat 

terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai BBPOM di Manado, 

termasuk Wistle blowing system pengaduan oleh pegawai terhadap pegawai yang 

mungkin melakukan penyimpangan 

 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko 

tersebut telah tertuang dalam dokumen daftar risiko Balai Besar POM di Manado 

semester 1 tahun 2025. 
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IKSK.1.8 Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan  

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 30 Persentase Sarana produksi Pangan Olahan  yang  
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di 

Manado 

Persentase 

Sarana produksi 

Pangan Olahan 

yang Diperiksa 

dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

90 - - - 

 
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut dilakukan 

terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, termasuk Industri Rumah 

Tangga Pangan (IRTP), yang dianggap berisiko, sesuai dengan pedoman pemeriksaan 

dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran ini juga mencakup aspek pengelolaan data 

sarana produksi pangan olahan yang menjadi objek pengawasan. Fasilitas produksi 

yang dimaksud meliputi sarana yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, 

izin edar IRTP, serta pangan olahan yang ditujukan untuk ekspor atau digunakan 

sebagai bahan baku bagi sarana produksi lainnya. Pemeriksaan dan tindak lanjut 

terhadap sarana-sarana tersebut dilakukan oleh UPT sesuai ketentuan yang berlaku, 

dengan memperhatikan ketersediaan dan pengelolaan data yang akurat, serta 

kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, pedoman 

tindak lanjut hasil pengawasan, SOP, dan pedoman lainnya. Dua aspek utama yang 

menjadi tolok ukur adalah ketepatan waktu dalam menindaklanjuti temuan serta 

kesesuaian bentuk tindak lanjut, termasuk koordinasi yang dilakukan dengan lintas 

sektor terkait hasil pengawasan. 

 

Persentase Sarana produksi Pangan Olahan  yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan BBPOM di Manado diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase Sarana produksi Pangan Olahan  yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan  = (Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / 

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa)  x 100%   
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Keterangan: 

¶ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan 

dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. 

¶ Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah 

ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu: 

a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan 

hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 

pada bulan berikutnya; 

b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. 

TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah 

pemeriksaan sarana. 

c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan 

pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, 

dimana jika hasil: 

a. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading 

sebagai A (MK) 

b. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK) 

c. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK) 

d) kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari 

penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. 

Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi. 

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi 

seluruh aspek tersebut diatas. 

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM: 

¶ Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT 

yang melaksanakan audit  

¶ Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana 

produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit 

Agar ditambahkan link tools self assessment UPT 

 

Target Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai dengan perencanaan ditetapkan flat 

sebesar 90%. Pada triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat diukur 

disebabkan belum terdapat tools pengukuran kinerja dari unit pengampu sehingga 

belum terdapat realisasi pada triwulan 1 tahun 2025.  
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A.    PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN  

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 31 Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 
Sesuai Ketentuan Triwulan 1Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

90% - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

Target Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai dengan perencanaan ditetapkan 

flat sebesar 90%. Pada triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat 

diukur disebabkan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam 

proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I 

pada tanggal 16 April 2025 sehingga belum terdapat realisasi maupun dibandingkan 

pada triwulan 1 tahun 2025. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 2025 

 
Tabel 3. 32 Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 
Kriteria thd Target 2025 

Persentase Sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

90 - - - 

 

Target Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai dengan perencanaan ditetapkan flat 

sebesar 90%. Pada triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat diukur 

disebabkan belum terdapat tools pengukuran kinerja dari unit pengampu sehingga 

belum terdapat realisasi pada triwulan 1 tahun 2025. 
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C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Target Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sesuai dengan perencanaan ditetapkan 

flat sebesar 90%. Pada triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat 

diukur disebabkan belum terdapat tools pengukuran kinerja dari unit pengampu 

sehingga belum terdapat realisasi pada triwulan 1 tahun 2025. Oleh karena itu, pada 

triwulan 1 ini, indikator kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ini merupakan salah satu dari beberapa 

indikator yang dikeluarkan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi. Tentunya 

diharapkan agar perhitungan indikator ini dapat segera dapat dilakukan perhitungan 

agar dapat menunjang capaian dari unit kerja Balai Besar POM di Manado. 

Pada triwulan 1 tahun 2025 output pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sejumlah 7 sarana produksi pangan. Sarana produksi 

pangan meliputi sarana produksi pangan olahan (MD) sejumlah 6 sarana dan sarana 

produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sejumlah 1 sarana. Pemeriksaan 

sarana produksi pangan olahan tersebut telah sesuai dengan perencanaan, Dimana 

perencanaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sejumlah 6 sarana, dan 

terealisasi 7 sarana. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan lebih 

dari perencanaan awal karena terdapat informasi hasil pengujian sampel yang 

diproduksi oleh sarana produksi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di 

Manado yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan 

sarana untuk identifikasi ketidaksesuaian dan pembinaan kepada pelaku usaha. 

 

D. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Capaian indikator kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan pada triwulan 1 belum dapat diukur, 

disebabkan belum terdapat tools pengukuran kinerja dari unit pengampu sehingga 

belum terdapat realisasi pada triwulan 1 tahun 2025. Dalam mencapai target indikator 

kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai ketentuan diciptakan beberapa inovasi, salah satunya adalah Lapor OM 

(Laporan Obat dan Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat sebagai tools pelaporan petugas 

yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta sebagai kertas kerja bagi 

ketua tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh 
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petugas. Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian indikator 

kinerja dapat dilakukan pemantauan secara realtime. Selain itu, terdapat inovasi 

Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang dibangun karena terdapat 

kebutuhan penyajian data yang tidak dapat diakomodasi pada portal pelaporan pusat 

SIPT, yaitu terkait dengan pembobotan risiko dari sarana yang dilakukan pemeriksaan 

serta penyajian data lainnya yang kurang fleksibel. Berbagai kegiatan yang menunjang 

capaian kinerja lainnya adalah sebagai berikut : 

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan tahun 2025, meliputi jumlah output 

sarana produksi pangan olahan yang diperiksa setiap bulan. 

2. Penyusunan prioritas sarana produksi pangan olahan untuk menentukan target 

sarana produksi pangan olahan yang akan diperiksa pada tahun 2025. 

3. Penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan 

bulanan, meliputi jumlah, sarana yang diperiksa, petugas yang melakukan 

pemeriksaan, hingga perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

4. Penyusunan tools monitoring Lapor OM yang merupakan tools dalam monitoring 

pelaporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas, sekaligus sebagai 

tools bagi ketua tim dalam monitoring capaian kinerja 

5. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun 

6. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tepat waktu 

7. Mengikuti kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang 

dilaksanakan pada 22 ï 24 Januari 2025 

8. Melakukan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua 

tim kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 

28 Februari 2025 

9. Inovasi Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang merupakan inovasi 

internal dalam pelaporan hasil pemeriksaan sarana. 
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E. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3.339 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  Indikator Persentase Sarana produksi 
Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase Sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang 

Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

Sesuai Ketentuan 

689.000 689.000 100 - - - 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sesuai Ketentuan belum dapat diukur, hal ini karena indikator kinerja belum dapat 

dilakukan pengukuran pada triwulan 1 tahun 2025 berkaitan tools pengukuran indikator 

kinerja yang belum ditetapkan oleh unit pengampu. Pada triwulan 1 tahun 2025, 

penggunaan sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk perjalanan dinas petugas 

dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi pangan olahan sejumlah 7 sarana. 

Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan 

efisien untuk mencapai target indikator kinerja.  

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, Balai Besar POM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Pagu anggaran yang 

dialokasikan untuk indikator kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Sesuai Ketentuan sebesar Rp. 

33.404.000. Namun dengan adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat digunakan 

menjadi Rp. 19.900.000. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 
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relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut Balai 

Besar POM di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada 

PAGU awal sesuai arahan. Anggaran tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk 

pelaksanaan pengawasan, pembinaan stakeholder, serta peningkatan kompetensi 

petugas. Revisi anggaran sehubungan dengan relaksasi PAGU anggaran untuk 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025. 

 

F. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan 2 tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

1. Agenda NGEBOM ( Ngobrol Membahas Obat dan Makanan) dengan materi diskusi 

pedoman tindak lanjut.  

2. Melakukan koordinasi terikait dengan ketersediaan tools pengukuran indikator 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan Kepada biro perencanaan dan keuangan serta unit pengampu. 

 

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan 

pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase Sarana 

produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. 
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H. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan 

Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa risiko 

sebagai berikut :  

1. Target pemeriksaan sarana tidak tercapai 

2. Benturan kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan 

sarana distribusi 

3. Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pengawasan 

sarana produksi 

 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian dan 

atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Memberdayakan pegawai dibagian lain untuk ikut serta dalam pemeriksaan sarana. 

2. Penggunaan transportasi Alternatif lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan 

sarana 

3. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai khususnya pegawai di bagian 

pemeriksaan  

4. Pemeriksaan selalu dalam bentuk tim  

5. Pengawasan dari atasan langsung yaitu dengan membentuk tim pengawasan 

dengan komposisi yang berbeda  

6. Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh ketua tim 

7. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Manado 2) Seluruh 

pegawai menandatangani Pakta Integritas  

8. Informasi melalui media social, banner, dan baliho terkait pengaduan masyarakat 

terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai BBPOM di Manado, 

termasuk Wistle blowing system pengaduan oleh pegawai terhadap pegawai yang 

mungkin melakukan penyimpangan 

 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko 

tersebut telah tertuang dalam dokumen daftar risiko Balai Besar POM di Manado 

semester 1 tahun 2025. 
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IKSK.1.9 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 

Tabel 3. 3410 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang  
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di 

Manado 

Persentase 

Fasilitas Distribusi 

Sediaan Farmasi 

yang Diperiksa 

dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

89,25 - - - 

 
a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki 

kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:  

¶ Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi 

Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian; 

¶ Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, 

Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan 

peratuaran perundang-undangan; 

¶ Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen 

kesehatan  yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang 

pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, 

depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; 

¶ Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu 

fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik 

notifikasi.  

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang 

diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah 

diperiksa pada tahun berjalan 

c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa 

adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah 

diperiksa pada tahun berjalan. 

d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan 

tindak lanjut hasil pengawasan 
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e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-

undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,  pedoman tindak 

lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.  

 

Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan BBPOM di Manado diperoleh dengan rumus sebagai berikut  

Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan : Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan  = (A+B+C) / 3 

 

Keterangan:  

A : Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

B :  Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

C : Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan. 

Target Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan flat sebesar 89,25%. Pada 

triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat diukur disebabkan belum 

terdapat tools pengukuran kinerja dari unit pengampu sehingga belum terdapat realisasi 

pada triwulan 1 tahun 2025. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 3511 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

89,25 - - - - - - - - - - - 

- - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

 



  

  

129 
  

Pada triwulan 1 tahun 2025, indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi 

Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum dapat 

diukur disebabkan belum manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih 

dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan 

triwulan 1 pada tanggal 16 April 2025. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET  TAHUN 

2025 
Tabel 3. 36 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025 

Indikator Kinerja  
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase Fasilitas 

Distribusi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

89,25 - - - 

 

Penetapan target indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan flat, sehingga 

target tahunan sama dengan target triwulan yaitu sebesar 89,25. Namun, pada triwulan 

1 tahun 2025 realisasi indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi 

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum dapat diukur karena belum 

ditetapkannya pengukuran kinerja serta  tools pengukuran kinerja dari unit pengampu. 

Dengan demikian, realisasi triwulan 1 belum dapat diperbandingkan dengan target 

tahunan. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Pada triwulan 1 tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Fasilitas 

Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

belum dapat diukur karena belum ditetapkannya pengukuran kinerja serta  tools 

pengukuran kinerja dari unit pengampu. Oleh karena itu, pada triwulan 1 ini, indikator 

kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ini merupakan salah satu dari beberapa indikator 

yang dikeluarkan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi. Tentunya diharapkan 

agar perhitungan indikator ini dapat segera dapat dilakukan perhitungan agar dapat 

menunjang capaian dari unit kerja Balai Besar POM di Manado. 
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Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi pada triwulan 1 telah 

dilaksanakan total sejumlah 37 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi farmasi 

meliputi sarana distribusi obat sejumlah  17 sarana, pemeriksaan sarana distribusi 

Obat Bahan alam (OBA) sejumlah 2 sarana, pemeriksaan sarana Suplemen 

Kesehatan (SK) sejumlah 2 sarana, serta pemeriksaan sarana distribusi kosmetik 

sejumlah 16 sarana. 

Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi pada triwulan 1 

tahun 2025, diantaranya termasuk juga pelaksanaan intensifikasi pengawasan 

kosmetik yang dilaksanakan pada 10 hingga 18 Februari 2025. Pelaksanaan 

intensifikasi pengawasan kosmetik difokuskan pada sarana distribusi kosmetik yang 

telah menjadi target pengawasan berdasarkan track record hasil pengawasan yaitu 

di kota Manado. Hasil intensifikasi yang dilaksanakan, didapatkan temuan kosmetik 

yang illegal, mengandung bahan berbahaya, serta temuan kosmetik lainnya dengan 

jumlah 562 item kosmetik, dengan kemasan terkecil sejumlah 4348 pieces, serta 

dengan taksiran nilai ekonomi Rp. 102.769.550. Hasil pengawasan intensifikasi 

pengawasan kosmetik tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Pengawasan 

Kosmetik Badan POM. Selain itu beberapa produk kosmetik hasil pengawasan 

dikirimkan untuk keperluan Konferensi Pers oleh Kepala Badan POM. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN 

PERNYATAAN KINERJA 

Capaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 belum dapat 

diukur karena belum ditetapkannya pengukuran kinerja serta  tools pengukuran kinerja 

dari unit pengampu. Dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Fasilitas 

Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

diciptakan beberapa inovasi, salah satunya adalah Lapor OM (Laporan Obat dan 

Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat sebagai tools pelaporan petugas yang 

melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta sebagai kertas kerja bagi ketua 

tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh petugas. 

Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian indikator kinerja dapat 

dilakukan pemantauan secara realtime. Selain itu, terdapat inovasi Elektronik Laporan 

Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang dibangun karena terdapat kebutuhan penyajian data 

yang tidak dapat diakomodasi pada portal pelaporan pusat SIPT, yaitu terkait dengan 

pembobotan risiko dari sarana yang dilakukan pemeriksaan serta penyajian data lainnya 
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yang kurang fleksibel. Berbagai kegiatan yang menunjang capaian kinerja lainnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan tahun 2025, meliputi jumlah output 

sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa setiap bulan. 

2. Penyusunan prioritas sarana distribusi obat dan sarana pelayanna kefarmasian, 

sarana distribusi OBA, sarana distribusi SK, serta sarana distribusi kosmetik untuk 

menentukan target sarana distribusi sediaan farmasi yang akan diperiksa pada tahun 

2025. 

3. Penyusunan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi 

bulanan, meliputi jumlah, sarana yang diperiksa, petugas yang melakukan 

pemeriksaan, hingga perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

4. Penyusunan tools monitoring Lapor OM yang merupakan tools dalam monitoring 

pelaporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas, sekaligus sebagai 

tools bagi ketua tim dalam monitoring capaian kinerja 

5. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun 

6. Pelaporan hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tepat waktu 

7. Mengikuti kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang 

dilaksanakan pada 22 ï 24 Januari 2025 

8. Melakukan sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua 

tim kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 

28 Februari 2025 

9. Inovasi Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang merupakan inovasi 

internal dalam pelaporan hasil pemeriksaan sarana. 

 

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 37 Indikator Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Fasilitas Distribusi 
Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase Fasilitas 

Distribusi Sediaan 

Farmasi yang 

Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

16.211.446 16.211.446 100 - - - 
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Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan belum dapat dilakukan pengukuran, hal ini karena indikator kinerja belum 

dapat dilakukan pengukuran pada triwulan 1 tahun 2025 berkaitan tools pengukuran 

indikator kinerja yang belum ditetapkan oleh unit pengampu. Pada triwulan 1 tahun 2025, 

penggunaan sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk perjalanan dinas petugas 

dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi sejumlah 24 sarana. 

Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan 

efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, pagu pemeriksaan sarana distribusi yang dapat dimanfaatkan kurang lebih 

30% dari total paguawal. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar POM di 

Manado melakukan excercise untuk penurunan target pengawasan sarana distribusi 

kepada unit pengampu dan juga Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut BBPOM 

di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada PAGU awal 

sesuai arahan. Seiring dengan relaksasi anggaran, maka dilakukan exercise kambali 

dan penyusunan perencanaan mengikuti relaksasi PAGU anggaran. Anggaran tersebut 

selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan, pembinaan 

stakeholder, serta peningkatan kompetensi petugas. Revisi anggaran sehubungan 

dengan relaksasi pagu anggaran untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 

triwulan 2 tahun 2025. 
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN KINERJA) 

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan 2 tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Agenda NGEBOM dengan materi diskusi pedoman tindak lanjut 

2. Melakukan koordinasi terikait dengan ketersediaan tools pengukuran indikator 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan Kepada biro perencanaan dan keuangan serta unit pengampu 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan 

pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase Fasilitas 

Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, 

walaupun pada triwulan 1 indikator kinerja belum dapat diukur, namun kegiatan 

pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi akan tetap dilaksanakan sesuai 

perencanaan. 

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa risiko 

sebagai berikut :  

1. Target pemeriksaan sarana tidak tercapai 

2. Meningkatnya penjualan kosmetika dan pangan yang tidak sesuai ketentuan 

menjelang hari raya 
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3. Maraknya penyalagunaan obat di masyarakat 

4. Masyarakat resisten terhadap penggunaan antibiotik 

5. Benturan kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan 

sarana distribusi 

6. Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pengawasan 

sarana distribusi 

 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian 

dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Memberdayakan pegawai dibagian lain untuk ikut serta dalam pemeriksaan sarana. 

2. Penggunaan transportasi Alternatif lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan 

sarana 

3. Intensifikasi kosmetika dan pangan menjelang hari raya serta sosialisasi terkait cara 

pemilihan kosmetika dan pangan yang benar 

4. Penyebaran informasi dan edukasi kepada Masyarakat 

5. Fokus dalam pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan 

kefarmasian rutin ditingkatkan dalam pengawasan dalam hal pengelolaan Obat 

yang berpotensi disalahgunakan. 

6. Pelaksanaan Intensifikasi Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan 

7. Sosialisasi Anti Microbial Resistence (AMR) kepada pelaku usaha. 

8. Penyebaran informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait Bahaya AMR dan 

mendorong melakukan pembelian antibiotic dengan resep  

9. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai khususnya pegawai di bagian 

pemeriksaan  

10. Pemeriksaan selalu dalam bentuk tim  

11. Pengawasan dari atasan langsung yaitu dengan membentuk tim pengawasan 

dengan komposisi yang berbeda  

12. Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh ketua tim 

13. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Manado 2) Seluruh 

pegawai menandatangani Pakta Integritas  

14. Informasi melalui media social, banner, dan baliho terkait pengaduan masyarakat 

terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai BBPOM di Manado, 

termasuk Wistle blowing system pengaduan oleh pegawai terhadap pegawai yang 

mungkin melakukan penyimpangan 
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Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko 

tersebut telah tertuang dalam dokumen daftar risiko Balai Besar POM di Manado 

semester 1 tahun 2025.  

 

IKSK.1.10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan 

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 

Tabel 3. 3812 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan  yang Diperiksa Sesuai Ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di 

Manado 

Persentase 

Sarana 

Distribusi 

Pangan Olahan 

yang Diperiksa 

Sesuai 

Ketentuan 

80 82,50 103,13 Sangat 

Baik 

 

 

 
Sarana distribusi pangan olahan merupakan fasilitas yang menjalankan kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran 

pangan olahan. Pemeriksaan terhadap sarana ini dilakukan melalui beberapa tahapan, 

dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan inspeksi terhadap sarana 

distribusi, pelaporan hasil pengawasan, hingga tindak lanjut berdasarkan temuan yang 

diperoleh. Seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu mengacu 

pada pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penilaian terhadap pelaksanaan 

pengawasan mencakup pemenuhan target jumlah sarana distribusi pangan olahan yang 

diperiksa, ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawasan, serta kesesuaian 

bentuk tindak lanjut yang diberikan, yang dinilai berdasarkan tindak lanjut pertama yang 

dilakukan setelah pemeriksaan sarana. 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang diperiksa sesuai ketentuan:  

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa 

X100%  

 

Keterangan: 

¶ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan 

dilaporkan ke Pusat melalui SIPT 
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¶  Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah  penjumlahan dari 

komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, 

ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu: 

 

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 

100%)   

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang 

diperiksa) x 100%) 

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana 

yang diperiksa) x 100%) 

 

Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan 

merupakan indikator kinerja yang baru pada tahun 2025, serta merupakan tahun awal 

periode Renstra periode 2025-2029. Penetapan target triwulan 1 tahun 2025 indikator 

kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan 

ditetapkan sejumlah 80%. Pada triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan pemeriksaan 

sarana pada sarana 24 sarana distribusi pangan olahan. Berdasarkan perhitungan 

realisasi dari pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tersebut, realisasi pada 

triwulan 1 sejumlah 82,50%. Realisasi tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan 

yaitu 80%, dengan persentase capaian 103,13% dan kriteria ñSangat Baikò. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 39 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan 
Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

80 82,50 103,13 - - - - - - - - - 

Sangat Baik - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

Penetapan target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan 

yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan 1 ditetap sejumlah 80% dengan realisasi 

82,50% dan % capaian 103,13%. Namun, pada periode pelaporan kinerja triwulan 1 
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tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator 

kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan 

baru dilakukan pengukurannya pada triwulan1 tahun 2025. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 
Tabel 3. 40 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang diperiksa sesuai ketentuan 

Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa sesuai 

ketentuan 

80 82,50 103,13 

Tercapai/Melampaui 
 
 
 

 

Target indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang 

diperiksa sesuai ketentuan ditetapkan pada perencanaan flat setiap bulan, sehingga 

target tahunan dan target per triwulan sama yaitu sebesar 80%. Realisasi indikator 

kinerja triwulan 1 tahun 2025 dapat mencapai target tahun 2025, dengan persentase 

capaian 106,38 dan kriteria Tercapai/Melampaui. Pada triwulan 1, output sarana 

distribusi pangan olahan yang diperiksa sejumlah 24 sarana distribusi pangan olahan 

dari target output tahun 2025 sejumlah 144 sarana dengan persentase realisasi output 

16,67%. 

 

D.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang diperiksa sesuai ketentuan 

merupakan pengukuran kinerja terhadap output sarana distribusi pangan olahan yang 

dilakukan pemeriksaan. Sarana distribusi pangan olahan meliputi sarana peredaran 

pangan olahan seperti Supermarket, Hypermart, Minimarket, Toko, serta Kios pangan 

olahan. Target output sarana distribusi pangan olahan pada tahun 2025 sejumlah 144 

sarana, dengan target output sesuai perencanaan sejumlah 24 sarana di triwulan 1. 

Target output kurang dari 25%, hal ini disebabkan adanya isu efisiensi pada bulan 

Februari 2025. Sehingga, target output pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan 

yang direncanakan lebih kecil dibandingkan pada kondisi normal. 

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang 

diperiksa sesuai ketentuan dapat tercapai dengan kriteria Sangat Baik. Tercapainya 

target indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang diperiksa 
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sesuai ketentuan disebabkan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan 

olahan yang tepat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta kompetensi 

dan komitmen petugas yang baik sehingga pelaksanaan sarana distribusi pangan 

olahan dilaksanakan sesuai ketentuan, dilaporkan tepat waktu, dan ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan. 

Pengukuran indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang 

diperiksa sesuai ketentuan pada tahun 2025 dilakukan pengukuran secara mandiri 

menggunakan Tools penilaian mandiri yang telah disusun oleh unit pengampu serta 

telah disepakati bersama oleh unit pengampu, unit pelaksana teknis, serta Biro 

Perencanaan dan Keuangan. Parameter perhitungan indikator kinerja yang diukur 

meliputi kesesuaian realisasi dengan perencanaan, ketepatan tindak lanjut atas hasil 

pemeriksaan, serta kesesuaian waktu pelaporan. 

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan yang 

telah dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2025, sejumlah 24 sarana telah dilakukan 

pengawasan. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang 

dilaksanakan termasuk juga pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan menjelang 

Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025, yang dilaksanakan 5 tahap dari tanggal 24 

Februari 2025 hingga 26 Maret 2025. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan Pangan 

difokuskan pada sarana distribusi pangan serta pengawasan takjil yang telah menjadi 

target pengawasan berdasarkan analisis risiko yaitu di kota Manado, Kota Kotamobagu, 

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota 

Bitung, serta Kota Tomohon. Hasil intensifikasi yang dilaksanakan, hanya didapatkan 

temuan pangan olahan kamasan yang rusak/penyok sejumlah 5 item, dengan jumlah 

kemasan terkecil 9 pieces, dengan nilai ekonomi Rp. 147.500. Hasil intensifikasi tersebut 

menggambarkan kepatuhan pelaku usaha distribusi pangan yang baik di wilayah kerja 

BBPOM di Manado.  

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang 

diperiksa sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 dapat mencapai target yang 

ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik. Dalam mencapai target indikator kinerja 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan  yang diperiksa sesuai ketentuan 

diciptakan beberapa inovasi, salah satunya adalah Lapor OM (Laporan Obat dan 

Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat sebagai tools pelaporan petugas yang 



  

  

139 
  

melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta sebagai kertas kerja bagi ketua 

tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh petugas. 

Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan pencapaian indikator kinerja dapat 

dilakukan pemantauan secara realtime. Selain itu, terdapat inovasi Elektronik Laporan 

Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang dibangun karena terdapat kebutuhan penyajian data 

yang tidak dapat diakomodasi pada portal pelaporan pusat SIPT, yaitu terkait dengan 

pembobotan risiko dari sarana yang dilakukan pemeriksaan serta penyajian data lainnya 

yang kurang fleksibel. Berbagai kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada 22 ï 24 Januari 2025. 

2. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua tim 

kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 28 

Februari 2025. 

3. Inovasi Elektronik Laporan Hasil Pemeriksaan (E-LHP) yang merupakan inovasi 

internal dalam pelaporan hasil pemeriksaan sarana. 

4. Tools Lapor OM yang merupakan Tools yang diciptakan untuk memudahkan dalam 

monitoring pelaporan kinerja tim dan monitoring indikator kinerja. 

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan. 

 

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 4113 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase 

sarana distribusi 

Pangan Olahan 

yang diperiksa 

sesuai 

ketentuan 

16.211.446 16.211.446 100 103,13 0,03 Efisien 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan termasuk dalam 

kriteria Efisien, dengan Tingkat efisiensi 0,03. Tingkat efisiensi anggaran dapat tercapai 

karena persentase realisasi anggaran selaras dengan persentase capaian indikator 
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kinerja. Pada triwulan 1 tahun 2025, penggunaan sumber daya anggaran dimanfaatkan 

untuk perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi pangan 

olahan sejumlah 24 sarana. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan 

dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Pagu pemeriksaan sarana distribusi yang dapat dimanfaatkan kurang lebih 

30% dari total Pagu awal. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut BBPOM di Manado 

melakukan excercise untuk penurunan target pengawasan sarana distribusi kepada unit 

pengampu dan juga Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan 

POM nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut BBPOM 

di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada pagu awal 

sesuai arahan. Seiring dengan relaksasi anggaran, maka dilakukan exercise kambali 

dan penyusunan perencanaan mengikuti relaksasi PAGU anggaran. Anggaran tersebut 

selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan, pembinaan 

stakeholder, serta peningkatan kompetensi petugas. Revisi anggaran sehubungan 

dengan relaksasi pagu anggaran untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 

triwulan 2 tahun 2025. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan 2 tahun 2025 untuk mempertahankan 

realisasi dan capaian dan meningkatkan realisasi pada kondisi optimal adalah sebagai 

berikut : 
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1. Melakukan penyesuaian renlak Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan 

setelah relaksasi anggaran 

2. Agenda NGEBOM ( Ngobrol Membahas Obat dan Makanan) dengan materi diskusi 

pedoman tindak lanjut (April 2025) 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai 

ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan 

termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan 

solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase sarana 

distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan. 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan terdapat beberapa risiko sebagai berikut :  

1. Target pemeriksaan sarana tidak tercapai 

2. Benturan kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan 

sarana distribusi 

3. Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pengawasan 

sarana distribusi 

 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian 

dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Memberdayakan pegawai dibagian lain untuk ikut serta dalam pemeriksaan sarana. 
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2. Penggunaan transportasi Alternatif lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan 

sarana  

3. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai khususnya pegawai di bagian 

pemeriksaan  

4. Pemeriksaan selalu dalam bentuk tim  

5. Pengawasan dari atasan langsung yaitu dengan membentuk tim pengawasan 

dengan komposisi yang berbeda  

6. Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh ketua tim 

7. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Manado 2) Seluruh 

pegawai menandatangani Pakta Integritas  

8. Informasi melalui media social, banner, dan baliho terkait pengaduan masyarakat 

terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai BBPOM di Manado, 

termasuk Wistle blowing system pengaduan oleh pegawai terhadap pegawai yang 

mungkin melakukan penyimpangan 

 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai 

ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko tersebut telah tertuang dalam 

dokumen daftar risiko Balai Besar POM di Manado semester 1 tahun 2025. 

 

IKSK.1.11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai 

Ketentuan 

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 

Tabel 3. 42 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan  
yang diawasi sesuai ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja BBPOM di 

Manado 

Persentase iklan 

sediaan farmasi 

dan pangan 

olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

82,44 98,72 119,75 Tidak dapat 

disimpulkan 

 
Pengawasan iklan sediaan farmasi meliputi berbagai jenis produk seperti obat, 

bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan 

yang dimaksud mencakup setiap bentuk keterangan atau pernyataan mengenai produk-
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produk tersebut, termasuk pangan olahan dan kosmetik isi ulang, yang disampaikan 

dalam bentuk visual, audio, atau audiovisual dengan tujuan pemasaran dan/atau 

perdagangan. Proses pengawasan terhadap iklan melibatkan tahapan evaluasi, 

pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjut atas temuan yang diperoleh. Seluruh 

kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan 

regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan, pedoman tindak 

lanjut, serta timeline yang tercantum dalam pedoman dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) terkait. Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki target pengawasan iklan 

yang telah ditetapkan oleh Pusat, dengan pemeriksaan dilakukan berdasarkan media 

yang ditentukan dalam surat edaran. Capaian pengawasan iklan diukur dari rata-rata 

persentase pengawasan yang dilakukan per media, dan ketepatan waktu 

pelaksanaannya dinilai berdasarkan kesesuaian dengan pedoman yang berlaku.  

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 

BBPOM di Manado diperoleh dengan rumus sebagai berikut  

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = 

(A+B+C+D+E)/5  

 

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan  = (a+b) / 2 
a. Pemenuhan jumlah target pengawasan  

= Jumlah iklan yang selesai diawasiJumlah target iklan yang diawasi sesuai 
renlak x 100% 

b. Ketepatan waktu pelaporan 
= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi  
x 100% 

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata 

(a+b+c) 

a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ 

jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100% 

b) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ 

jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100% 

c) Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan 

iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100% 

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-

rata (a+b+c) 

a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah 

target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100% 

b) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ 

jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100% 
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c) Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan 

yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100% 

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2 

a) Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media 

sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi 

pada media sesuai target / jumlah media (4) 

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai 

target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100% 

- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100% 

b) Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata 

capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata 

capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2 

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = 

(Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat 

waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100% 

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan 

yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang 

dievaluasi) x 100% 

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c) 

a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target 

iklan sesuai renlak) X 40% 

b) Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari 

perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang 

diawasi) / proporsi target media)X 20% 

c) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ 

jumlah iklan yang diawasi) X 40% 

d) Catatan:  poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal 

dihitung 100% 

 

Target Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

diawasi sesuai ketentuan pada triwulan 1 tahun 2025 sejumlah 82,44%. Realisasi kinerja 

pada triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat mencapai target, yaitu jauh melampaui target 

yang telah ditetapkan. Realisasi pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 98,72%, jauh di 

atas target yang di tetapkan pada triwulan 1, dengan persentase capaian sebesar 

119,75 %. Sehingga, kriteria capaian ñTidak Dapat Disimpulkanò karena melebihi 110%. 
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B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 4314 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan  
yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

82,44 98,72 119,75 
- - - - - - - - - 

Tidak dapat disimpulkan - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

Penetapan target indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan 1 ditetapkan sejumlah 

82,44% dengan realisasi 98,72% dan % capaian 119,75%. Namun, pada periode 

pelaporan kinerja triwulan 1 tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya karena indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang diawasi sesuai ketentuan baru dilakukan pengukurannya pada triwulan 1 

tahun 2025. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 
Tabel 3. 44 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  
 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian thd 
Target 2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase iklan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

82,44 98,72 119,75 

Tercapai/Melampaui 
 
 
 

 

Target indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan ditetapkan pada perencanaan flat setiap bulan, 

sehingga target tahunan dan target per triwulan sama yaitu sebesar 82,44%. Realisasi 

indikator kinerja triwulan 1 tahun 2025 dapat mencapai target tahun 2025, dengan 

persentase capaian 119,75 dan kriteria Tercapai/Melampaui. 
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D.    ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan merupakan indikator kinerja baru ditargetkan pada periode Renstra 2025-

2029. Penetapan target indikator kinerja ditetapkan pada tahun awal periode Renstra 

2025-2029 ini sebesar 82,44%. Target tersebut merupakan target rata-rata dari 

pengawasan iklan obat, iklan Obat Bahan Alam, iklan Suplemen Kesehatan (SK), iklan 

Kosmetik, dan iklan Pangan Olahan. Perhitungan realisasi berdasarkan penilaian secara 

mandiri oleh ketua tim, dengan menggunakan tools yang telah disusun dan disepakati 

antara unit pengampu, unit pelaksana teknis, serta Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan pada triwulan 1 tahun 2025 jauh melampaui target, dengan kriteria 

Tidak dapat disimpulkan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi realisasi jauh 

melampaui target, yaitu karena indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada periode 

tahun 2025, sehingga belum terdapat baseline data sebagai acuan dalam penetapan 

target. Selain itu, Beberapa komponen yang menjadi parameter perhitungan realisasi 

melebihi 100%, khususnya pada parameter perhitungan realisasi target pengawasan 

iklan. Pada iklan OBA dan iklan SK, parameter perhitungan target realisasi melebihi 

100%. Realisasi jumlah pengawasan iklan melebihi target karena jumlah produk yang 

terdapat pada iklan yang diawasi oleh petugas melebihi yang ditargetkan. Sesuai 

ketentuan dari unit pengampu, bahwa jumlah iklan dihitung berdasarkan jumlah produk 

pada iklan. 

Disamping itu, parameter perhitungan realisasi juga mempengaruhi hasil 

perhitungan. Antara lain ketepatan pelaporan yang tercapai 100%, kesesuaian media 

yang diawasi sesuai dengan perencanaan, serta ketepatan pengambilan Kesimpulan 

hasil pengawasan juga cukup besar. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Dalam mencapai target indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diciptakan beberapa inovasi, salah 

satunya adalah Lapor OM (Laporan Obat dan Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat 

sebagai tools pelaporan petugas yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan 

serta sebagai kertas kerja bagi ketua tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan 
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kinerja yang dilakukan oleh petugas. Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan 

pencapaian indikator kinerja dapat dilakukan pemantauan secara realtime. Berbagai 

kegiatan yang menunjang capaian kinerja pada triwulan 1 tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada 22 ï 24 Januari 2025. 

2. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua tim 

kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 28 

Februari 2025. 

3. Tools Lapor OM yang merupakan Tools yang diciptakan untuk memudahkan dalam 

monitoring pelaporan kinerja tim dan monitoring indikator kinerja. 

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan. 

 

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 4515 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase iklan sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase iklan 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

689.000 689.000 100 119,75 0,20 Efisien 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan termasuk 

dalam kriteria Efisien, dengan Tingkat efisiensi 0,20. Tingkat efisiensi anggaran dapat 

tercapai karena persentase realisasi anggaran selaras dengan persentase capaian 

indikator kinerja. Pada triwulan 1 tahun 2025, Pelaksanaan pengawasan iklan dilakukan 

bersamaan dengan pengawasan sarana produksi. Sehingga penggunaan sumber daya 

anggaran dimanfaatkan untuk perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi 

sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, terdapat anggaran yang 

digunakan untuk belanja perlengkapan dalam pengawasan iklan pada media penyiaran 

yaitu Radio. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan 

optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 
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Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, BBPOM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan, termasuk didalamnya 

adalah yang berkaitan dengan pengawasan iklan. Namun, adanya pemblokiran 

anggaran tersebut tidak mempengaruhi target pengawasan iklan yang dilaksanakan 

oleh BBPOM di Manado. Karena pengawasan iklan sebagian besar dilaksanakan pada 

media online yang dapat dilaksanakan pada tempat dan waktu yang fleksibel. Selain itu 

pengawasan iklan di luar ruangan, dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan 

lainnya yaitu pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM 

nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut BBPOM 

di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada Pagu awal 

sesuai arahan. Anggaran tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 

pengawasan, pembinaan stakeholder, serta peningkatan kompetensi petugas. Revisi 

anggaran sehubungan dengan relaksasi PAGU anggaran untuk kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Capaian indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 

diawasi sesuai ketentuan pada triwulan 1 tidak dapat disimpulkan. Sebagai upaya 

optimalisasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan 

beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Penyusunan rencana pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan 

bulanan sesuai dengan ketentuan 
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2. Melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai 

dengan ketentuan pedoman dari unit pengampu dan sesuai rencana yang telah 

disusun 

3. Monitoring realisasi pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan perencanaan 

dan sesuai ketentuan 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan 

termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan 

solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. 

BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap 

laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan 

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan 

kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari 

BBPOM di Manado. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase iklan 

sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. 

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terdapat beberapa risiko sebagai berikut:  

1. Kekeliruan dalam penilaian iklan dan penandaan oleh petugas penilai 

2. Pelaporan iklan penandaan terlambat 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian 

dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Pelatihan penilaian iklan dan penandaan untuk petugas penilai. 

2. persamaan persepsi terhadap penilaian iklan dan penandaan. 

3. Melakukan kerja ekstra diluar jam kerja untuk melakukan pengawasan iklan dan 

penandaan  
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Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi

4. Membuat laporan secara manual selama pelaporan melalui SIPT belum dapat 

dilakukan 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko tersebut telah tertuang 

dalam dokumen daftar risiko Balai Besar POM di Manado semester 1 tahun 2025. 

 
 

 

 

  

 

Pada Tahun 2025 BBPOM di Manado berupaya untuk meningkatkan 

�P�H�Q�L�Q�J�N�D�W�N�D�Q���H�I�H�N�W�L�I�L�W�D�V���S�H�Q�J�D�Z�D�V�D�Q���V�D�U�D�Q�D���S�U�R�G�X�N�V�L�� �S�D�Q�J�D�Q���I�R�U�W�L�I�L�N�D�V�L�´�� �G�H�Q�J�D�Q���Q�L�O�D�L��

NKO (Nilai Kinerja Organisasi) sebesar 100% yang diukur berdasarkan capaian nilai 

�L�Q�G�L�N�D�W�R�U���³�3�H�U�V�H�Q�W�D�V�H���&�D�N�X�S�D�Q���6�D�U�D�Q�D���3�U�R�G�X�N�V�L���3�D�Q�J�D�Q���)�R�U�W�L�I�L�N�D�V�L���\�D�Q�J���'�L�S�H�U�L�N�V�D���G�D�Q��

�'�L�W�L�Q�G�D�N�O�D�Q�M�X�W�L���6�H�V�X�D�L���.�H�W�H�Q�W�X�D�Q�´�� 
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IKSK. 2.1 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan  

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 

Tabel 3. 4616 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang 
 Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

 

Persentase 

Cakupan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi yang 

Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

80 80 100% Baik 

 
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan 

terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja masing-masing 

Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan pedoman 

pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sarana produksi pangan fortifikasi yang 

dimaksud mencakup fasilitas yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi, 

dan tepung terigu, baik pada skala usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. 

Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana-sarana tersebut dilakukan sesuai 

ketentuan, mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan 

pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP yang 

berlaku, serta pedoman lainnya. Cakupan pengawasan juga mencakup kesesuaian 

tindak lanjut yang dilakukan, termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil 

pemeriksaan dan, bila diperlukan, hasil uji sampling produk pangan fortifikasi. Untuk 

setiap sarana produksi yang diperiksa, dilakukan pengambilan sampel sebanyak satu 

produk, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan Tahun 2025. 

 

Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan BBPOM di Manado diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut :  

 

Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang 

Meningkatnya 

Efektivitas 

Pengawasan 

Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 
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diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%  

 

Keterangan: 

¶ Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total 

jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun 

berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. 

¶ Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT 

menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang 

memiliki nomor izin edar 

¶ Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun 

yang pernah diperiksa sebelumnya. 

 

Indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja baru pada 

periode Renstra 2025-2029. Penetapan target indikator kinerja ditetapkan flat, dengan 

target sebesar 80% pada triwulan 1 tahun 2025. Realisasi Indikator kinerja Persentase 

Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti pada 

triwulan 1 tahun 2025 dapat tercapat sebesar 80%. Persentase capaian sebesar 100%, 

dengan kriteria ñBaikò. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 4717 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 
Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

80 80 100 - - - - - - - - - 

Baik - - - 

Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 

 

Penetapan target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan 1 ditetap 

sejumlah 80% dengan realisasi 80% dan % capaian 100%. Namun, pada periode 
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pelaporan kinerja triwulan 1 tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya karena indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan baru dilakukan 

pengukurannya pada triwulan1 tahun 2025. 

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 
Tabel 3. 48 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang  

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan  

Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Persentase Cakupan 

Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

80 80 100 

Tercapai/Melampaui 
 
 
 

 

Target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan pada perencanaan flat 

setiap bulan, sehingga target tahunan dan target per triwulan sama yaitu sebesar 80%. 

Realisasi indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan triwulan 1 tahun 2025 sebesar 80% 

dapat mencapai target tahun 2025, dengan persentase capaian 100%  dan kriteria 

Tercapai/Melampaui. 

 

D.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA 

Indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja yang baru 

pada periode Renstra 2025-2029. Indikator kinerja ini mengukur cakupan pengawasan 

sarana produksi pangan fortifikasi pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis, dalam hal 

ini salah satunya ada Balai Besar POM di Manado. Jumlah sarana produksi pangan 

fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado sejumlah 5 sarana. Sarana 

tersebut terdiri dari 3 sarana produksi Minyak Goreng Sawit, 1 sarana produksi Garam, 

dan 1 sarana produksi tepung terigu. Target indikator kinerja ditetapkan sejumlah 80%, 

sehingga target sarana produksi pangan fortifikasi yang harus diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 4 sarana. 
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Pada periode triwulan 1 tahun 2025, telah selesai dilaksanakan pemeriksaan 

sarana terhadap 4 sarana produksi pangan fortifikasi. Selain dilakukan pemeriksaan 

sarana, juga dilakukan pengambilan contoh produk (sampling) untuk dilakukan 

pengujian sebagaimana tertuang dalam Manual IKU Persentase Cakupan Sarana 

Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. 

Sehingga pada triwulan 1 tahun 2025, target indikator kinerja Persentase Cakupan 

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

telah selesai dan dapat terealisasi 80%, sesuai target yang ditetapkan.  

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan karena Balai 

Besar POM di Manado memiliki sistem perencanaan yang baik serta tim yang memiliki 

kompetensi baik dalam sisi kompetensi pengawasan sarana atau pun koordinasi. Dalam 

mencapai target tersebut perlu kerja sama yang baik antar fungsi dan dibawah arahan 

kepala Balai Besar POM di Manado. Hal ini karena pada pelaksanaannya perlu 

menyelaraskan rencana pengawasan dengan waktu pengujian, sehingga melibatkan 2 

fungsi yang berbeda yaitu fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian. Tantangan dalam 

mencapai target tersebut menjadi lebih tinggi, karena pada bulan februari terdapat isu 

terkait rekontruksi anggaran yang berdampak terhadap blokir anggaran pemeriksaan 

sarana produksi pangan fortifikasi. Namun dengan perencanaan yang baik, hal tersebut 

tidak mempengaruhi dan target dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, kompetensi petugas yang melaksanakan pemeriksaan juga menjadi 

hal penting untuk mencapai target indikator kinerja. Hal ini menjadi penilaian aspek 

kualitas serta aspek waktu dalam pengukuran realisasi indikator kinerja. Pada sisi aspek 

kualitas, pemeriksaan sarana harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan 

sarana produksi pangan olahan serta regulasi lainnya yang berlaku. Sedangkan pada 

sisi aspek waktu, hasil pemeriksaan sarana produksi fortifikasi harus dilaporkan tepat 

waktu. Terhadap kedua aspek tersebut baik dari sisi aspek kualitas atau pun waktu, 

petugas dapat memenuhi kedua aspek tersebut.  

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti diciptakan beberapa inovasi, salah 

satunya adalah Lapor OM (Laporan Obat dan Makanan). Inovasi Lapor OM dibuat 

sebagai tools pelaporan petugas yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan 
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serta sebagai kertas kerja bagi ketua tim dalam monitoring dan verifikasi pelaksanaan 

kinerja yang dilakukan oleh petugas. Sehingga proses yang mempengaruhi realisasi dan 

pencapaian indikator kinerja dapat dilakukan pemantauan secara realtime. Berbagai 

kegiatan yang menunjang capaian kinerja pada triwulan 1 tahun 2025 adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Desk Pembahasan Renstra periode Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan 

pada 22 ï 24 Januari 2025. 

2. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi oleh ketua tim 

kepada seluruh anggota tim yang dilaksanakan pada saat dialog kinerja tanggal 28 

Februari 2025. 

3. Tools Lapor OM yang merupakan Tools yang diciptakan untuk memudahkan dalam 

monitoring pelaporan kinerja tim dan monitoring indikator kinerja. 

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan. 

 

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 49 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang   
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja  
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Persentase Cakupan 

Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan 

340.000 340.000 100 100 0,00 Efisien 

 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja Persentase 

Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan termasuk dalam kriteria Efisien, dengan Tingkat efisiensi 0,00. Tingkat 

efisiensi anggaran dapat tercapai karena persentase realisasi anggaran selaras dengan 

persentase capaian indikator kinerja. Pada triwulan 1 tahun 2025, Sumber daya 

anggaran dimanfaatkan untuk perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi 

dan sampling produk pada sarana produksi pangan fortifikasi sejumlah 4 sarana. Selain 

itu dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha pangan industri fortifikasi terkait dengan 

tindak lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi yang disampaikan oleh Balai Besar POM 
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di Manado. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan 

optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. 

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-

37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ 

Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor 

B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran 

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan 

APBN TA 2025, Balai Besar POM di Manado telah melakukan revisi untuk melakukan 

pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Pagu anggaran yang 

dialokasikan untuk indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan 

Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar Rp. 5.639.000. 

Namun dengan adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat digunakan menjadi Rp. 

3.220.000. 

Akan tetapi, selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM 

nomor  B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi 

Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan 

relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait 

pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga, menindaklanjuti surat tersebut Balai 

Besar POM di Manado melakukan usulan untuk revisi buka blokir 100% Kembali pada 

PAGU awal sesuai arahan. Anggaran tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk 

pelaksanaan pengawasan, pembinaan stakeholder, serta peningkatan kompetensi 

petugas. Revisi anggaran sehubungan dengan relaksasi PAGU anggaran untuk 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun 2025. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah terealisasi pada triwulan 1 tahun 

2025. Namun, masih terdapat surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan sarana yang 

telah dilaksanakan yang ditujukan kepada pelaku usaha sarana produksi pangan 

fortifikasi. Terkait hal tersebut sehingga perlu dilaksanakan hal sebagai berikut : 

Melakukan monitoring terhadap Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) atas hasil 

pemeriksaan sarana serta produk fortifikasi yang TMS hasil uji yang dilaksanakan oleh 

industri sarana produksi pangan fortifikasi 
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H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi pada laporan kinerja sangat diperlukan dalam menentukan langkah 

strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian 

indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus 

dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja.  

 BBPOM di Manado selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan 

kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat 

akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Manado. Dalam hal ini 

pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools dalam tercapainya target indikator 

kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

 

I. MITIGASI  RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdapat beberapa 

risiko sebagai berikut :  

1. Target pemeriksaan sarana tidak tercapai 

2. Benturan kepentingan dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan 

sarana distribusi 

3. Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pengawasan 

sarana produksi 

 

Terkait dengan risiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian 

dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas sebagai berikut : 

1. Memberdayakan pegawai dibagian lain untuk ikut serta dalam pemeriksaan sarana. 

2. Penggunaan transportasi Alternatif lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan 

sarana 

3. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai khususnya pegawai di bagian 

pemeriksaan  

4. Pemeriksaan selalu dalam bentuk tim  
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Sasaran Kegiatan 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja BBPOM di Manado

5. Pengawasan dari atasan langsung yaitu dengan membentuk tim pengawasan 

dengan komposisi yang berbeda  

6. Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh ketua tim 

7. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Manado 2) Seluruh 

pegawai menandatangani Pakta Integritas  

8. Informasi melalui media social, banner, dan baliho terkait pengaduan masyarakat 

terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pegawai BBPOM di Manado, 

termasuk Wistle blowing system pengaduan oleh pegawai terhadap pegawai yang 

mungkin melakukan penyimpangan 

 

Sehingga dengan aktivitas pengendalian tersebut dapat mendukung tercapaianya target 

indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Secara terperinci terkait dengan mitigasi risiko 

tersebut telah tertuang dalam dokumen daftar risiko BBPOM di Manado semester 1 

tahun 2025. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  Pada  Tahun  2025  BBPOM  di  Manado  telah  menguatkan  laboratorium 

�S�H�Q�J�D�Z�D�V�D�Q���V�H�G�L�D�D�Q���I�D�U�P�D�V�L���G�D�Q���S�D�Q�J�D�Q���R�O�D�K�D�Q���G�L���Z�L�O�D�\�D�K���N�H�U�M�D���%�%�3�2�0���G�L���0�D�Q�D�G�R�´

dengan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) sebesar 110% yang diukur berdasarkan �L�Q�G�L�N�D�W�R�U�� 

�³�1�L�O�D�L Pemenuhan   Lab   Pengujian   Sediaan   Farmasi   dan   Pangan   Olahan  

�%�%�3�2�0���G�L���0�D�Q�D�G�R���6�H�V�X�D�L���6�W�D�Q�G�D�U���.�H�P�D�P�S�X�D�Q���/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�X�P�´��
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IKSK.3.1 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 

2025 

Tabel 3. 5018 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan  
BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium  

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria  

Menguatnya Lab 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Manado 
  

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan BBPOM di 
Manado sesuai standar 
kemampuan 
Laboratorium  

67,5 76,7 113, 63 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di 

Manado sesuai standar kemampuan Laboratorium menggambarkan upaya laboratorium 

pengujian untuk memenuhi standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi 

parameter standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi laboratorium 

dan standar metode analisis terverifikasi.  

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh 

dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A ) + (31 % x Rata-rata B ) + (15% x Rata-

rata C) + (8 % x Rata-rata D)  �:�����3�H�U�K�L�W�X�Q�J�D�Q���U�D�W�D-rata UPT Nasional) 

 
Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Manado 

sesuai standar kemampuan Laboratorium (SKL) dilakukan setiap Triwulan. Berdasarkan 

Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) 

nomor : : B-PR.10.01.10.03.25.140 tanggal 26 Maret  2025 perihal  Penyampaian 

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium 

Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 TW 1 Tahun 2025, BBPOM di Manado  

memperoleh nilai dengan rincian komponen sebagai berikut :  
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Tabel 3. 5119 Rata-Rata Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

Komponen Target 2025 
Rata -Rata Nilai 

Pemenuhan TW 1 

Presentase Pemenuhan SRL (%)  75,6 76,1 

Presentase Pemenuhan Standar 
Kompetensi Laboratoprium (%)  

80,2 90 

Presentase Pemenuhan Standar Peralatan 
(%)  

60 85,7 

Persentase Pemenuhan Metode 
Terverifikasi 

28,2 35,3 

Presentase Pemenuhan SKL (%) 76,7 

 

 Pada TW 1 Tahun 2025 diperoleh Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan 

farmasi dan pangan olahan BBPOM di Manado sesuai standar kemampuan 

Laboratorium 76,7 % dengan capaian 113,6 % dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan   

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan SRL (76,1 %), pemenuhan standar 

kompetensi laboratorium (90 %), pemenuhan standar peralatan  (85,7 %), dan 

pemenuhan standar metode terverifikasi (35,3 %), semuanya diatas target yang 

ditetapkan.  

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 DENGAN REALISASI TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3.52  Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan  
BBPOM di Manado sesuai Standar Kemampuan  Laboratorium  

Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

67,5 76,7 113,63          

Tidak Dapat 

Disimpulkan 
   

Keterangan : T = Target ; R = Realisasi : C = % Capaian 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Manado, target 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Manado 

sesuai standar kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 adalah 68,7 % yang 

diturunkan target per triwulan berdasarkan surat permintaan dari PPPOMN nomor B-
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PR.10.01.10.01.25.46, tanggal 20 Januari 2025 perihal Permohonan Data Rencana 

Pemenuhan Target SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025 . Dimana 

Balai Besar POM di Manado menetapkan target sebagai berikut : TW 1 (67,5 %); TW 2 

(68,0 %); TW 3 (68,5 % ) dan TW 4 (68,7 %). Realisasi Pemenuhan SKL BBPOM di 

Manado dengan tools penilaian pada TW 1  Tahun 2025 adalah 76,7 % dengan capaian 

113,63 % dari target TW 1 tahun 2025 yaitu 67,5 %. Indikator Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Manado sesuai standar 

kemampuan Laboratorium belum dapat dibandingkan realisasi sebelumnya karena   

indikator kinerja baru dilakukan pengukuran di TW 1 tahun 2025  

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULANAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 

Tabel 3. 53 Perbandingan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025  
 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Nilai pemenuhan LaB 
Pengujian sediaan 
farmasi dan pangan 
olahan BBPOM di 
Manado sesuai standar 
kemampuan 
Laboratorium  

68,7 76,7 111,64 

Tercapai / Melampaui 

 

Pada Triwulan 1 tahun 2025, realisasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium adalah sebesar 113,63 %. Realisasi pemenuhan SKL pada Triwulan 1 jika 

dibandingkan  terhadap target tahun 2025, sudah > 110 %. Hal ini disebabkan karena 

target pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan baseline nilai tahun 2024. 

Upaya yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah pengajuan usulan 

perubahan target indikator Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan BBPOM di Manado Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA    

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya 

untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup 
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nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai 

pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah 

standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan 

laboratorium Badan POM yang diatur melalui Keputusan Kepala Badan POM. 

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan 

di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 

2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 

ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke 

dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium 

Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, 

BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di 

Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM 

lain sebagai Laboratorium Anggota. Pengelompokan ini berdasarkan kedekatan 

geografis dan kemudahan transportasi untuk pengiriman sampel untuk pengujian 

unggul, dimana pengujian unggul dipusatkan pada laboratorium koordinator regional. 

Melalui pengelompokan tersebut diharapkan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul 

laboratorium BPOM dapat terfokus dan terarah.  

 Pada tahun 2025 terjadi perubahan komponen penilaian Standar Kemampuan 

Laboratorium, dimana pada tahun 2024 komponen penilaian SKL terdiri dari 3 

komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Kompetensi Personil dan Standar 

peralatan. Pada tahun 2025 dirubah menjadi 4 komponen yaitu yaitu Standar Ruang 

Lingkup (SRL), Kompetensi Laboratorium, Standar peralatan dan metode terverifikasi. 

Penilaian komponen SKL pada tahun 2025 juga berubah, dimana tools tahun 2025 

penilaian standar peralatan hanya pada alat utama, dan  penilaian kompetensi adalah 

kompetensi laboratorium,  sedangkan pada penilaian tools 2024 penilaian kompetensi 

adalah kompetensi personil, untuk peralatan adalah alat utama dan penunjang. 

Realisasi Pemenuhan SKL BBPOM di Manado pada tahun 2024 dengan tools 

penilaian lama adalah 88,33 % dari target 84,0 %, dengan capaian 104,53 %. Pada 

Triwulan 1 tahun 2025 realisasi 76,7 % dari target 67,5 dengan capaian  113,7 %. 

Pemenuhan realisasi ini dengan melaksanakan penambahan Standar Ruang Lingkup 

(SKL) dan Metode Analisi (MA) terverifikasi.  

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional (PPPOMN) nomor : B-PR.10.01.10.03.25.140 tanggal 26 Maret  2025 perihal  

Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan 
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Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 Triwulan 1 Tahun 2025, 

BBPOM di Manado  memperoleh nilai dengan rincian komponen sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 5420 Rincian Nilai tahun Triwulan 1 Tahun 2025 Per Komponen 

Komponen 
 Nilai 

Pemenuhan 
Triwulan 1 

Presentase Pemenuhan SRL (%)  76,1 

Presentase Pemenuhan Standar Kompetensi 
Laboratorium(%)  

90 

Presentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)  85,7 

Persentase Pemenuhan Metode Analisis (MA) 
terverifikasi (%) 

35,3 

Presentase Pemenuhan SKL (%) 76,7 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA   

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian pemenuhan Laboratorium 

Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan 

Laboratorium BBPOM di Manado sebagai berikut :   

1. Perencanaan penambahan ruang lingkup, pengadaan peralatan, peningkatan 

kompetensi dan penambahan  metode terverifikasi 

2. Penambahan Ruang dilingkup dan Metode terverifikasi yang dikerjakan 

laboratorium pada TW 1 sesuai target yang ditetapkan 

3. Melakukan komunikasi secara rutin dengan penyelia dan penguji laboratoriun 

secara rutin dalam mamantau pelaksanaan penambahan ruang lingkup dan MA 

terverifikasi 

4. Terpenuhinya pengadaan sampel yang digunakan untuk ruang lingkup dan 

verifikasi metode analisis secara terencana dan tepat waktu 

5. Tersedianya reagensia, baku, media mikrobiologi  dan sarana prasarana yang 

diperlukan untuk pengujian ruang lingkup dan verifikasi metode analisis  

6. Peningkatan kompetensi melalui kepenyeliaan terhadap personil baru di 

laboratorium, sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri dan dapat 

berpartisipasi dalam pengerjaan pengujian penambahan ruang lingkup dan 

verifikasi metode analsisi 
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Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat 

mempengaruhi pencapaian keberhasilan kegiatan sesuai target yang ditetapkan, 

kendala tersebut antara lain  :   

1. Adanya kerusakan instrument utama dan alat penunjang laboratorium, yang dapat 

menyebabkan hambatan terhadap pelaksanaan pengujian termasuk penambahan 

ruang lingkup. 

2. Perlu dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan pengujian seperti pemeliharaan 

peralatan 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 55 Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator 
Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Manado  

sesuai standar kemampuan Laboratorium 

Indikator Kinerja 
Target 

Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

sediaan farmasi dan 

pangan olahan 

sesuai standar 

kemampuan 

Laboratorium 

32,982,000 32,982,000 100,00 
 

113,63 
 

 
0,14 

 

 

Efisien 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,14 dengan kriteria efisien sehingga 

dapat disimpulkan bahwa anggaran Triwulan 1 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien 

mendukung pencapaian indikator Persentase nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian 

sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) 

Balai Besar POM di Manado. Realisasi anggaran Triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp. 

32,982,000,00 dari target RP. 32,982,000,00 dengan persentase realisasi anggaran 

sebesar 100,00 % dan capaian indikator sebesar 100,00 %. Penggunaan anggaran 

pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah pemeliharaan 

peralatan penunjang laboratorium, pengadaan gas untuk keperluan laboratorium, 

peningkatan kompetensi personal laboratorium dan pengadaan peralatan laboratorium.  

 

 



  

  

58 
  

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA) 

KINERJA)  

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :  

1. Pengajukan permohonan revisi target kepada  Biro Perencanaan dan Keuangan 

tembusan ke PPPOMN dan Deputi 3 sebagai laporan 

2. Penambahan ruang lingkup sesuai target yang telah dibuat sepanjang tahun 2025 

3. Penambahan Metode Analisis (MA) terverifikasi sesuai target yang telah dibuat 

sepanjang Tahun 2025 

4. Melakukan uji profisiensi sesuai jadwal dari provider sebagai salah satu indikator 

jaminan mutu hasil pengujian 

5. Pengadaan peralatan laboratorium tahun 2025 

6. Mengikuti kegiatan pendampingan pengujian oleh PPPOMN sesuai jadwal untuk 

peningkatan kompetensi laboratorium 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Peran Laboratorium pengujian yang strategis dalam pengawasan obat dan makanan 

perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan laboratorium baik dari segi ruang 

lingkup pengujian, kompetensi laboratorium, peralatan pengujian dan metode analisis 

terverifikasi yang digunakan dalam melaksanakan pengujian laboratorium.  Pemenuhan 

terhadap standar pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan 

olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini telah secara konsisten 

dievaluasi setiap triwulan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional sebagai unit pengampu SKL di lingkungan BPOM RI.  

Data Capaian pemenuhan terhadap standar pemenuhan Laboratorium Pengujian 

sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) 

ini telah tertuang pada laporan kinerja yang telah dimanfaatkan sebagai: 

1. Informasi untuk menyusun strategi-strategi dalam meningkatkan capaian 

pemenuhan standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi 

laboratorium dan standar metode analisis terverifikasi laboratorium Balai Besar 

POM di Manado.  

2. Perubahan komponen penilaian pada tools tahun 2025, yang terdiri dari 4 

komponen yaitu :  

¶ Standar Ruang Lingkup (SRL) 

¶ Standar peralatan 
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¶ Standar kompetensi laboratorium 

¶ Standar Metode Analisi (MA) terverifikasi  

 

Sedangkan pada tahun 2024 hanya terdiri dari 3 komponen yaitu :  

¶ Standar Ruang Lingkup (SRL) 

¶ Standar peralatan 

¶ Standar kompetensi personal  

 

3. Penilaian SKL pada tahun 2025 terdiri dari standar pemenuhan ruang lingkup 

(50%), standar peralatan 20 %, standar kompetensi laboratorium 20 % dan standar 

metode analisis terverifikasi 10 %. 

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA  

Untuk mencapai target Persentase nilai pemenuhan laboratorium Pengujian sediaan 

farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL), Balai 

Besar POM di Manado terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi yaitu : 

1. Keterlambatan penerimaan sampel dari admin sampel ke laboratorium. 

2. Pernyataan rentang suhu ruangan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan 

3. Alat laboratorium berisiko mengalami kerusakan. 

4. Monitoring terhadap sarana penyimpanan dengan kondidi khusus (suhu tertentu) 

tidak dilakukan secara konsisten. 
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Pada Tahun 2025 BBPOM di Manado telah meningkatkan efektivitas Komunikasi, 

�,�Q�I�R�U�P�D�V�L�����(�G�X�N�D�V�L���2�E�D�W���G�D�Q���0�D�N�D�Q�D�Q���G�L���Z�L�O�D�\�D�K���N�H�U�M�D���%�%�3�2�0���G�L���0�D�Q�D�G�R�´���G�H�Q�J�D�Q���Q�L�O�D�L��

NKO (Nilai Kinerja Organisasi) sebesar 101,88% yang diukur berdasarkan rata-rata 

capaian 4 (empat) indikator kegiatan sebagai berikut : 

 

IKSK.4.1.Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di         

Manado  

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2025 

Tabel 3. 5621 PersentaseTingkat Efektifitas KIE  
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado  

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

wilayah kerja 

BBPOM di Manado 

Tingkat Efektifitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

BBPOM di      Manado 

89,24 95.95 107,52 Tercapai/ 
Melampaui 

 
 

 

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja 

BBPOM di Manado
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Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek 

sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam 

KIE  meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya 

media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks 

efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu: 

1. Sumber atau Narasumber KIE  

2. Konten atau Informasi KIE  

3. Pemahaman Audiens KIE  

4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE  

 

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung 

dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. 

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta 

kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang 

pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi 

BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, 

penyebaran kuisioner dan online survey  

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan 

tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan 

yang diproporsikan pada tiap triwulan 

Adapun hasil pengukuran indikator pembentuk indeks efektifitas KIE tersaji sebagai 

berikut: 

¶ Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang 

ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE 

dengan akun masing-masing UPT. 

Tabel 3. 57 Kategori Tingkat Efektivitas KIE 

Skor Indeks 100 Interpretasi Efektivitas 

<65,00 Tidak Efektif 

65,01 - 75,00 Kurang Efektif 

75,01 - 85,00 Cukup Efektif 

85,01 - 95,00 Efektif 

95,01 - 100 Sangat Efektif 
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Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil 

pengukuran kumulatif dari Bulan Januari ï Maret 2025. Realisasi sebesar 95.95 dari 

target yang ditetapkan 89,24 dengan capaian 107.52 kriteria ñSangat Baikò untuk skor 

indeks interpretasi efektivitas KIE sebesar 95.95 masuk dalam ñSangat Efektifò. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 58 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di BBPOM di Manado Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

89,24 95.95 107.52          

Sangat Baik    

  
Keterangan : T = Target; R = Realisasi; C = % Capaian 
 

 Pelaksanaan Survei Efektifitas KIE Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan 

surat nomor B-OT.03.02.2.01.25.45 tanggal 17 Januari 2025 oleh Sekretaris Utama 

Badan POM yang dilaksaakan pada periode Rencana Strategis Tahun 202502029 

dilakukan secara online melalui aplikasi Kobotoolbox yang dapat diakses oleh masing-

masing UPT melalui link lookerstudio.google.com/reporting/c3480b06-b8e4-47e7-ba55-

835c5f39adca/page/WdQcE dikarenakan pengembangan aplikasi 

evaluasikie.pom.go.id masih dalam proses.  

 Penghitungan jumlah minimal responden, dapat dihitung dengan tabel Krejcie 

Morgan sesuai populasi target KIE UPT tahunan yang dibagi proporsional kedalam 4 

triwulan sesuai Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.06.24.121 

Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 Kemudian melalui Surat Edaran Sekretaris Utama melalui surat nomor B-

OT.03.02.2.03.25.159 tanggal 14 aret 2025 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

telah disampaikan sebagai petunjuk terhadap pelaksanaan KIE. Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor 

HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 dan telah dilakukan sosialisasi berdasarkan Surat 
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Undangan Nomor B-OT.03.02. 22.03.25.105 tanggal 18 Maret 2025 dari Kepala Biro 

Hukum dan Organisasi BPOM perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis 

Pengelolaang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil 

pengukuran kumulatif dari Bulan Januari ï Maret 2025. Realisasi sebesar 95.95 dari 

target yang ditetapkan 89.24  dengan capaian 107.52 kriteria ñSangat Baikò untuk skor 

indeks interpretasi efektivitas KIE sebesar 95.95 masuk dalam ñSangat Efektifò. 

Penilaian atas indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dilakukan dengan 

melaksanakan evaluasi terhadap responden yang telah mendapatkan penyuluhan, 

pemberian informasi oleh BBPOM di Manado melalui kuisioner yang baik diberikan 

secara manual atau berupa elektronik. 

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi 

peningkatan kinerja tingkat efektifitas KIE di lingkup BBPOM di Manado yang 

menunjukkan bahwa strategi KIE yang dilaksanakan mealui berbagai media baik online 

maupun offline mampu diterima dengan baik oleh masyarakat.  

 

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET 

TAHUN 2025 

Tabel 3. 59 Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

BBPOM di Manado Triwulan 1 Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025  

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Tingkat Efektifitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

BBPOM di      Manado 

89,24 95,95 107,52 

Tercapai/Melampaui 
 
 
 

 

Pada triwulan 1 tahun 2025, realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan BBPOM di Manado adalah sebesar 95,95 capaian sebesar 107,52 % 

dengan kriteria Tercapai/Melampaui. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA   

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I tahun 2025 BBPOM di 

Manado diperoleh indeks 95,95 (Sangat Efektif), namun masih diperlukan berbagai 

upaya dan strategi untuk mempertahankan capaian target hingga akhir tahun 2025.  
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Indeks efektifitas KIE sebesar 95,95 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE 

menggunakan baik secara langsung/tatap muka maupun melalui berbagai media antara 

lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing indeks pada 

evaluasi KIE tatap muka/langsung adalah: narasumber dan petugas KIE 98,61; konten 

atau informasi KIE 96,67; pemahaman audien KIE 93,06 dan manfaat KIE 96,94. 

Sedangkan kontribusi masing masing indeks pada evaluasi KIE media adalah: 

narasumber dan petugas KIE 96,43; konten atau informasi KIE 97,02; pemahaman 

audien KIE 93,75 dan manfaat KIE 95,09. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Manado untuk peningkatan nilai 

indikator pembentuk indeks efektifitas KIE ini. Peningkatan pada keempat indeks 

pembentuk indikator efektivitas KIE dimungkinkan terjadi karena beragam kegiatan KIE 

yang dilakukan oleh BPOM Manado tidak hanya melibatkan lintas sektor terkait, tetapi 

juga sinergitas pentahelix pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan 

pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan 

media massa pada Triwulan I 2025 seperti: 

1. Upaya peningkatan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder kunci misalnya 

Tokoh Masyarakat Ketua Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan KIE bersama Tomas 

pada Triwulan I 2025 

2. Upaya peningkatan kapasitas serta kreativitas petugas pelaksana KIE kepada 

masyarakat melalui pelatihan SDM petugas pelayanan publik pada Triwulan I antara 

lain: KIE tk Kesulitan I, Pelatihan Literasi Digital, yang diselenggarakan oleh PPSDM 

BPOM serta perencanaan pelaksanaan inovasi Nongki deng Noni Tahun 2025 yang 

telah dilengkapi dengan evaluasi terhadap pemahaman petugas pelayanan publik 

pada saar dilakukan peningkatan kompetensi mandiri di internal BBPOM Manado.  

3. Pelaksanaan KIE secara langsung maupun melalui media sosial memperhatikan 

hasil survei SKM. Publikasi SKM Triwulan I BBPOM Manado pada media sosial dan 

penysuaian edukasi terkait OMKA terhadap agenda setting yang telah ditetapkan 

oleh Badan POM serta didukung oleh pelaksanaan program One Dy One Content.  

4. Memperhatikan kecukupan jumlah responden survei sesuai Petunjuk Teknis 

Mnitoring dan Evaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, sampai dengan Triwulan I 2025 tercapai jumlah 

responden sebanyak 73 responden (responden KIE tatap muka dan responden 

Media) 
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Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi Tingkat Efektifitas KIE 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Manado pad Triwulan I Tahun 2025 

antara lain:  

1. Pelaksanaan sosialisasi keamanan obat dan makanan terhadap mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Manado pada 15-16 Januari 2025. 

2. Kegiatan layanan serentak BPOM dalam rangka HUT ke-24 BPOM pada 17 Januari 

2025 di Kawasan strategis Kota Manado, Kawasan CFD Megamas Manado melalui 

sinergitas kegiatan donor darah dengan Palang Merah Indonesia di Sulawesi Utara, 

layanan informasi dan pengaduan produk obat dan makanan serta pengujian produk 

pangan dengan rapid test secara gratis ditempat dengan menggunakan mobil 

operasional keliling.  

3. Koordinasi dan kolaborasi pemberdayaan pelaku usaha UMKM yang dilaksanakan 

sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama BPOM dan Forhati pada tanggal 21 

Januari 2025.  

4. Pelaksanaan penyebaran informasi melalui mobil operasional keliling dalam rangka 

intensifikasi pangan pada bulan ramadan Tahun 2025 di 5 kab/kota yaitu Kabupaten 

Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan Kota Kotamobagu dan Kota Bitung.  

5. Pelaksanaan edukasi pencegahan stunting melalui wa blast ñFakta Penting Stuntingò 

terhadap komunitas desa kabupaten/kota terintervensi program intervensi nasional 

desa panga naman oleh BBPOM Manado. 

6. KIE pencegahan stunting pada kegiatan POSYANDU di Kota Manado pada 18 

Februari 2025 dengan sasaran audiens ibu dengan balita dan ibu menyusui dengan 

materi terkait stunting dan keamanan pangan serta informasi nilai gizi.  

7. Layanan informasi dan keamanan dan mutu obat dan makanan BBPOM Manado 

sampai dengan Triwulan I sebanyak 17 layanan baik dalam bentuk layanan informasi 

dan pengaduan, publikasi media sosial, publikasi melalui media luar kantor dan 

berupa leaflet ataupun brosur.  

BBPOM di Manado memiliki tugas salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui berbagai 

program KIE Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan 

BBPOM di Manado sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan 

pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. 

Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan sangat 

efektif.  Peningkatan aspek ragam kegiatan, pemahaman, manfaat dan minat sangat 
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diperlukan dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan. Terlebih masih banyak 

beredarnya hoax di masyarakat terkait Obat dan Makanan yang besar kemungkinan 

dapat mereduksi pemahaman terkait Obat dan Makanan yang aman. Untuk itu, perlu 

dilakukan counter issue yang tepat dan cepat agar pemahaman masyarakat terkait Obat 

dan Makanan yang aman dapat terjaga. Penggunaan media sosial perlu tetap 

dipertahankan, pelaksanaan webinar sebagai pengganti penyuluhan di lapangan akan 

dilaksanakan secara berkala untuk tetap menjaga pemahaman masyarakat serta 

menurunkan kekhawatiran akan beredarnya banyak hoax di masyarakat. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  

Capaian Indikator Tingkat efektivitas KIE juga didukung oleh peran Program 

Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Desa Pangan Aman dan Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam menyebarkan informasi tentang Obat dan 

Makanan melibatkan Kader Keamanan Pangan yang telah terbentuk (melalui Bimbingan 

Teknis Keamanan Pangan).  

Selain itu BBPOM di Manado dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang 

tercapainya target tingkat efektivitas KIE yaitu melalui kegiatan KIE yang melibatkan 

Tokoh Masyarakat. Penunjang keberhasilan lainnya penambahan jumlah follower dan 

engagement yang cukup signifikan pada akun media sosial BBPOM Manado merupakan 

salah satu data penunjang yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk 

mengikuti informasi dan edukasi dari BPOM. 

Pemeriksaan Sarana Distribusi juga memberi peran dalam mendukung 

sosialisasi kepada masyarakat terutama di kalangan pelaku usaha ritel maupun warung, 

hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta membangun 

hubungan yang linear antara indeks kesadaran dan efektifitas KIE.  Inovasi yang dimiliki 

dan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Manado terkait dengan upaya pencapaian 

indeks tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain inovasi 

KIE 1000 TOGA (Tokoh Agama) yang dalam perkembangannya tidak hanya melibatkan 

tokoh agama namun juga anggota organisasi profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) 

Sulawesi Utara, Tim Penggerak PKK serta mahasiswa yang magang di Balai Besar 

POM di Manado yang diharuskan untuk melakukan sosialisasi, publikasi ataupun 

penyebaran informasi terkait edukasi produk obat dan makanan kepada masyarakat 

sebagai prasyarat kelulusan magang.  
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F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 6022 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Anggaran 

Triwulan 1 

Realisasi 

Anggaran 

Triwulan 1 

% Realisasi 

Anggaran 

Triwulan 1 

 % 

Capaian 

Indikator 

Tingkat 

Efisiensi 
Kriteria 

Tingkat 

Efektifitas KIE 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

BBPOM di      

Manado 

241.297.179 241.297.179 100 107.52 0.08 Efisien 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0.08 pada Triwulan I Tahun 

2025. Kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah 

sepenuhnya efisien mendukung pencapaian target kinerja dalam hal ini terdapat 

kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai tingkat efektifitas 

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Manado dan perwujudan upaya 

peningkatan kemandirian masyarakat akan produk obat dan pangan yang aman dan 

bermutu. 

Realisasi anggaran tercapai dikarenakan anggaran terbesar adalah untuk 

kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi dan Bersama Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan 

KIE Obat dan Makanan bersama dengan Tokoh Masyarakat yaitu Ketua Komisi IX DPR 

RI yang sampai dengan Triwulan 1 telah selesai dilaksanakan di 4 (empat) titik KIE yaitu: 

1. Titik 1, Kota Manado dan Kota Tomohon pada 4 Maret 2025 dengan peserta 

sebanyak 211 orang dengan materi terkait stunting, obat bahan alam, suplemen 

Kesehatan dan kosmetik. 

2. Titik 2, desa Kolongan Tetampangan Kecamatan Kawawat Kabupaten Minahasa 

Utara pada 27 Maret 2025 dengan peserta sebanyak 250 orang dan materi terkait 

keamanan pangan dan tips menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih obat 

aman 

3. Titik 3, Kecamatan Tuminting Kota Manado, dengan peserta sebanyak 250 orang dan 

materi terkait keamanan pangan dan CEK KLIK. 

4. Titik 4, Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan 

pada 27 Maret 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang dan materi tekait 

keamanan pangan serta CEK KLIK.  
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI  PERBAIKAN 

KINERJA) 

Rekomendasi perbaikan kinerja untuk triwulan selanjutnya serta memperhatikan rahan 

pimpinan antara lain:   

1. Pengisian survei sudah melalui link evaluasikie.pom.go.id pada Triwulan 2 Tahun 

2025. Pelaporan KIE dilakukan dengan tepat, baik utk KIE tomas, KIE rutin dan KIE 

stunting sesuai dengan format pelaporan yang ditentukan oleh unit pengampu. Biro 

Hukor secara gradual melakukan evaluasi atas ketepatan pelaporan KIE (Baik KIE 

bersama Tokoh Masyarakat, KIE rutin maupun KIE dengan tagging stunting) 

2. Konsistensi upaya peningkatan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder kunci 

dalam penyelenggaraan KIE guna memberikan daya ungkit terhadap manfaat dan 

dampak bagi masyarakat 

3. Konsistensi upaya peningkatan kapasitas serta mendorong kreativitas petugas 

pelaksana KIE dalam memberikan layanan KIE kepada masyarakat 

4. Tetap memperhatikan data-data hasil pengawasan, survei kesadaran masyarakat, 

isu dan perkembangan terkini atau data lainnya yang relevan dalam pemilihan topik 

atau materi konten dalam pelaksanaan KIE langsung maupun mdia sosial dan non 

media sosial 

5. Tetap memperhatikan kecukupan jumlah responden dalam pelaksanaan survei 

efektivitas KIE sesuai Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Pemanfaatan pengukuran indeks tingkat efektifitas KIE Sedaiaan Farmasi dan 

Pangan Olahan BBPOM Manado yang tertuang dalam laporan kinerja telah 

dimanfaatkan sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target 

kinerja yang diukur melalui peningkatan Nilai Tingkat efektivitas KIE Tahun 2025, 

pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah sebagai: 

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih 

baik melalui proses usulan revisi atas target indikator kinerja indeks tingkat 

efektivitas KIE tahun 2025. 

2. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pemberdayaan 

masyarakat serta pengawasan obat dan makanan. Penyesuaian terhadap 

pelaksanaan program KIE adalah dalam penyusunan strategi pelaksanaan KIE 

mengacu pada pedoman strategi KIE Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh 
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Badan POM dengan mempertimbangkan target audience dan memperhatikan 

kebutuhan informasi di masyarakat serta sebagai dasar dalam melakukan 

pengembangan program yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik local 

Sulawesi Utara termasuk pemilihan kanal/saluran KIE yang dapat menjangkau 

cakupan target yang lebih luas yaitu antara lain dengan memanfaatkan media antara 

lain media cetak, media social (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan subsite), 

media elektronik (TV/radio), media luar ruang (baliho/spanduk) di area strategis Kota 

Manado maupun hingga Kabupaten/kota, sarana transportasi umum serta KIE 

secara langsung dengan memanfaatkan produk promosi yang dibagikan kepada 

masyarakat. 

3. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian anggaran, 

penyesuaian aktivitas dan penyesuaian strategi dalam pencapaian target kinerja 

terutama berkaitan dengan sinergitas lintas sektor.  

4. Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dengan organisasi masyarakat seperti 

pramuka.  

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado 

terdapat risiko antara lain: target nilai tidak tercapai dimana kemungkinan masyarakat 

mendapatkan informasi public yang tidak mudah dipahami sehingga dapat menurunkan 

reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Balai Besar POM di Manado ataupun 

pemangku kepentingan (pemrintah) daerah, pelaku usaha dan masyarakat belum 

memahami fungsi dan kewenangan BBPOM di Manado. Terkait dengan risiko terebut 

telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan 

beberapa aktivitas sebagai berikut: 

1. Mengingat luasnya wilayah kerja dan keterbatasab SDM serta akses, latar belakang 

pendidikan dan tingkat literasi serta perilaku dan budaya yang sulit berubah 

dimasyarakat maka KIE dilakukan melalui berbagai macam media baik online 

maupun offline serta penjaminan peredaran produk obat dan makanan yang 

memenuhi ketentuan sampai ke pelosok.  

2. Aktivitas pengendalian atas metode informasi yang kurang efektif dan tidak tetap 

sasaran dengan penerapan SOP, evaluasi kegiatan, intensifikasi penyebaran 

informai dan edukasi kepada masyarakat serta implementasi inovasi. 

Aktivitas pengendalian untuk pelaksanaan KIE tidak sesuai timeline dengan 

meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan tenaga ahli tokoh masyarakat 
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bahwa KIE harus selesai tepat waktu serta pelaksanaan dengan 

mempertimbangkan jumah audien KIE. 

 

IKSK.4.2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 61 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan  
Triwulan 1 Tahun 2025 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

wilayah kerja 

BBPOM di 

Manado 

Jumlah sekolah 

yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

Keamanan 

Pangan 

15 15 100 Baik 

 

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan 

yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi 

kepada komunitas sekolah.  Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam 

rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan 

SMA/SMK/MA intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah 

semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi 

lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan 

Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah 

diintervensi.  Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

adalah:  

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 

2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 

3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. 

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan 

anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki 

pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi 

dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tahun 2025 

merupakan awal periode renstra yang baru dari tahun 2025-2029, sehingga apabila 

seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang 

sudah ditentukan telah selesai diintervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di 

Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-

2024. 

2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.  

Tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a. Sekolah Full Intervensi: 

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan 

2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan  

3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah 

4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang  melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan 

5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan. 

 b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas indikator Jumlah Sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Triwulan 1 Tahun 2025 maka 

diperoleh realisasi sebesar 15  dari target 15  dengan % capaian sebesar 100 % dengan 

kriteria Baik.   

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 
SEBELUMNYA 

Tabel 3. 6223 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan 
Keamanan Pangan Triwulan 1 Tahun 2025 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

15 15 100 - - - - - - - - - 

Baik    

 
  Keterangan : T = Target, R = Realisasi : C = % Capaian 

Target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan Tahun 2025 adalah 11 sekolah yang diintervensi di Kabupaten Minahasa. 

Progress realisasi kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan tahun 2025 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025. Untuk Triwulan 1 tahun 2025 

ini telah terlaksana beberapa kegiatan yang mendukung tahapan pelaksananaan 

program antara lain penyusunan rencana kerja dan target tahapan , koordinasi internal 

penetapan lokus kabupaten dan jumlah target lokus  sekolah, koordinasi dan komunikasi 
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dengan pemerintah Kabupaten Intervensi serta pelaksanaan Sosialisasi Keamanan 

Pangan.  

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

pada Triwulan 1 Tahun 2025 ditetapkan dengan realisasi 15% dengan % capaian 100, 

dengan kriteria Baik namun pada periode pelaporan kinerja Triwulan  1 ini belum bisa 

dibandingkan  dengan Triwulan sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan awal 

renstra periode tahun 2025-2029.  

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 

Tabel 3. 63 Perbandingan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan 

Keamanan Pangan Triwulan 1 Tahun 2025  Terhadap Target Tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Jumlah Sekolah yang 

Melaksanakan 

Pembudayaan 

Keamanan Pangan 

11 15 15 

Perlu upaya keras  
 

 

 

 
Target Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

Tahun 2025 adalah 11 sekolah. Progres realisasi kegiatan Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangantahun 2025 ini merupakan kumulatif pembobotan 

tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhhir 

tahun merupakan jumlah sekolah yang telah diintervensi sepanjang tahun 2025. 

Pelaksanaan tahapan dalam Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan BBPOM Manado Triwulan 1 Tahun 2025 telah sesuai dengan target 

per tahapan kegiatan yaitu 15%. Realisasi Triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat 

dibandingkan dengan target tahun 2025 karena tahun 2025 merupakan awal renstra 

yang baru untuk periode 2025-2029 dan dikarenakan karakteristik dari target Indikator 

Kinerja Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan ini bersifat 

jumlah sekolah , sedangkan pada Triwulan I ini merupakan progress tahapan kegiatan. 

Walaupun demikian target Triwulan 1 2025 telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan 

jika dibandingkan terhadap Kriteria Target 2025 Perlu Upaya Keras. 
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D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

   Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan pada tahun 2025 sejak awal tahun 

dengan mengukur penyelesaian tiap tahapan dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan  Tahun 2025  meliputi tahapan 

advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan dengan Pemerintah dan Lintas sektor di Kabupaten  Minahasa , Sosialisasi 

Keamanan Pangan melalui daring di Kabupaten Minahasa Utara , tahapan bimbingan 

teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan, monitoring dan sertifikasi 

sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan 

sekolah yang sudah diintervensi kemanan pangan tahun sebelumnya. Tahapan 

Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 3.  6424 Progres Tahapan Kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan Triwulan 1  Tahun 2025   

Kegiatan  
Pembobotan 
Progres (%)  

Target 
pelaksanaan  

Target 
PJAS s.d 
Tahun N  

Pembobotan Progres  

s.d 
Januari  

s.d 
Februari  

sd Maret  

Realisasi  Realisasi  Realisasi  

1 
Adokasi Lintas 
Sektor program 
SAPA sekolah 

25,00 Jan - Mei 

11 

1,0 2,0 5,00 

2 
Sosialisasi 

keamanan pangan 
20,00 

Maret - 
Mei 

0,00 0,00 10,00 

3 

Bimbingan teknis 
keamanan pangan 

untuk kader 
keamanan pangan 

sekolah 

25,00 April - Juli 0,00 0,00 0,00 

4 

Monitoring , Evaluasi 
dan Serifikasi 

Program Sekolah 
dengan PJAS Aman 

25,00 
Juli - 

November 
0,00 0,00 0,00 

5 Pengawalan 5,00 
April - 

Desember 
0,00 0,00 0,00 

       

 Total skor (Tahun N)  100,00  11 1,0 2,00 15,00 
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Penetapan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan pada tahun 2025 yaitu 11 Sekolah yang diintervensi berada di Kabupaten 

Minahasa  serta pengawalan terhadap 22 sekolah yang telah diintervensi sebelumnya 

di Tahun 2024 di Kota Manado dan Kota Kotamobagu. 

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan  di  Triwulan 1 Tahun 2025 telah selesai 

15 %  yaitu tahapan pre-advokasi, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah 

daerah dan lintas sektor di Kabupaten Minahasa. Selain itu, juga telah dilakukan 

penyusunan rencana kerja dan target tahapan Program SAPA Sekolah, Koordinasi 

internal penetapan dan jumlah target lokus  sekolah. Telah dilaksanakan juga Sosialisasi 

Keamanan Pangan secara daring melalui WAG ke 7 (tujuh)  sekolah pada 20 Maret 

2025 . 

Pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan tahun 2025 mengalami simplikasi dan penyedehanaan tahapan jika 

dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan 

beberapa penyesuaian terhadap tahapan dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan kebijakan unit pengampu di pusat.   

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  

Capaian tahapan kegiatan berhasil dilaksanakan ditunjang oleh beberapa hal yang 

terkait dengan eksternal dan internal BBPOM di Manado. Untuk Aspek Eksternal 

diantaranya: 

1. Koordinasi awal dan komunikasi Aktif dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Minahasa serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan 

Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sehingga dapat melaksanakan tiap 

tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan 

SAPA Sekolah.  

2. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama 

dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi. 

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan 

sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan juga SMA/SMK/MAN. 

4. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan 

sekolah yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan 

adanya kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan sekolah ke 
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komunitas sekolah diperlukan komitmen yang tinggi dari sekolah dan kader 

keamanan sekolah yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya 

5. Untuk pelaksanaan sertifikasi sekolah telah dikoordinasikan dan dikomunikasikan 

pelaksanaannya dengan baik terkait dengan indikator-indikator penilaian yang harus 

dicapai oleh masing-masing sekolah terintervensi. 

 
Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu: 

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan 

sesuai yang direncanakan 

2. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dab proaktif berkomunikasi aktif dengan 

pihak stakeholder terutama Dinas Pendidikan Kabupaten yang membawahi sekolah 

di jenjang SD dan SMP , dengan Dinas Pendidikan Daerah/Provinsi yang membawahi 

sekolah di jenjang SMA dan juga Kementerian Agama yang mebawahi sekolah 

MI/MTS/MAN 

 

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Sekolah juga dilaksanakan 

sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Desa dan Pasar di dua 

Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Hal ini bertujuan untuk 

tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu 

langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai 

gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk 

mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.  

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 65 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 

Indikator Kinerja  

Target 

Anggaran 

Triwulan 1 

Realisasi 

Anggaran 

Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

 % 

Capaian 

Indikator 

Tingkat 

Efisiensi 
Kriteria 

Jumlah Sekolah 

yang 

Melaksanakan 

Pembudayaan 

Keamanan 

Pangan 

0 0 0 100 - - 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 belum ada dikarenakan  

pelaksanaan tahapan pre advokasi yang dilaksanakan disinergikan bersama dengan 

Program Nasional Keamanan Pangan lainnya seperti Desa Pangan Aman dan Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas dan menggunakan anggaran Desa Pangan Aman. 

Selain itu,  dalam pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan secara 

daring melalui WAG sehingga tidak ada anggaran yang digunakan. Dengan adanya 

fasilitas WAG dapat mendukung pelaksanaan Sosialisasi kepada sekolah yang terbatas 

karena lokasi jauh dari UPT. Dengan adanya simplikasi pelaksanaan tahapan akibat dari 

efisiensi anggaran beberapa kegiatan akan di laksanakan melalui daring seperti 

pelaksanaan sosialisasi. Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM baik internal 

dan juga kepada kader keamanan pangan telah dilakukan melalui daring Webinar 

Paman KECE oleh PMPUPO setiap bulan. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN 

KINERJA)  

Setiap tahapan dalan Program Prioritas Nasional Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan BBPOM Manado Triwulan 1 tahun 2025 dapat 

diselesaikan 100% sesuai progress tahapan kegiatan. Adapun rekomendasi tindak 

lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan 2 tahun 2025 yaitu: 

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program dilaksanakan secara 

berkesinambungan  termasuk koordinasi lanjut dengan Dinas Pendidikan untuk 

rekomendasi 11 sekolah full intervensi Kabupaten Minahasa tahun 2025  

2. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring ke  sekolah target 

perluasan  

3. Melakukan audiensi dan sekaligus koordinasi ke pemerintah daerah untuk 

penentuan tanggal pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor yang direncanakan pada 

Bulan April 

4. Melaksanakan Advokasi Lintas Sektor pada bulan April 

 

H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA  

Pemanfaatan pengukuran jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam laporan 

kinerja telah dimanfaatkan dalam tahun 2024 sebagai: 
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1. Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan 

salah satu dari 3 (tiga) program prioritas nasional keamanan pangan Badan POM 

yang dilaksanakan secara massif oleh seluruh UPT yang ada didaerah. Pencapaian 

realisasi program di tiap daerah mendukung pencapaian tingkat nasional dimana 

dengan jumlah sekolah yang telah terintervensi maupun sekolah tersertifikasi 

Sekolah dengan PJAS aman merupakan bagian dari upaya BPOM melakukan 

pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan kemandirian 

masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta 

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 ï 

2024. 

2. Laporan kinerja terkait pencapaian tahapan program tahun sebelumnya digunakan 

sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun 2025, dan menjadi masukan 

sebagai upaya perbaikan dan percepatan penyelesaian setiap tahapan program 

melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah terutama dalam 

pertemuan monitoring dan evaluasi di akhir tahapan program sehingga menjadi 

dasar acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan rencana aksi 

program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara 

mandiri. 

 

I. MITIGASI RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA  

Dalam mencapai target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan aman terdapat beberapa resiko antara lain : 

1. Target Pelaksanaan kegiatan Program  Prioritas Nasional  yang sudah ditetapkan 

tidak tercapai 

2. Jumlah sekolah  yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak 

mencapai target 

3. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan mencapai 

target tetapi implementasi kurang 

4. Kurangnya pelaksanaan keberlanjutan program yang telah diberikan kepada  

sekolah yang telah diintervensi 

5. Tidak adanya tindak lanjut Replikasi program sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan aman oleh pemerintah daerah 

Terkait dengan resiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian atau 

dampak resiko dengan beberapa aktivitas antara lain :  
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1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait dengan 

menyampaikan bahwa setiap kegiatan Program Nasional ada tahapan dan 

mempunyai time line dan melakukan monitoring evaluasi tiap 

triwulan/penyelesaian tiap tahapan program 

2. Melakukan koordinasi terkait pentingnya melaksanakan program secara optimal 

dengan berkelanjutan serta menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Program 

Nasional sebagai Upaya monev bersama dengan lintas sektor terkait replikasi dan 

keberlanjutan program pada akhir tahapan program 

3. Membuat perencanaan  tahapan program Pangan Sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan secara seksama agar memenuhi target pada 

tiap tahapannya 

3. Pengawalan serta Monitoring dan evaluasi rencana aksi keberlanjutan program 

nasional di sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi 

4. Melibatkan fungsi lain dalam pelaksanaan tahapan program agar seluruh tahapan 

dapat terlaksanan sesuai timeline 

5. Pelaksanaan kegiatan disinkronkan dengan program nasional lainnya untuk 

efisiensi anggaran 

 

IKSK.4.3. Jumlah Desa Pangan Aman 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 66 Jumlah Desa Pangan Aman 

Sasaran Kegiatan 
Indikator 
Kinerja  

Target  
Triwulan 1 

Realisasi  
Triwulan 1 

% 
Capaian  

Kriteria 
 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

wilayah kerja BBPOM 

di Manadodi Manado 

Jumlah 

Desa 

Pangan 

Aman 

5 5 100 Baik 

 

 

Desa Pangan Aman adalah: 

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa 

baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam 

pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah 

diintervensi keamanan pangan 

b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang 

menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi 
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wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan Ò 0.815 dan desa 

berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan Ò 0.707, IDM adalah Indeks Desa 

yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi 

c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, 

Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan 

Evaluasi  

d.  Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:  

1.  Kader keamanan pangan desa yang aktif  

2.  Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 

3.  Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri 

(dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). 

Jumlah Desa Aman melalui dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima 

intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman 

pada poin d. 

 

Tahapan kegiatan sebagai berikut : 

1. Advokasi Kelembagaan Desa 

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 

3. Bimtek Komunitas 

4. Monitoring dan Evaluasi 

5. Pengawalan 

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan 

di kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2025 dengan total target 

desa yang dintervensi sebesar 4 Desa. Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Desa 

Pangan Aman sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 adalah sebesar 100 % yaitu 

tahapan  Advokasi Lintas sektor  5 %  dengan kegiatan koordinasi awal dan pre advokasi 

kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait seperti Dinas Pemberdayaan 

Masayarakat Desa dan Dinas Kesehatan sehingga total realisasi adalah 5 %. Jika 

dibandingkan dengan target Triwulan 1 Tahun 2025 maka akan diperoleh capaian 

sebesar 100 % dengan kriteria Baik. 
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B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 67 25 Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan 1 Tahun 2025 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

5 5 100 - - - - - - - - - 

Baik    

 
Keterangan : T = Target, R = Realisasi : C = % Capaian 

 

Target indikator Desa Pangan Aman tahun 2025 di Kabupaten Minahasa adalah 

4 desa. Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2025 ini merupakan 

kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan target akhir tahun merupakan target jumlah desa yang diintervensi tahun 

2025.   

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan 1 Tahun 2025 ini  telah 

terlaksana tahapan dalan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman sebesar 5% 

dengan % capaian sebesar 100%  dengan kriteria Baik , namun pada periode pelaporan 

kinerja Triwulan 1 ini belum bisa dibandingkan  dengan Triwulan sebelumnya karena 

Tahun 2025 merupakan awal renstra periode tahun 2025-2029.  

 

C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 

Tabel  3. 68 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman  
Triwulan 1 Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Jumlah Desa Pangan 

Aman 
4 5 5 

Perlu Upaya Keras  
 
 
 
 

 

Target Indikator Desa Pangan Aman Tahun 2025 adalah 4 desa. Progres realisasi 

kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan 

kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun 

merupakan Desa Pangan Aman sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan tahapan dalam 

Program Desa Pangan Aman BBPOM Manado Triwulan 1 Tahun 2025 telah sesuai 
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dengan target per tahapan kegiatan yaitu 5%. Realisasi Triwulan 1 tahun 2025 tidak 

dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 karena Tahun 2025 merupakan awal 

renstra yang baru untuk periode 2025-2029 dan dikarenakan karakteristik dari target 

Indikator Kinerja Desa Pangan Aman ini bersifat jumlah desa , sedangkan pada Triwulan 

I ini merupakan progress tahapan kegiatan. Walaupun demikian target Triwulan 1 2025 

telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan jika dibandingkan terhadap Kriteria Target 

2025 Perlu Upaya Keras. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN 

KINERJA  

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan 

diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara 

dengan total target desa yang dintervensi tahun 2025 sebesar 4 Desa. 

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 

meliputi tahapan kegiatan Advokasi kelembagaan desa 25 %, pelatihan kader 

keamanan pangan desa 25%, bimbingan teknis terhadap komunitas desa 20%, , 

monitoring dan evaluasi 20%, pengawalan desa sebelumnya sebesar 10% . Tahapan 

kegiatan desa panga naman pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 69 Progres Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Triwulan 1 Tahun 2025 

Kegiatan  

Pembo
botan 

Progres 
(%) 

Target 
pelaksanaan  

Target 
Desa 

Tahun 
N 

Progres (Capaian DJA) (%)  
 

Januari  Februari   Maret   

1 Adokasi 
Kelembagaan 
Desa 

25,00 Feb - April 

4 

1,00 2,00 5,00  

2 Pelatihan Kader 
Keamanan Pangan 
Desa (KKPD)  

25,00 Maret- 
April/Juli-
Agustus 

0,00 0,00 0,00  

3 Bimtek Komunitas  20,00 Mei-Juni/ 
September-

Oktober 
0,00 0,00 0,00  

4 Monitoring dan 
Evaluasi  

20,00 Juli/Nov 

0,00 0,00 0,00  

5 Pengawalan 10,00 Feb - Nov 

0,00 0,00 2,00  

  Total  100,00  4 1,00 2,00 5,00  
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Penetapan Jumlah Desa Pangan Aman yang akan diintervensi program 

Keamanan Pangan pada tahun 2025 yaitu 4 desa berada di Kabupaten Minahasa serta 

pengawalan terhadap 7 desa yang telah diintervensi sebelumnya di Tahun 2024 di Kota 

Manado dan Kota Kotamobagu. 

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan 1 tahun 2025 telah selesai 5% 

yaitu tahapan pre-advokasi , koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan 

lintas sektor di Kabupaten Minahasa. Advokasi Kelembagaan Desa ini bertujuan  

menjalin kemitraan dan menggalang komitmen dengan lintas sektor di daerah. Telah 

dilakukan Koordinasi dan komunikasi internal dan perencaaan kegiatan; koordinasi dan 

komunikasi awal kepada lintas sektor terkait antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten 

Minahasa untuk permohonan audiensi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat desa untuk permohonan rekomendasi desa yang dapat 

diintervensi program ini pada 14 Maret 2025.   

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan 

internal BBPOM di Manado. Untuk Aspek Eksternal diantaranya: 

1. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu 

dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Desa Pangan aman 

2. Dukungan dari stakeholder terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa 

yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi 

dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana 

dengan baik.  

3. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama 

dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi. 

4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Desa dan 

Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa. 

5. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan desa 

yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Desa dan adanya 

kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan serta dokumen 

perencanaan program keamanan pangan yang mandiri 

6. Untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui fasilitiasi kepada 

komunitas yang sudah diintervensi. 
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Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu: 

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan 

sesuai yang direncanakan 

2. Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama lintas sektor terkait , pihak 

Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan  dapat 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. 

 

Upaya untuk Replikasi desa telah dikomunikasikan secara aktif dengan para 

kader untuk upaya replikasi di desa lainnya. Namun pada pelaksanaannya kader telah 

aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan ditandai monev terhadap 

sampling pangan di desa, tidak ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya 

dan tidak terjadi KLB Keracunan Pangan di sekitar Desa yang diintervensi (Hasil 

Pemantauan KLB selama Tahun 2020 - 2024).  

 Sedangkan kendala dari pihak desa antara lain: 

1.  Keterbatasan Anggaran Dana Desa 

2.  Dengan tidak adanya KLB Keracunan Pangan Masyarakat sudah di zona nyaman 

dan sudah merasa pengelolaan makanan sudah baik. 

3.  Mindset masyarakat bahwa keamanan pangan hanya fokus digunakan untuk 

dilingkungan keluarga sendiri, namun belum disadari sebenarnya bisa memberi 

manfaat mendorong ekonomi masyarakat. 

 

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan 

terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di Kabupaten Minahasa. Hal ini 

bertujuan untuk tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang 

merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar 

Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping 

untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan. 

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 7026 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Jumlah Desa Pangan Aman 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Jumlah desa 
pangan aman 1.180.000 1.180.000 100 100 0,00 

Efisien 
(100%) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran sampai Triwulan 1 Tahun 2025 adalah efisien dimana realisasi 

anggaran telah tercapai sebesar 100 % dengan tingkat efisiensi 0,00 yaitu dari 

target anggaran sebesar Rp. 1.180.000 terealisasi sebesar Rp. 1.180.000 

sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran Triwulan 1 2025 telah sepenuhnya 

efisien dalam mendukung pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman 

Triwulan 1. 

Realisasi ini atas pelaksanaan kegiatan koordinasi awal yang dilakukan ke 

lintas sektor dan pemerintah Kabupaten Minahasa.  Pada Triwulan 1 juga sudah 

dilakukan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian terhadap  tahapan 

pelaksaan program Desa Pangan aman karena adanya efisiensi anggaran dan 

simplikasi tahapan. 

Percepatan peningkatan realisasi anggaran tiap tahapan program sehingga 

tercapai keseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja 

didukung karena adanya monitoring dan evaluasi di setiap tahapan program 

diperlukan untuk dapat menyelesaikan target sesuai timeline yang telah 

ditetapkan.  

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI PERBAIKAN 

KINERJA)  

Tahapan kegiatan program Intervensi Desa Pangan Aman Triwulan 1 tahun 2025 telah 

direalisasikan dengan Baik, dimana capaian kinerja tercapai 100 % sesuai target yang 

ditetapkan.  

Adapun rekomendasi tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan 2 tahun 

2025 yaitu: 

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program dilaksanakan secara 

berkesinambungan  termasuk koordinasi lanjut dengan Dinas Kesehatan dan Dinas 

PMD untuk rekomendasi 4 desa Intervensi Kabupaten Minahasa tahun 2025  

3. Melaksanakan Audiensi dan sekaligus koordinasi ke pemerintah daerah untuk 

penentuan tanggal pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor yang direncanakan pada 

Bulan April 

4. Melaksanakan Advokasi Lintas Sektor pada bulan April 
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H. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 

Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian 

strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja sehingga memberikan dampak yang 

signifikan. Pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah: 

1. Program desa pangan aman merupakan salah satu dari 3 (tiga) program prioritas 

nasional keamanan pangan Badan POM yang dilaksanakan secara massif oleh 

seluruh UPT yang ada didaerah. Pencapaian realisasi program di tiap daerah 

mendukung pencapaian tingkat nasional dimana dengan desa pangan aman 

yang telah terintervensi merupakan bagian dari upaya BPOM melakukan 

pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan kemandirian 

masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan 

serta bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2025 ï 2029. 

2. Laporan kinerja terkait pencapaian tahapan program  tahun sebelumnya   

digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun 2025, dan menjadi 

masukan sebagai upaya perbaikan dan percepatan penyelesaian setiap tahapan 

program melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah 

terutama dalam pertemuan monitoring dan evaluasi di akhir tahapan program 

sehingga menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam 

menentukan rencana aksi program Desa Pangan Aman secara mandiri 

kedepannya.  

3. Program Desa Pangan Aman dengan salah satu target diintervensi adalah desa 

stunting menjadikan kegiatan yang dilaksanakan erat berkaitan dengan upaya 

penurunan stunting di wilayah Sulawesi Utara, laporan kinerja yang tersaji 

digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat dalam 

mempercepat pencapaian target nasional dalam penurunan stunting sebesar 

14% di Tahun 2024.  

4. Penyesuaian melalui revisi anggaran sebagai upaya optimalisasi dalam 

pencapaian Program Desa Pangan Aman  

 

I. MITIGASI  RESIKO ATAS KETERCAPAIAN TARGET KINERJA 

Dalam mencapai target indikator Jumlah Desa pangan aman terdapat beberapa resiko 

antara lain : 

6. Target Pelaksanaan kegiatan Program  Prioritas Nasional  yang sudah ditetapkan 

tidak tercapai 
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7. Jumlah desa  pangan aman tidak mencapai target 

8. Jumlah desa pangan aman mencapai target tetapi implementasi kurang 

9. Kurangnya pelaksanaan keberlanjutan program yang telah diberikan kepada desa 

yang telah diintervensi 

10. Tidak adanya tindak lanjut Replikasi program Desa Pangan Aman oleh pemda 

 

Terkait dengan resiko tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian atau 

dampak resiko dengan beberapa aktivitas antara lain :  

¶ Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait dengan 

menyampaikan bahwa setiap kegiatan Por PN ada tahapan dan mempunyai time 

line dan melakukan monitoring evaluasi tiap triwulan/penyelesaian tiap 

tahapan program 

¶ Melakukan koordinasi terkait pentingnya melaksanakan program secara 

optimal dengan berkelanjutan serta menyelenggarakan Monitoring dan 

Evaluasi Program Nasional sebagai Upaya monev bersama dengan lintas 

sektor terkait replikasi dan keberlanjutan program pada akhir tahapan 

program 

6. Membuat perencanaan  tahapan program Desa Pangan Aman secara 

seksama agar memenuhi target pada tiap tahapannya 

7. Pengawalan serta Monitoring dan evaluasi rencana aksi keberlanjutan 

program nasional di sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi 

8. Melibatkan fungsi lain dalam pelaksanaan tahapan program agar seluruh 

tahapan dapat terlaksanan sesuai timeline 

9. Pelaksanaan kegiatan disinkronkan dengan program nasional lainnya untuk 

efisiensi anggaran 

 

   IKSK.4.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 

Tabel 3. 71 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  
Target  

Triwulan 1 
Realisasi  

Triwulan 1 
% 

Capaian  
Kriteria 

 

Meningkatnya efektivitas 

KIE di wilayah kerja 

BBPOM di Manado 

Jumlah Pasar 

Pangan Aman 

Berbasis Komunitas 

5 5 100 Baik 
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a.  Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar 

percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.  

b.  Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja 

Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, 

penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan 

fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.  

c.  Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat 

komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan 

komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan 

berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas 

pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta 

pelatihan fasilitator pasar. 

d.  Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, 

pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam 

pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. 

e.  Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait 

dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran 

bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi 

mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun 

berikutnya. 

f.  Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh 

pedagang pasar di pasar rakyat. 

g.  Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada 

pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. 

h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk 

pasar di daerah destinasi wisata. 

 

Cara Perhitungan : 

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi 

pasar pangan aman berbasis komunitas.Realisasi bulanan dihitung berdasarkan 

progress tahapan 

. 
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas indikator Jumlah Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas Triwulan 1 Tahun 2025 maka diperoleh realisasi sebesar 100% dari 

target intervensi 100% terealisasi sebesar 100%  dengan kriteria  Baik. 

 

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN 

SEBELUMNYA 

Tabel 3. 7227 Perbandingan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan 1 
Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 

 

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 

T  R C  T  R C T  R C T  R C 

5 5 100          

Baik    

 
Keterangan : T = Target, R = Realisasi : C = % Capaian 

 

Target indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 

adalah 1 pasar. Progress realisasi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

tahun 2025 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun merupakan target jumlah pasar 

yang diintervensi tahun 2025. Untuk Triwulan 1 tahun 2025 ini telah terlaksana beberapa 

kegiatan yang mendukung tahapan pelaksananaan program antara lain penyusunan 

rencana kerja dan target tahapan , koordinasi internal penetapan lokus kabupaten dan 

jumlah target lokus  pasar, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten 

Minahasa. 

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas  pada Triwulan 1 

Tahun 2025 ditetapkan dengan realisasi 5% dengan % capaian 100% dengan Kriteria 

Baik, namun pada periode pelaporan kinerja Triwulan 1 ini belum bisa dibandingkan  

dengan Triwulan sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan awal renstra periode 

tahun 2025-2029.  
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C. PERBANDINGAN REALISASI TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 

Gambar 3. 73 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman  
Berbasis Komunitas Triwulan 1 Terhadap Target Tahun 2025 

Indikator Kinerja 
Target  
2025 

Realisasi 
Triwulan 1 

%Capaian 
thd Target 

2025 

Kriteria thd Target 
2025 

Jumlah Pasar Pangan 

Aman Berbasis 

Komunitas  

1 5 5 

Perlu upaya keras 
 
 
 

 

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 adalah 1 

pasar. Progres realisasi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 

ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan 

kegiatan, sedangkan target akhhir tahun merupakan jumlah pasar yang telah 

diintervensi sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan tahapan dalam Program Pasar Pangan 

Aman Berbasis Komunitas BBPOM Manado Triwulan 1 Tahun 2025 telah sesuai dengan 

target per tahapan kegiatan yaitu 15%. Realisasi Triwulan 1 tahun 2025 tidak dapat 

dibandingkan dengan target tahun 2025 karena tahun 2025 merupakan awal renstra 

yang baru untuk periode 2025-2029 dan dikarenakan karakteristik dari target Indikator 

Kinerja Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini bersifat jumlah pasar , sedangkan 

pada Triwulan I ini merupakan progress tahapan kegiatan. Walaupun demikian target 

Triwulan 1 2025 telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan jika dibandingkan terhadap 

Kriteria Target 2025 Perlu Upaya Keras. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA  

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas dilaksanakan pada tahun 2025 sejak awal tahun dengan mengukur 

penyelesaian tiap tahapan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun 

tahapan pelaksanaan kegiatan  Tahun 2025  meliputi tahapan advokasi lintas sektor di 

Kabupaten  Minahasa , bimbingan dan penyuluhan Komunitas Pasar, sosialisasi 

keamanan pangan pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi serta 

pengawalan pasar yang sudah diintervensi kemanan pangan tahun sebelumnya. 

Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 3. 7428 Progres Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas  

Triwulan 1 Tahun 2025 

                         
Kegiatan  

Pembobotan 
Progres (%)  

Target 
pelaksanaan  

Target 
Pasar 
Tahun 
2025 

Progres (Capaian DJA)  

Januari  Februari  Maret  

1 Advokasi 25,00 Januari-April 1 1,00 2,00 5,00 
2 Bimtek dan 

Penyuluhan 
Komunitas 

25,00 April-Juni 0,0 0,0 0,0 

3 Sosialisasi 
Keamanan 
Pangan 
kepada 
Komunitas 
Pasar 

20,00 April-Agustus 0,0 0,0 0,0 

4 Pengawasan 
Keamanan 
Pangan dan 
Monitoring 
Evaluasi 

20,00 Juli-Oktober 0,0 0,0 0,0 

5 Pengawalan 10,00 Februari-
November 

0,0 0,0 0.0 

 Total 100,00  1 1,00 2,00 5,00 

 

 

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat 

sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk 

pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar 

rakyat. Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan 

keamanan pangan dalam setiap aktifitasnya dan aman dari bahan berbahaya.  

Penetapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 

yaitu 1 Pasar yang diintervensi berada di Kabupaten Minahasa  serta pengawalan 

terhadap 2 pasar yang telah diintervensi sebelumnya di Tahun 2024 di Kota Manado 

dan Kota Kotamobagu. 

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan 1 tahun 2025 telah selesai 5% 

yaitu tahapan pre-advokasi , koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan 

lintas sektor di Kabupaten Minahasa. Advokasi Kelembagaan Desa ini bertujuan  

menjalin kemitraan dan menggalang komitmen dengan lintas sektor di daerah. Telah 

dilakukan Koordinasi dan komunikasi internal dan perencaaan kegiatan; koordinasi dan 

komunikasi awal kepada lintas sektor terkait antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Minahasa untuk permohonan audiensi dan koordinasi ke Dinas Perdagangan 

Kabupaten Minahasa untuk permohonan rekomendasi pasar yang dapat diintervensi 

program ini pada 14 Maret 2025.   

Pelaksanaan program Pasar Pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 

mengalami simplikasi dan penyederhanaan tahapan jika dibandingkan dengan tahun 

2024 karena adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan beberapa penyesuaian 

terhadap tahapan dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan unit 

pengampu di pusat. 

 

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN 

PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  

Capaian tahapan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan beberapa hal 

yang terkait eksternal dan internal BBPOM di Manado. Aspek Eksternal diantaranya: 

1. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Perdagangan Kabupaten Minahasa 

sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai 

dengan target progress tahapan kegiatan Pasar Pangan Man Berbasis Komunitas 

2. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa 

yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi 

dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana 

dengan baik 

3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis , Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Komunitas 

Pasar 

4. Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi program PPABK 

5. Pengawalan pasar yang telah diintervensi tahun 2024 melalui komunikasi, sinergi 

dan keberlanjutan program agar sehingga menjamin keamanan pangan yang ada 

di pasar.  

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu: 

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan 

sesuai yang direncanakan 

2. Koordinasi dan Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama Dinas 

Perdangan serta Pengelola Pasar sehingga tahapan program dapat terlaksana 

dengan baik dan sesuai target progress yang harus dicapai.   

 

Program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan sebagai 

kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap desa dan sekolah di Kabupaten Minahasa. 
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Hal ini  bertujuan untuk Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang 

merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar 

Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan disamping 

untuk untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu 

pelaksanaan.  

 

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA 

Tabel 3. 7529  Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Anggaran 
Triwulan 1 

Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% Realisasi 
Anggaran 
Triwulan 1 

% 
Capaian 
Indikator 

Tingkat 
Efisiensi 

Kriteria 

Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

0 0 0 100 - - 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 belum ada dikarenakan  

pelaksanaan tahapan pre advokasi yang dilaksanakan disinergikan bersama dengan 

Program Nasional Keamanan Pangan lainnya seperti Desa Pangan Aman dan Sekolah 

yamh melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan menggunakan anggaran 

Desa Pangan Aman. Dengan adanya simplikasi pelaksanaan tahapan akibat dari 

efisiensi anggaran beberapa kegiatan akan di laksanakan secara bersamaan sehingga 

dapat menghemat biaya pelaksanaan. Kegiatan peningkatan kompetensi SDM baik 

internal dan juga kepada kader keamanan pangan dapat juga diikuti secara daring 

melalui Webinar Paman KECE yang dilaksanakan oleh PMPUPO setiap bulan. 

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA (REKOMENDASI 

PERBAIKAN KINERJA) 

Setiap tahapan dalan Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas BBPOM Manado Triwulan 1 tahun 2025 dapat diselesaikan 100% sesuai 

progress tahapan kegiatan. Adapun rekomendasi tindak lanjut dan rekomendasi 

perbaikan kinerja Triwulan 2 tahun 2025 yaitu : 

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program dilaksanakan secara 

berkesinambungan  termasuk koordinasi lanjut dengan Dinas Perdagangan untuk 

rekomendasi lokus Pasar intervensi Kab Minahasa tahun 2025  








































































































































































































































































































































































